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RINGKASAN

Rendahnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tabanan merupakan
masalah yang mendesak untuk dipecahkan karena tidak saja berdampak
pada aspek ekonomi semata tetapi dapat berimbas pada aspek lainnya yaitu
sosial, politik, hukum dan sarana fisik lainnya. Masalah ini lebih penting lagi
karena dari tahun ke tahun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tabanan selalu
lebih rendah dari beberapa Kabupaten/ Kota yang ada di Provinsi Bali. Oleh
karenanya diperlukan suatu rumusan kebijakan di bidang ekonomi yang tepat
untuk mengatasi masalah tersebut. Atas dasar pertimbangan inilah , maka
tesis ini ditulis untuk mengkaji Faktor-fakior apa yang paling dominan
berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan selanjutnya untuk
mendapatkan kajian secara komprehensif serta memilih alternatif terbaik dari
faktor-faktor dominan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi
yang nantinya dipergunakan sebagai input dalam merumuskan kebijakan
publik di bidang ekonomi.

Kajian dalam tesis ini dilakukan dengan persefektif kebijakan publik
dalam tahap rumusan kebijakan publik, yaitu dengan mengkaji input-input
yang akan dijadikan rumusan kebijakan publik, dengan menganalisis faktor-
faktor yang dominan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan
menggunakan analisis regresi liner berganda, metode yang digunakan yaitu
method Enter dalam SPSS 10.0. Dari analisis menunjukkan faktor-faktor
yang diteliti seperti investasi swasta, pertumbuhan penduduk, pengeluaran
rutin, pajak dan ekspor signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi,
sedangkan pengeluaran pembangunan dan pertumbuhan penduduk tidak
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dari hasil analisis regresi linier berganda tersebut selanjutnya
dikembangkan dengan menilai secara komprehensif meliputi aspek
ekonomi, teknis, administrasi, hukum, sosial dan politik, untuk mendapatkan
alternatif pilihan terbaik dari faktor —faktor tersebut, dari analisis tersebut
maka diperoleh faktor investasi swasta mendapatkan prioritas utama karena
mempunyai nilai ekonomis dan resiko yang rendah selanjutnya pajak
walaupun memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi tetapi mempunyai resiko
yang tinggi pula sedangkan ekspor kurang memiliki nilai -ekonomis tetapi
dapat merangsang kegiatan ekonomi dan resikonya juga rendah,
kesemuanya ini nantinya digunakan sebagai input rumusan kebijakan publik
di bidang ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten
Tabanan Bali.







ABSTRAKSI

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis
faktor-faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap pertumbuhan
ekonomi serta mengkaji dan membuat allernatif rumusan kebijakan
pengembangan dari faktor-faktor yang berpengaruh tersebut di Kabupaten
Tabanan Bali. Faktor-faktor yang diteliti adalah investasi swasta,
pertumbuhan penduduk, pengeluaran pembangunan, pengeluaran rutin,
pajak dan ekspor sebagai independen variabel sedangkan dependen
variabelnya adalah pertumbuhan ekonomi. Data yang digunakan ialah PDRB
dengan harga konstan, data pertumbuhan penduduk, data investasi swasta
yang dicatat dari PMA & PMDN, investasi pemerintah yang tercermin dalam
pengeluaran pembangunan, konsumsi pemerintah yang merupakan belanja
rutin, PAD yang bersumber dari pajak dan volume ekspor kesemuanya ini
data kurun waktu dari tahun 1990 — 2001. Mode! diestimasi dengan regresi
linier berganda dengan metode enter dari SPSS Ver. 10.0 dan dilakukan
beberapa pengujian antara lain uji signifikansi parsial, uji signifikansi
bersama-sama dan uji koefisien determinasi.

Hasil penelitian menunjukkan investasi swasta, pengeluaran rutin,
pajak dan ekspor signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan
pertumbuhan penduduk dan pengeluaran pembangunan tidak signifikan
terhadap pertumbuhan ekonomi, setelah dikembangkan dengan penilaian
yang komprehensif yaitu dilihat aspek ekonomi, teknis, administrasi, hukum
sosial dan politik, yang selanjutnya untuk mendapatkan alternatif pilihan
terbaik dari faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi
tersebut, maka investasi swasta mendapat prioritas utama selanjutnya pajak
dan Ekspor yang nantinya diusulkan sebagai input rumusan kebijakan publik
dalam hal pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tabanan Bali
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ABSTRACT

The objective of this research is to understand and to analyze the
factors that brought a dominant influence toward economic development,
and to review and propose an alternative formula for developmental policy
for Kabupaten Tabanan, Bali. Factors to be examined are private
investments, population growth, deveiopmental expenditures, routine
expenditures, taxes, and export as independent variables, and economic
growth as the dependent variable. Data to be applied are PDRB at
constant price rate, data about population growth, data about private
investments on PMA & PMDN, data on governmental investments that
reflected from developmental expenditure, data on governmental
consumption as part of routine expenditure, data on PAD that source from
taxes and export volume. All of these data is coliected from period 1990 to
2001. Model is estimated using multiple linear regression using enter
method by SPSS Ver 10.0. Several tests are performed to examine the
data, such as partial significance test, simultaneous significance test, and
coefficient determination test.

Results of the study show that private investments, routine
expenditure, taxes, and export has significant influences toward economic
development. However, population growth and developmental expenditure
has no significant influences toward economic development After the
observation being expanded by a comprehensive assessment that include
aspects such as economy, technical, administration, law, social, and politic
in order to propose the best alternative option from the faciors that
influence economic development, therefore, it is concluded that private
investments option get the major priority, followed by taxes, and export.
This resuits will finally be proposed as the input for public policy
formulation regarding economic development in Kabupaten Tabanan, Bali.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Pembangunan Daerah, salah satu kondisi spaéial yang
penting untuk dibicarakan adalah masalah pertumbuhan ekonomi daerah.
Kondisi spasial atau ruang kosong dalam pembangunan daerah sangatiah
bermakna jika diisi dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah,
yang mana percepatan proses pembangunan melalui pertumbuhan
ekonomi akan berdampak pada kesejahteraan di daerah bersangkutan.

Memasuki pembangunan jangka panjang tahap i , beberapa
Kabupaten/ Kota yang ada di Provinsi Bali telah berupaya menanggulangi
ketertinggalan di bidang ekonomi tersebut, namun hasilnya kurang
memenuhi target sepert yang diharapkan oleh Kabupaten/Kota yang ada
di Provinsi Bali. Ketertinggalan di bidang ekonomi ini, dialami pula oleh
Kabupaten Tabanan Provinsi Bali yang ditandai dengan tingka’t rata-rata
pertumbuhan ekonomi yang rendah atau sebesar 2.22 % pada kurun
waktu 1996/1997-2000, jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan
Provinsi Bali tahun 1996/1997-2000 sebesar 2,72%, seperti dapat dilihat

di Tabel 1.1,
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Tabel. 1.1
Perkembangan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tabanan dan
Provinsi Bali, Tahun 1996/1997~ 2000. {Berdasarkan Harga Konstan)

Kabupatenf Provinsi Kab. Tabanan Prov. Bali
N (s %) (r %)
1 2 3
1596/1997 7.2 ' 75
1997/1998 49 5.4
1998/1999 : -3,9 -3,4
1999/2000 0,5 0,9
2000 2,4 3,25
Rata-rata pertumbuhan 2,22 2,72

Sumber : Data diolah Dari PDRB Prov. Bali dan PDRB Kab, Tabanan Tahun 1996/1997 -2000

Tabel 1.1 memberi gambaran pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Tabanan lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi
Provinsi Bali, kenyataan tersebut bisa diakibatkan oleh formulasi
kebijakan di bidang ekonomi yang kurang tepat.

Rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tabanan,
merupakan masalah yang mendesak untuk dipecahkan sebab dapat
berimbas ke dimensi lain , tidak saja dirasakan dalam kaitan ekonomi,
juga berdampak pada sosial, politik, hukum dan sarana fisik lainnya.

Para stakeholder yang ada di Kabupaten Tabanan telah
menyepakati agenda ( Agenda Setfing ) peﬁingkatan pertumbuhan
ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan isu strategis

yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kabup'aten Tabanan tahun
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2001 — 2005, tinggal sekarang bagaimana para pembuat kebijakan
tersebut mencari formulasi kebijakan ( Policy Formulation ) yang tepat
agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sesuai yang diharapkan
Kabupaten Tabanan.

" Dalam upaya untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran
diperlukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi . Secara awam dikatakan,
perlu pendapatan yang tinggi untuk dapat mencapai kesejahteraan
standar hidup. Pertumbuhan ekonomi ' tersebut dibutuhkan untuk
meningkatkan standar hidup masyarakat yang jumlahnya juga meningkat.

Setelah disadari bahwa pertumbuhan ekonomi adalah penting
bagi pencapaian kesejahteraan maka pembicaraan beralih ke masalah di
mana bisa didapat pertumbuhan ekonomi tersebut. Karena itu maka topik
sumber pertumbuhan ekonomi ( sources of economic growth) menjadi
penting.

Secara aritmatika, sumber pertumbuhan dibedakan menjadi

pertumbuhan yang disebabkan oleh modal , tenaga kerja dan perubahan

dalam produktivitas. Perubahan dalam produktivitas ini menjelaskan

adanya perbedaan pertumbuhan antar daerah. Sedangkan yang
mempengaruhi produktivitas adalah kemajuan teknologi.{World Bank,
dalam Suahasil Nazara,1994:21).

Konsep tersebut dituliskan oleh Solow, yang menjadi salah satu

karya klasik dalam literatur pertumbuhan ekonomi (Robert. M. Solow




dalam Suahasil Nazara, 1994:21). Studi Robert Solow memasukkan faktor
produksi ‘modal (capitél) dan tenaga keria (Jabor) sebagai sumber
pertumbuhan. Dengan mengasums;ikan suatu tingkat tabungan dan
tingkat pertumbuhan penduduk tertentu, model Solow tersebut dapat
menghasilkan beberapa tingkat pendapatan perkapita negara yang
bersangkutan. }

Berkaitan dengan pembangunan ekonomi daerah dihadapkan
dengan masalah-masalah pokok yang dihadapi daerah, seperti pada
penekanan kebijakan- kebijakan pembangunan yang didasarkan pada
kekhasan daerah yang bersangkutan (endogenous development } dengan
menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan
sumberdaya fisik secara lokal/daerah ( Lincolin Arsyad,1999: 108 ).
Sebagai indikator dari keberhasilan pembangunan ekonomi dan
pelayanan masyarakat  di daerah dapat dilihat salah satunya dari
pertumbuhan ekonomi daerah.

Selanjutnya Lincolin  Arsyad (1999:115) memformulasikan

pembangunan daerah sebagai berikut :

Pembangunan Daerah = f( sumber daya alam, tenaga kerja, investasi,
: entrepreneurship, komunikasi, komposisi
industri, teknologi, Iuas daerah, pasar
ekspor, situasi ekonomi internasional,
kapasitas pemerintah daerah, pengeluaran
pemerintah pusat dan bantuan-bantuan
pembangunan ).



Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tabanan sangat jauh dari

harapan pemeriniah maupun masyarékat , bahkan dari tahun 1996/1997

sampai tahun 2000 mengalami fluktuasi yang tajam bahkan sampai

mengalami pertumbuhan yang negatif di tahun 1998/1998 dan merangkak

naik pada tahun berikutnya tetapi tidak memenuhi harapan di atas 5%

atau lebih dari tahun 1996/1997 (lihat Tabel 1.2). Ini merupakan tantangan

bagi Kabupaten Tabanan, dengan upaya-upaya apa dilakukan untuk

mempercepat kenaikan pertumbuhan ekonomi tersebut. Perkembangan

pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dilihat dalam tabel 1.2 sebagai

berikut :

Tabel.1.2

Perkembangan Pertumbuhan PDRB Kabupaten /Kota di Provinsi Bali

Tahun 1996/1997~ 2000.( Berdasarkan Harga Konstan}

No. | Kabupatern/ | 1996/1997 | 1997/1998 | 1988/1999 | 1999/2000 2000
: Kota (%) (%) (%) (%) (%)
1 2 3 4 5 8 7
1. Jembrana 54 50 -3.8 0,9 35
2. Tabanan 7,2 4.9 -39 0.5 2,4
3. Badung 9,0 8,5 4,9 0,5 4.9
4. | Denpasar 9,1 6,4 5,2 1,4 3.1
5 | Giayar 8,2 8,0 -2.6 1,7 47
6. Klungkung 7.3 5.1 -2,6 0,8 2.4
7. Bangli 7.1 4,1 -2.5 0,5 24 .
8. Karangasem 7.1 4.7 -2,6 0.7 2,4
9, Buleleng 7.5 586 -2.9 1,0 3,5

Sumber

. Data diolah dari PDRB Kabupaten/ Kota Provinsi Bali




Dalam Tabel 1.2 khusus untuk Kabupaten Tabanan , bahwa terjadi
penurunan pertumbuhan PDRB Kabupaten pada tahun 1996/1997
dibandingkan tahun-tahun berikutnya. Tahun 1998/1999 PDRB
Kabupafen Tabanan paling drastis penurunan nya adalah sebesar - 3,9
% , berarti mengalami pertumbuhan negatif -3,9 %. Tahun 1998 sampai
dengan tahun 2000 PDRB Kabupaten Tabanan mengalami kenaikan,
namun tidak mampu melampaui PDRB pada tahun 1996/19997 dan
sebelumnya.

Kenyataan di atas merupakan masalah yang mendesak untuk di
tangéni oleh pemerintah Kabupaten Tabanan. Datam hal ini pemerintah
daerah gaja tidak cukupl untuk menéngani masalah rendahnya
pertumbuhan ekonomi tersebut, keterlibatan pihak swasta sangat
diperlukan untuk memperbesar kapasitas produksi yang ada di Kabupaten
Tabanan. |

Dari fenomena ini perlu dicermati faktor-faktor sebagai penyebab
dan dicari rumusan kebijakan yang tepat untuk mengatasi begitu sangat
fluktuatif nya pertumbuhan PDRB Kabupaten Tabanan.

Untuk mendorong peningkatan produksi yang sekaligus
berdampak pada pendapatan diperiukan pertumbuhan ekonomi yang
tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan guna mempercepat
perubahan struktur perekonomian daerah menuju perekonomian yang

berimbang dan dinamis yang bercirikan industri yang kuat dan maju,



pertanian yang tanggtjhrserta‘fmemiliki_-bé'sis pértumbuhan,,sektora'l 'ya_ng .

berimbang. 'Pertumbuhaﬁ ekonomi ju;cjavdiperlukan ur_':t'uk méhg'gerakkan
dan memacu pembangunan di bidang lainnya sekaligujs sebagai kekuatan
utama pembanéunan "~ dalam rangka meningkatkan pendépa{an
masyarakajc mengatasi k.etir_npangan sosial ekonomi. -

Peranan perr_lerintah_di daiam kegiatan ekonomi tercermin’ pada

‘anggaran pendgbatan' dan b-elanjaf (budget) yang pada dasarnya - -

anggaran ini meliputi penerimaan dari pajak dan bukan pajak serta-

pengeluaran. Selain itu hasil nyata dari berbagai kebijaksanaan
pemerinfah daerah di bidang keuangaﬁ daerah dapat dilih‘atE dari
perkembangan penerimaan dan pengeluaran daerah yang tertuang dalam
anggaran pendapatan belanja daerah ( APBD ).

Perkembangan produksi dari rh_asing-masing sektor di Kabupaten
Tabanan yang dihésilkan dalam‘ jangka Waktu tertentu di sumbang oleh
berbagai sektor seperti : pertanian, pertambangan dan energi, industri

pengolahan, listrik gas dan air minum, bangunan, perdagangan hotel dan

restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan persewaan ,

komunikasi dan jésé-jasa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel

1.3




Perkembangan PDRB

Tabel 1.3 -

: Kabupaten Tabanan Provinsi Bali ~
tahun 1995/1996 — 2000, ( Rp. Juta ), Berdasarkan Harga Konstan.

Tahun Produk Domestik Regional Bruto. r (%)
1995/1996 | '653.384.9 -
1996/1 997 7 | 700.759.0 7-,2
1997/1998 735.256.6,- 49
1998/1999 706.115.0 -39 |
1999/2000 710.217.0 0,5

2000 727.933.8 2.4

Laju pertumbuhan rata-rata 2,22

Sumber : Bappeda Kabupaten Tabanan ,PDRB Kabupaten Tabanan Tahun 1995 - 2000

Berdasarkan Tabel 1.3 di atas, Kabupaten Tabanan memiliki
PDRB pada tahun 1997/1998 dengan nilai tertinggi yaitu sebesar Rp.
735.256.600.000, sedangkan setelah tahun 1997/1998 PDRB Kabupaten.
Tabanan terus nilainya di bawah PDRB tahun 1997/1998 kendati pada
tahun 1998/1999 ke tahun 1999/2000 mengalami kenaikan begitu juga
pada tahun 1999/2000 ke tahun 2000 juga mehga[ami kenaikan, tetapi
nilainya lebih masih rendah dibandingkan dengan tahun 1997/1998.

Perkembangan PDRB di Kabupaten Tabanan tidak
mencerminkan kenaikan secara konsisten , ini dapat terlihat dari fluktuasi
pertumbuhan PDRB Kabupaten Tabanan, bahkan terjadi pertumbuhan

yang negatif pada tahun 1998/1999 ( bisa dilihat di Tabel.1.3).



Perkemba_ngan pengeluaran  investasi swasta _Kabupaten
Tabanan yang diuku‘r daﬁ besarnya pe‘nanam;ah'n{odél m;'asyarakat dan
swasta, dalam bentuk pembentukan modal domestik - bruto.
VPerkembangan Investasi swasta tahun 1995/1996 —2000 dapét dilihat
dalam Tabel 1.4 sebagai berikut :

Tabel. 1.4- -

. In\:restas_i Swasta Kabupaten Tabanan Bali, 1995/1 996_;2000 ( Rp juta)
(Berdasarkan Harga Konstan) : T

Tahun Investasi Swasta r {%)
1995/1996 1749114 7 -
1996/1997 191.590,6 9‘15
1997/1998 190.964,1 -0,3
1998/1999 128.106,8 -32,9
1999/2000 124.656,4 -2,6

2000 127.397,8 21
Laju pertumbuhan fata-rata -4.8

Sumber :BPS Bekerjasama dengan Bappeda, BKPMD Prov. Bali, Tahun 2001

Pada Tabel.1.4 terlihat investasi swasta pada tahun 1996/1997
untuk Kabupaten Tabanan dengan nilai Rp. 191.580,6 juta merupakan
nilai investasi tertinggi , sedangkan investasi swasta paling rendah pada
tahun 1999/2000 dengan nilai Rp. 124.545,4 juta. Penulis melihat ada
fluktuasi yang tajam dari investasi swasta ini, seperti dapat dilihat pada
Tabel 1.4, tahun 1995/1996 sampai dengan tahun 1996/1997 mengalami

kenaikan, sedangkan tahun 1997/1998 sampai tahun 1999/2000



- mengalami -penurunan yang cukup tajam “dan investasi swasta kemball
naik pada tahun 2000. | | | |
Jika dilihat dari pertumbuhan investasi swasta yang ada di
Kabupaten Tabanan Bali dengan rata-rata — 4.8% dalam kuruﬁ waktu
1995/1996 sampai dengan tahun 2000 dibandingkan dengan rata-rata _
investasi swasta Provinsi Bali dengan rata-rata 0,26% kurun waktu
1996/1997 sampai dengan tahun 2000 ( Data Bali-Membangun, 2000°),
fenomena ini memberi gambaran pertumbuhan investasi swasta
Kabupaten Tabanan lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan
| investasi swasta Provinsi Bali. a
Perkembangan pengeluaran investasi pemerintah dan konsumsi
pemerintah di Kabupaten Tabanan yang diukur dari besarnya belanja rutin
dan belanja pembangunan selama tujuh tahun terakhir mulai tahun

1993/1994 —-2000 dapat dilihat dalam Tabel 1.5 sebagai berikut :



- .+ - Tabel. 15 o
| 'Investasi Pemerintah Kabupaten Tabanan Bali, -
Tahun-1993/1994-—2000 ( Rp. Milyar ), Berdasarkan Harga Konstan.

Tahun Investasi Pemerintah ‘ r (%)
1993/1994 - 9;98 N
199411995 8,72 12,6
1995/1996 | _ 9,63 - 10,4
1996/1997 - 1084 125
199711998 | 16,32 i 50,5
1998/1999 4701 07
1999/2000 | 2965 65,5

2000 32,64 10,0

Laju pertumbuhan rata — rata ' 20,8

Sumber : Bagian Keuangan Setda. Kabupaten Tabanan , Tahun 1893/1594 - 2000

Pada Tabel.1.5 terlihat investasi pemerintah tahun 1994/1995
untuk Kabupaten Tabanan dengan nilair Rp. 8,72 miliar herupakan hilai
investasi terendah , sedangkan investasi pemerintah paling tinggi pada
tahun 2000 dengan nilai Rp. 32,64 miliar. Penulis melihat tidak ada
fluktuasi yang tajam dari investasi pemerintah ini, seperti kita ketahui_
bersama tahun 1997/1998 terjadi krisis moneter dan berlanjut ke krisis
muiti dimensional, tetapi kenyataannya investasi pemerintah mengatami
kenaikan yang tinggi.

Sedangkan dilihat dari pertumbuhan investasi pemerintah yang

ada di Kabupaten Tabanan Bali dengan rata-rata 20,8% dalam kurun



. waktu 1993/1994 sampa: dengan tahun 2000 dlbandlngkan dengan rata-,
rata investasi pemerintah Prowns: Bali dengan rata rata 51, 92% kurun
waktu 1996/1997 sampai dengan tahun 2000 ( Data Balii Mémbangun,
2000 l), kenyataan ini 'memberi gambaran pertumbuhan investasi
pemerintah Kabupa_ten Tabanan Igbih rendah dibandingkaﬁ rata-rata_

- pertumbuhan investasi pemerin_tah Pro';/ins_i Bali. .

Selain- pengelua'_rén perrie_rintéh - di'— ‘_ bidéngr pémEanguﬁan;
pengeluaran lainnya berupa konsumsi pemerintah daerah, yang disebut
juga dengan pengeluéran rutin. Pengeluaran rutin ini juga mempunyai |
pérénan yang cukup besar dalam rﬁeréngsang peﬁumbuhan ekonomi
Pengeluaran rutin pemerintah Kabupaten Tabanan dapat dilihat pada
Tabel. 1.6.

Tabel. 1.6

Belanja Rutin Kabupaten Tabanan Bali , 1993/1994-2000 (Rp Miliar )
Berdasarkan Harga Konstan

Tahun Belanja Rutin Pemerintah r (%)
1993/1994 21,175 -
199411995 28,115 7 32,8
1995/1996 33,938 20,7
1996/1997 38,222 12,6
1997/1998 44,975 17,7
1998/1999 , 45,923 2.1
1998/2000 62,939 . 37,0

2000 58,564 5,4

Laju pertumbuhan rata-rata | 16,8

Sumber : Bagian Keuangan Setda. Kabupaten Tabanan, Tahun 1993/1994 - 2000



- Dari Tabe_l 1.6 .t;erlihét besarnya konsumsi pemerintah untuk belanja_‘

 rutin di Kabupaten Tabanan untuk tahun anggaran '1993/1994 sebesar

Rp.  21.175 miliar merupakan pengeluaran pemerintah terendah dan
pada -tahun 1999/2000~mengélami pengeluaran pemerintah tertinggi
sebesar Rp. 62.939 miliar, seda.ng‘kan laju rata-rata peningkatan sebesar
16,8% dari tahun 199311994 sampai tahun anggaran 2000.

- 'Sedé-ngkan “dilihat dari pértumbuhan' pengeluaran rutin yang '

ada di ‘Kabupaten Tabanan. Bali dengan rata-rata 16,8% dalam kurun

waktu 1_993/1994 sampai dengan tahun 2000 dibandingkan dengan rata-
réta invéstasi ‘pemerintah’ Provinsi Bali dengan rata-rata 48,08% kurun

waktu 1996/1997 sampai dengan tahun 2000 ( Data Bali Membangun,

2000 ), kenyataan ini memberi gambaran pertumbuhan pengeluaran rutin

Kabupaten Tabanan lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan

investasi pemerintah Provinsi Bali.

Salah satu. faktor penentu yang tidak kalah pentingnya yaitu
pertumbuhan penduduk, ada beberapa ahli yang berbeda pendapatnya
mengenai pertumbuhan penduduk. dikaitkan dengan pertumbuhan
ekonomi, seperti Lincolin Arsyad (1999:7) mengatakan pertumbuhan
ekonomi tidak _rr-1emandang pertumbuhan penduduk, sedangkan
pendapat lain mengatakan jelas pertumbuhan penduduk yang melebihi
pertumbuhan PDRB di suatu daerah akan mengurangi dari pertumbuhan

ekonomi itu secara riil. Seperti di yang di utarakan oleh Boediono




(1982:1-2)  jika pertumbuhan  permintaan ke'rja “lebih © Iambét _dari
pert'um-buhan ‘penduduk, maka tingkat - upahr ' 'akan- merosot.
Perkembangan tingkat pertumbuhan penduduk Kabupaten Tabanan Bali

- dapat di iihat dalam Tabel 1. 7 |

Tabel.1.7

. Perkembangan Penduduk Kabupaten Tabana'h Provinsi Bali
: Tahun 1996/1997-2000 . - - :

Tahun 1 Jumiah Penduduk (orang)' T (%) |
1996/1997 351.150 | -
1997/1998 355.200 1,1
1998/1999 357.200 0,6
1989/2000 358.150 0,5

2000 372.540 3.7

Laju pertumbuhan rata-rata 1,5

Sumber : BPS Kabupaten Tabanan ,Tahun 1995/1996 - 2000

Tabel 1.7 di atas memperlihatkan jumlah dan rata-rata laju
pertumbuhan penduduk dari tahun 1996/1997 — 2000. Kabupaten
Tabanan pada tahun 2000 mengalami laju pertumbuhan penduduk yang |
paling besar yaitu sebesar 3,7% dan yang paling kecil laju pertumbuhan
penduduknya pada tahun 1999/2000 Tabanan yaitu sebesar 0,5%,

Sedangkan dilihat dari pertumbuhan penduduk yang ada di

Kabupaten Tabanan Bali dengan rata-rata 1,5% dalam kurun waktu



1996/1997 sampai dengan tahun _2 000 dibandingkéﬁ- dengan rata-rata
pertumbuhan penduduk Provinsi Bali dengan réta~rata 0,016% "kurun
waktu 1996/1997 sampai dengan tahun 2000 ( Data Bali Membangun,

2000 ), fenomena ini memberi gagmbaran' pertumbuhah penduduk

Kabupaten Tabanan lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ‘

_penduduk Provinsi Bali.

Perker_nbangan peherimaan‘-bajak daerah diukur . dari besarnya.

realisasi penerimaan pajak daerah dari pajak pendapatan, pajak

kekayaan, pajak warisan dan pajak penjualan. Perkembangan pajak
daerah tahun 1993/1994 —2000 dapat dilihat dalam tabél 1.8 Sebagai
berikut :

Tabel.1.8

Realisasi penerimaan pajak Kabupaten Tabanan Bali
Tahun1993/1994-2000 (Rp. ribu ), Berdasarkan Harga Konstan

Tahun Penerimaan Pajak r (%)
1993/1994 ' 32.869,69 -
1994/1995 64.011,08 - 947
1995/1996 79.548.38 24,3
1996/1897 ' 88.309.98 11,0
1997/1998 . 171.462,24 941
1998/1999 507.754,23 196,1
1999/2000 645.787,45 27,2

2000 ' 708.068,58 9.6
Laju pertumbuhan rata-rata 65,28

Sumber : Dipenda. Kabupaten Tabanan, Tahun 1993/1994 - 2000
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Pada Tabel.1.8 terlihat’ penerimaan pajak daerah p-ada,tahuﬁ‘
1993/1994 untukA K’abupéten Tabanan dengan nilai Rp.. 32.8'69.699.900
merupakan nilai penerimaan pajak terendah , sedangkan penerimaan .
pajak paling tinggi pada tahﬁn 1996/1997 déngan nilai Rp. -
. 708.068.577.970.  Penulis melihat ada fluktuasi yang taja_m dari
penerimaan .pajak ini, terﬁhat dari -_tahun 1993/1994 sampai tahun' 20_00A
mengalam-i' fluktuasi piertu’mbu.hén. '

Jika dilihat dari pertumbuhan penerimaan pajak yang ada di
Kabupaten Tabanan Bali dengan rata-rata 65,28% dalam kurun waktu
1993/1994 sampai dengan tahﬁn 2000 dibandingkan dengan réta—fata
penerimaan pajak Provinsi Bali dengan rata-rata 87,98% kurun wakty
1996/1997 sampai dengan tahun 2000 ( Data Bali Membangun, 2000 ), i
memberi gambaran pertumbuhan penerimaan pajak Kabupaten Tabanan
lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan peﬁerimaan pajak
Provinsi Bali.

Dalam perekonomian terbuka yang dianut oleh bangsa Indonesia
peranan sekitor luar negeri sangatlah penting guna meningkatkan
kapasitas produksi di dalam negeri, seperti di Kabupaten Tabanan di
mana para ekspoﬁir sangat beruntung di saat krisis multidimensional
seperti sekarang ini, eksportir yang ada di Kabupaten Tabanan telah
mengekspor seperti : Kerajinan Tangan / Handicraft, Garmen, Perhiasan

dan lain-lainnya. Penulis melihat dari order yang diperoleh inilah yang



- membentuk modal karena penglmpor darl luar negeri membayar d| muka

_ﬁdan order barang yang dipesan, dari penambahan modal ini akan
: memperbesar kapasitas perekonomian Kabupaten Tabanan_ Ini terlihat

dari orientasi ekspor yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha yang

- ada di Kabupaten Tabanan. Seperti yang kami dapat tampii kan volume

ekspor KabUpaten Tabanan pada tabel 1.9 sebagal benkut

) Tabel 1.9 )
Total Ekspor Kabupaten Tabanan tahun 1996/1997-2000
" Berdasarkan Harga Konstan . ‘

Tahuh Nilai Ekspor ( juta:.) r (%)
1996!1;1397 415,88 -
1997/1998 462,08 11,1
1998/1999 769,81 39,9
1999/2000 374,16 51,4

2000 198,32 -46,9

Laju pertumbuhan rata —rata _ -47.,3

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tabanan, 2001

Dari tabel 1.9 di atas volume ekspor yang paling tinggi adalah

pada tahun 1998/1999 di mana pada saat itu negara mengalami krisis
moneter tetapi di Provinsi Bali pada umumnya dan Kabupaten Tabanan
pada khususnya mengalami perkembangan ekspor yang meningkat ini

diakibatkan oleh menurunnya nilai rupiah terhadap dollar, di mana



‘béréng-.'ba.rér;g broduké.i Vd_'alarri neggri-dianggap_murah_ oleh pembeli- luar
negeﬁ sehingga para konsumen merasa Qntung membeli barang- baréng
dalam negeri, khususnya Kabupaten Tabanan pada waktu itu mengalami
booming devisa dan berdam'pak-ménjamurnya eksportir di Kabupaten
Tabanan yang selanjutnya berdampak pada membesarnya skala produks'i
untuk tujuan ek3pof pada wakftu itu.

. - Jika dilinat dari';vﬁermmbul'ﬁanA volume ekspor yang ada di
Kabupaten Tabanan Bali dengan rata-rata —47,3% dalam kurun waktu
1996/1997 sampai dengan’ tahun-200‘0 dibandingkan dengan rata-rata
peﬂuhbuhaﬁ volume ekspor Provinsi Bali dengan rata-rata 0,26% Kurun
wakiu 1996/1997 sampai dengan tahun 2006 ( Data Bali Membangun,
2000 ), ini memberi gambaran pertumbuhan volume ekspor Kabupaten
Tabanan lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan volume

ekspor Provinsi Bali.

. Idéntifikasi dan Perumusan Masalah

Sebagaimana telah dipaparkan pada latar belakang masalah maka |
penulis dapat mengidentifikasikan masaléh sebagai berikut :
1. Masih rendahnya tingkat investasi swasta di Kabupaten
Tabanan. . | |
2. Tingginya laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tabanan.
3. Masih rendahnya tingkat pengeluaran pembangunan pemerintah
di Kabupaten Tabanan.
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4. Masih rendahnya tingkat konsumsi pemerintah- di Kabupaten

. Tabanan.

5. Belum optimainya penerimaan pajak di Kabupaten Tabanan.

6. Belum optimalnya volume ekspor Kabupaten Tabanan .

Dari latar belakang masalah dan identifikasi masalah peneliti

mencoba merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

Y

Fakto'r— faktor apa saja’ 'yang paling dominan "bérpengaruh '
terhadarp pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tabanan Bali
- kurun waktu 1990 — 2001.

Bagaimana membuat rumusan kebijakan pertumbuhan e‘konomi
yang tepat dan mampu dilaksanakan, dari faktor — faktor yang
dominan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di
Kabupaten Tabanan Bali.

C. Tujuan Penelitian

" Berdasarkan Uraian pada latar belakang masalah dan identifikasi

masalah di:atas, maka penelitian ini bertujuan :

1.

Untuk mengetahui dan menganalisis faktor —faktor yang paling

dominan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di |
Kabupaten Tabanan kurun waktu 1990 — 2001 “.

Untuk méngkaji dan membuat alternatif rumusan kebijakan

pengembangan dari faktor — faktor dominan yang berpengaruh

terhadap pertumbuhan ekonomi.




L D. Kegunaan Penelitian 7 B | o

1. Bagi peneliti hntuk menambah peng-;étéh“l‘.lah sekaligus
keterampilan dalam meneliti.

2. Bag'i instansi pemerintah Kabupaten Tabanan dapat menjédi
masukan { input } dalam salah satu Policy Formulation yang
_berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pertumbuhan

ekonomi.



BABII |
TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pertumbuhan Ekonomi

Paul A. Baran ( dalam Jhihgan, 2000: 5 ) berpendapat, gagasan

_ kp_erkemb_angan dan pertumbuhan ekonomi itu sendiri mengesankan suatu L

peraiihan- ke suatu yang baru dari -suatu:yang lama, yang telah lama

dipergunakan. Definisi yang lain menyebutkan bahwa perkembangan‘

ekdhomi-harus diukur dalam arti kénaikan pendapatan nasional nyata
dalam suatu jangka waktu yang panjang. “Pendapatan nasional nyata”
menunjuk pada keseluruhan output barang-barang jadi dan jasa dari
negara itu dalam arti nyata ketimbang dalam arti uang.

Berkaitan dengan kenaikan pendépatan nyata perkapita dalam
jangka panjang . Para ekonom berpendapat sama dalam mendefinisikan

pembangunan ekonomi dalam arti kenaikan pendapatan atau output

nyata per kapita. Meier, Bucanan dan Ellis, menekankan bahwa bagi

perkembangan ekonomi, tingkat kenaikan pendapatan nyata seharusnya

lebih tinggi dari tingkat perfcumbuhan penduduk ( Jhingan 2000: 5-6 ) .
Pendapat 'senada juga di utarakan oleh Faried Wijaya, (

1989:264) yang menyatakan pertumbuhan ekonomi adalah proses di

mana terjadi kenaikan Produk Nasional Bruto riil atau pendapatan riil .Jadi
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p.erek‘onomian jd“.i’katakén tumbuh aigau* ".b'eri-(er_lnbvahg‘ blla -t‘erjédik.
pértumbuhan dufpu;c r-iit. beﬁnisilainnya 'mer'ﬁgatakan bahwa pértumbuhan’
ekor)omi menggambarkan kei;aikan taraf hidup diukur output riil per
orang. Karena itu pertuﬁwbuhan ekonomi ,_iterjadi bila tingkat kenaikan -
output rii_l‘total' lebih. besar déri. tingkat pertémbahan penduduk . Lain
halnya dengan para eko'nom dl atas, ment?Jru_t Lincolin Afsyad (1999:7)
per‘tgmbdhahr ‘ekononii _dia'_rtikan s-ebagai_ kenaikan _PDB/PNB’ Atéhpa
memandaﬁg apaka-h k_enaikan itu Je-bih besa:r atau lebih ke;cil dari tingkat
pertumbuhan penduduk ataukah perubahan struktur ekonomi fsérjadi atau |
tidak. | "

Dalam hal ini ada tiga aspek' yang periu diperhatikan, yaitu
proses, output per kapita, dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi
adalah suatu "proses” .menunjukkan adanya perekonomian Qang
berkembéng atau berubah dari waktu ke waktu, di mana penekanannya
pada perubahan atau perkembangan itu sendiri. Pertumbuhan ekonomi
berkaitan dengan kenaikan output “per kapita”. Ada dua sisi yang perlu
diperhatikan di sini, yaitu sisi output total (GDP) dan sisi jurnlah penduduk. :
Output per kapita adalah output total dibagi dengan jumlah penduduk.
Output total maupun output per kapita dalam lingkup daerah, biasanya
menggunakan PDRB untuk menghitung laju pertumbuhan ekonominya.
Aspek yang ketiga dari definisi pertumbuhan ekonomi adalah perspektif

‘jangka panjang”. Suatu perekonomian akan tumbuh apabila dalam



_jéngka waktu yang cukup lama mengallami' kena‘ikan;'-'dutpUt per kapita.

- Meskipun | pada suatu tahun ‘output- per képita-mérosét, tetapi apabila

selama jangka waktu yang cukup panjang tersebut output -per kapita

‘m'enunjukka'n kecenderungan yang jezlas untuk menaik, maka bisa
dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi.

Sedangkan menurut Sadono - Sukirno (1994) pertumbuhan

- ekonomi merupakan perkembangan kegiatan datam perekoromian yang

menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat

bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan
ekonomi menerangkan atau mengukur prestasi dari perkembangah suatu
perekonomian. Dalam kegiatan yang sebenarnya pertumbuhan ekonomi

berarti perkembangan ekonomi fiskal yang terjadi di suatu negara, seperti

pertambahan jumliah dan produksi barang industri, perkembangan.

infrastruktur, pertambahan jumlah sekolah, pertambahan produksi
kegiatan-kegiatan ekonomi yang sudah ada dan berbagai perkembangan

lainnya.

a. Peranan Pemerintah dalam Pembangunan Daerah

Pada saat ini secara universal diketahui bahwa dalam rangka
mengatasi sifat kaku yang melekat di negara terbelakang, pemerintah
harus memegang peranan positif. la tidak boleh berlaku sebagal penonton

pasif. Problema negara terbelakang adalah sedemikian besarnya
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7_'.'s'eh_ingg_;a vprol;')'lema ini tidak dapat diserahkan begitu _s‘aja_ kepada’
mekanisme bebas kékuatan—k’ekuatan ekonomi. Peruéahaan*Swasté tidak
mampu menyelesaikan problema tersebut karena pengertian tersebut
-tidak ditemui -di alam yang modern. Karena itu tindakan pemerintah
sangat diperlukan bagi pembangunan ekonomi negara-negara seperti itu.
Untuk mengangkat negara-negara itu keluar dari titk mati stagnasi
diperlukan adanya péﬁbaharUan- rasio ekonomi secara tepat. Pada fas-_.e
awal pembangunan, 'investési harus dilakukan bidang-bidang yang
meningkatkan _ekénom'i eksternal yaitu mengarah pada penciptaan |
overhead sosial dan ekonomi seperti , transportasi, pendidikan, kesehatan
dan sebagainya. Perusahaan swasta tidak akan tertarik melaksanakan
kegiatan tersebut karena resiko besar dan keuntungan kecil. Dari sinilah
timbul  untuk  menyeimbangkan pertumbuhan berbagai sektor
perekonomian. Oleh karena itu pengawasan dan pengaturan oleh negara,
rnenjadi' penting dalam rangka mencapai keseimbangan pertumbuhan
(Jhingan 2000:431)

Karena itu ruang lingkup tindakan pemerintah sangat luas dan
menyeluruh.  Menurut  Prof. Lewis lingkup itu mencakup *
penyelenggaraan ‘pelayanan umum, menentukan sikap, distribusi

pendapatan, membentuk lembaga-lembaga ekonomi menentukan

penggunaan sumber dan menentukan laju investasi



Upaya -L]htﬂk- n;ue-ngacﬁi Ber’éumbuﬁah_' ekonomi di daerah telah
dilékséhékaﬁ dalam bentuk 'pemberian subsidi dan baﬁtuan serta insentif
"%pajak bagi daerah-daerah terkebelakang. Sebagaimana kebijakan dan
{Jpaya _ yané dilakukan oleh = pemerintah pusat délam kegiatan
jpembangunanekonomi baik upaya yang sudah dicapai maupun masih
Edalam proseé, maka peran pemerintah Kabupaten dalam -perekonomian
- adalsh. memberikan - simultan dan - lebiti mendorong  tumbunnya
perekonomia:n rakyat. .

Berdasarkan beberapa‘téori pertumbUhan dapét dikatakan bahwa

pertumbuhan ekonomi dapat d‘iukur berdasarkan kenaikan pendapatan '

nasional yang tercermin pada PDB atau PDRB kalau di daerah dari tahun
ke tahun. Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang nyata (riil) maka
kenaikan PDB/PDRB yang diukur adalah PDB/PDRB berdasarkan harga
konstan.

Dalam perhitungan besarnya PDBIPDRB dapat dilakukan dengan
tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi, ‘pendekatan pendapatan dan
pendekatan pengeluaran. Pendekatan yang digunakan mengukur sektor
publik terhadap pertumbuhan ekonomi dengan PDB untuk tingkat

nasional dan PDRB di tingkat Provinsi dan Kabupaten.
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b: “I-niie-sta‘si‘ Swasfa_i_é_aﬁ Pertum buhan E-ko:norﬁi

v Kelahgkéan' ‘modal  merupakan  ciri Vum'um ; dari -negara
berkembang. Negara terbelakang diartikan sebagai perekonomian yang
,"miskin modal’ étéu dengan “ .tabungan -da‘n investasi yahg rendah” .
: Bukén saja persediaan modal yang sangat kecil‘ tetapi tingkat pemupukan -
.mcE)daInya juga éangat rendah. Tingkat pemupukan modal seperti ini
-k{améir t‘iAdak_c_ukupr Unfuk'.menopa‘hg ‘pehd(:dﬁk yang tumbuh dengan
cefaat ( Jhingan ,2000: 25 | |

Pembentﬁkgh modal merupakan' faktor paling penting dan

‘.strategis dalafﬁ brdées pembangunan ekonomi. Pembentukan modal
baﬁkan dikatakan “ kunci utama pembangunan ekonomi”. Sekali proses
ini berjalan, ia akan senantiasa menggumpal dan menghidupi dirinya
sendiri.

Makna pembentukan modal ialah , masyarakat tidak melakukan
keseluruhan kegiatannya saat ihi sekedar untuk memenuhi kebutuhan
dan keinginan kdnsumsi yang mendesak, tetapi mengarah sebagian
daripadanya untuk pembuatan Investasi barang modal yang produktif.

Pembentukan modal bisa dari pemerintah daerah melalui
anggaran pembangpnan dan bisa dari pihak swasta. Pembentukan modal
dari pihak swasta biasanya lebih mengacu pada sektor produktif,
sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Perkembangan investasi

swasta sangat tergantung pada situasi politik dan keamanan di suatu



daerah _ser_ta fasilitas yang bisa didapatkan oleh pemerintah daerah- -
- setempat” Untuk menarik investor dalam dan juar 'negeri"pemeriritéh

daerah harus berani mengadakan promosi potensi daerahnya.

. C. Pc—:ﬂgm_buhan Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi

Negara berkem'bang umumnya lebih cepat pertumbuhan
' pen'duduknye‘i _'dibahdi-rigkar_)' pertumbuhan e}ionominyé' maka;
pertumbuhan secara riil tidak éka’n terjadi, karena pertumbuhan ekonomi
~ ditelan oleh perturribuhan penduduk . Akibatnya tidak ada peningkatan
taraf hidup, ini yang berarti dibutuhkan Sumber Daya manusia yang
mampu diserap dalam. kegiatan produksi agar kenaikan pertumbuhan
penduduk dibarengi oleh kenaikan ekonomi yang sama.

- Sumber daya manusia merupakan aspek yang paling penting
dalam pembangunan ekonomi. Oleh karena peningkatan kualitas dan
keterambilan sumber daya manusia adalah suatu Keniscayaan ( Arsyad,
1999:124 )

Pengaruh pertumbuhan penduduk pada pembangunan ekonomi
telah menarik perhatian para ahli ekonomi sejak Adam Smith menulis
buku Wealth of Ngﬁons. Adam Smith menulis “ Buruh tahunan setiap
bangsa merupakan kekayaan yang pada mulanya memasok bangsa
dengan segala kenyamanan hidup yang diperlukan “. Hanya maltus dan

Ricardo yang mencanangkan tanda bahannya mengenai dampak




.pe‘_rtumbuhén.p.ehduduk pada perekoriomian. -Tetapi‘—kekhawatiran mereka N
terbukti tidak_ bérda‘sar k_arené pendudul{ di Eropa 7Barat justru
mempercepat proses indusirialisasi . Pertumbuhan penduduk membantu
ekonomi negara tersebut,A kenaikan jumiah 'penduquk yang tinggi
ba_gaimanapun justru akan menaikkan . produktivitas. Kenyataannya,
kenaikan jumléh pe_nduduk menghasilkan kenaikan -GNP ( produk
nasional ‘br—utt')' ) yang lebih tinggi’ ketimbéhg prc{poréional-

( Jhingan2000:404).

d. Investasi Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi

Pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran pemerintah
untuk pelaksanaan proyek-proyek terdiri dari sektor-sektor pembangunan
dengan tujuan untuk melakukan investasi. Investasi pemerintah  daerah
dalam hal ini dinyatakan dalam belanja pembangunan yang dapat
berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dana tersebut digunakan
untuk memberdayakan berbagai sumber ekonomi untuk mendorong
pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat., pengeluaran
investasi mempengaruhi permintaan agregat tetapi tidak mempengaruhi
penawaran agrega_t. Pengeluaran investasi tidak hanya mempunyai
pengaruh ( lewat proses multiplier ) terhadap permintaan agregat, tetapi
juga terhadap penawaran agregat melalui pengaruhnya terhadap

kapasitas produksi. Dalam perspektif waktu yang lebih panjang, investasi



: menambah stok kapﬁa[ ( mlsalnya Jalan Jembatan pelabuhan ) secara
'tldak Iangsung dapat menmgkatkan output yang lebih besar pada masa

i

mendatang ( Boediono , 1981: 59-60).

e. Pengeluaran KonsUmsi Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi

Faktor Keuangan menjadl salah satu faktor yang merupakan.
) 'surhb'er. daya _ kapltal bagl Aperr_lbl_ayaan _ penyelenggaraan ,- roda-
peme:rintahan daerah. Pengeluaran konsumsi pemerintah daerah diukuAr :
: dengén pengetuaran rutin. Pengeluaran rutin ini mempunyai peranah dan |
fuhgsi cukup besar dalarm mendukung penca;;aian sasaran pembahgunan
sekalipun pengeluaran térs_ebut tidak secara langsung berkaitan dengan
pembentukan modal untuk tujuan peningkatan produksi, melainkan
menunjang kegiatan pemerintah serta peningkatan jangkauan dan mutu
pélayanan. Keseluruhan pengeluaran konsumsi baik untuk pembelian
“barang dan jasa, pembayaran gaji pegawai merupakan benerimaan bagi
masyarakat. Layaknya pengeluaran masyarakat, maka pengeluaran
pemerintah akan memperbesar permintaan agregat melalui multiplier
effect dan selanjutnya peningkatan permintaan agregat akan
meningkatkan prod_uksi atau penawaran agregat, sehingga PDRB akan
meningkat, dengan meningkatnya PDRB sebagai indikasi timbuinya suatu

perekonomian akan menambah penerimaan ( Boediono, 1982 : 114-118).




- Pengeluaran k_ons"uArﬁsiApérﬁe_rirj'tah. -:.m'eliﬁ_uti sémqa péngeluarah
|k:>e-m.evrintah_ di | mand piemerintah .:s'ecéra‘ langsung ménerima balas -
jasanya. Déngan pengeluaran pemerinftah untuk membayar gaji para
.pegav‘\;ai , dehgan p:engel_pafan_pemerintéh ini akan menambah d_ayé beli
sebagian :masyaraka't gﬁtuk konsumsi yang akan _mempengaruhi
permintaan fagregat Peng;eiuaran pembahgunan merupakan pengeluaran

| pémerintgh -u_r-%_tuk- pelak-_sanaan'_proyek—pro_yekterdiri dari _‘sektor_‘-se-ktc.)f
ﬁen%ba'ngunan dengan tujljJan untuk melakukan investasi.
| Pengeluaran konsumsi pemerintéh_rheliputi seluruh pengéluaran
yéng dilakukan oleh pémerintah daeréh, dai.am rangka penyelenggaraan
administrasi pemerintahan.: Nilai output akhir perﬁerintah yang terdiri dari
pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin pembayaran gaji pegawai
dan perkiraan penyusutan barang modal pemerintah. Perhitungan
konsumsi pemerintah dilakukan dengan menggunakan data k_euangan
- pemerintah daerah yang meliputi pengeluaran rutiﬁ untuk belanja
pegawai, belanja barang, belanja perjalanén dinas, belanja pemeliharaan,

belanja rutin lain-lain seperti belanja pensiun dan subsidi.

f. Kebijakan Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi

Kebilakan fiskal berarti penggunaan pajak, pinjaman masyarakat
pengeluaran masyarakat oleh pemerintah untuk tujuan “ stabilisasi atau

pembangunan”. Penggunaan kebijaksanaan fiskal dengan tujuan untuk
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m'engga'ia‘kkan _pen_jba:hgufian ekonomi merhpakan Kebijaksanaan yang_'

- baru. tampil akhir-akhir ini. Kebijaksanaan fiskal memainkan peranan.

dinamis di negara-negara terkebelakang. Sebenarnya penggunaan
secara. luas kebijaksanaan ﬁskét sangat diperiukan bagi pembangunan

ekonomi. - Dalam ungkapan Nurkse, kebijaksanaan fiskal di- negara

berkembang * memikul arti penting baru di dalam menghadapi problem -

-pembentukan modal” (Nurkse dalam Jhingan, 2000:143).

Nurkse memandang rasioc tabungan marginal negara, yaitu

kecendgafungan marginal rhena'bung, - sebagai penentu penting
péﬁumbhhan. Rasio tabungan marginal dapat ditingkatkan dengan
pengeluaran pemerintah dalam menciptakan overhead ekonomi dan
sosial, lembaga perkreditan dén perbankan dan di dalam mendirikan
industri-industri baru. Hal ini akan membantu menaikkan out put,
lapangan pekerjaan dan pendapatan negeri itu. Oleh karena. arus
tabungan sukarela'di_ dalam negara berkembang kecil, maka. untuk

menjebak tabungan waijib, perpajakan merupakan instrumen yang paling

bermanfaat. Kebijaksanaan fiskal juga memainkan peranan penting di

dalam rencana pembangunan negara berkembang. Di dalam
perencanaan, suatu keseimbangan harus dicapai baik dalam riil maupun

dalam arti uang.



[#8]
b2

q. ékébqr téfh;dép Periun’_ibulién Ei;onr;)mi

' SUmbe'_r—sU'mber'domestik, betapapun, perlu dileﬁgkapi dengén
sumber eksternal. Modal dapatlah di impor , baik secara langsung dalam
' bentuk_piﬁjéman dan bantuan -ataupun secara tidak langsung dengan
pembayaran impor melalui ekspor ( Jhingan ,2000: 52)

Délam perekonomian terbuka yang dianut oleh bangsa Indonesia, '
. di’_maqa_ tidak bisa térlepasd:ar_i ’pehgéruﬁ-pengaruh luar negeri terha_dap
perekononjiah- dalam neg-eri, Indonesia pada. umumnya dan Bali pada
kKhususnya, I_Tléningkatnya intensitas perdagangan antara negara-negara
di dunia akaﬁ- membawa dampak yang cukup besar dalam perturhbuhan
ekonomi di dalam negeri.

Bilamana suatu negara mengkhususkan pada produksi beberapa
barang tertentu sebagai akibat perdagangan Iuar negeri dan pembagian
kerja, ia dapat mengekspor komoditi yang ia produksi lebih murah itu
untuk dipertukarkan dengan apa yang dihasilkan negara lain dengan
biaya iebiﬁ rendah. Dari perdagangan luar negeri , maka negara
memperoleh keuntungan dan pendapatan nasional naik, yang pada
gilirannya menaikkan jumiah out put. Dan iéju pertumbuhan ekonomi.
Dengan tingkat out Aput yang lebih tinggi lingkaran setan kemiskinan dapat
dipatahkan dan pembangunan ekonomi dapat dkitingkatkan.

Negara berkembang biasanya memiliki pasar dofnestik yang

kecil. Pasar domestik yang kecil tidak mampu menyerap out put yang ada.
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- Ini menyebabkan -rend:éh—h'ya dorongan untuk I:-)_eriﬁve_stési.‘ ﬁ’a'sér yang
keéil jugé disebabkabh bléh rer;dahnyé pendéb’ata—n perkapita‘ dan daya
beli. Perdagangan internasional mem“gperluas pasaran dan merangsang
.inQestasi; pendapatan dan tabungah melalui élokas_i dan sumber

dayadengan lebih efisien. Tambahan lagi, ,beberapa negara berkembang

mengkhususkan diri pada satu dua komoditi bahan makanan. Jika

_dllakukan upaya ekspornya upaya- upaya [tu cenderung meluaskan'_ |

pasar. Sumber—sumber yang ada digunakan lebih produktlf dan alokasi

sumber-sumber menjadi lebih efisien berdasarkan fungsi-fungsi prod_uksi :

tertentu. Ini. seh'lua adalah- keuntungan langsung dari perdagangén Iﬁar
negeri yang dikemukakan oleh J.S. Mill {dalam Jhingan, 2000 :448).
‘Perdagangan luar negeri juga membantu mengalihkan sektor pangan
(subsisten) ke sektor uang kerena pasar bagi produk pertanian meningkat
dan pendapatan. serta standar kehidupan kaum tani meningkat. Initah
keuntungan langsung dari perdagangan international.

Dari tindakan untuk saling membuka pasar sebenarnya tidak

terletak pada perhitungan berapa pangsa pasar yang hilang dan berapa

pangsa yang diperoleh' pada suatu saat. Keuntungan liberalisasi
perdagangan terutama berupa peningkatan produktivitas dan efisiensi
yang mengalir dari proses dinamis pembukaan pasar itu, salah satu yang
manfaat yang diperoleh yaitu dalam membuka akses pasar ekspor yang

lebih luas memungkinkan dipetiknya efisiensi yang berasal dari kegiatan




produksi befskala besar 7(— ec@)n'éi"nies of scale ). Terkéit déﬁg—}aﬁ rﬁaﬁféét
in% libel;alisasi perdaga_ngéh qcend-erung 'ménéibfakan 'pusat;phéat-
produksi yang menjadi lokasi berbagai kégiatan industri yang saling
terkait dan saling menunjang satu sama lain éehingg_a ume.hur;unl_(an biaya% :
produksi mereka semua ( economies of aggl:omeration ).
| Seperti tel.ah‘ dijelaskan di muk:(a pertumbtihan ekonomii'
merl,_qoék'an proses kénaika'_n 'ouprt vperkag'aita délam jang_ka 'panjz_an_g, -
dalam definisi ini lebih ditékankan pa-da éspek - | ‘
1. Perekonomian berkembang dari waktu ke waktu
2. Kenaikan ‘output perk-apita karena kenaikar-\ pendapatan akan.
mengakibatkan peningkatan kesejahteraan perekonomian
masyarakat, agar pendapatan perkapita naikk maka.
pertumbuhan ekorjomi harus. lebih daripada kenaikan j'umlah
' penduduk.-
Aspek lainnya adalah pertumbuhan ekonomi harus berlangsung dalam
jangka panjang yaitu peningkatan pertumbuhan perkapita terus
berlangsung dalam jangka panjang, di mana dalam jangka waktu yang _
cukup panjang output perkapita mempunyai kecenderungan yang
meningkat dapat di_katakan terjadi pertumbuhan ekonomi, walau bisa saja
terfjadi pada satu tahu tertentu output perkapita menurun

( Boediono,1982: 1-2).



Berdasarkan uralan d| atas maka kajian dalam' penelltlan yang 7
mengambll kasus Kabupaten Tabanan Bali dengan varlabel -variabelnya :
'%pertumbuhan‘ Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten
Tabana_n ‘yanig dipengaruhi oleh investasi swasta (Ip), jumlah pénduddk
-‘(L),_investasi‘ pemerintah {Ig), pengeluaran konsumsi pemerintah (G) ,

fpenerimaan.daerah ( R) dan Ekspor Daerah (X).

2. Faktor-faktor yang mempengai'uhi Pertumbuhan Ekonomi sebagai
Input dalam proses Perumusan Kebijakan Publik di bidang Ekonomi

Menurut James E. Anderson ( dalam Islamy,1994:19) kebijakan
publik adalah kebijakan —kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan
pejabat-pejabat pemerintah. Implikasi dari pengertian kebijakan publik ini
adalah :1) kebijakan publik mempunyai suatu tujuan tertentu atau
mempunyai tindakan -tindakan vyang berorientasi pada tujuan;2)
kebijakan tersebut berisi tindakan- tinda.kan pejabat pemerintah; 3)
Kebijakan itu apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah; 4)
kebijakan publik itﬁ bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan
pemerintah yang mengenai suatu masalah tertentu , atau bersifat negatif
dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak
melakukan sesuatu; dan 5) kebijakan pemerintah setidak-tidaknya dalam
arti yang positif didasarkan kepada peraturan perundangan yang bersifat

memaksa (oforitatif). Kebijakan Publik menurut George C. Edwards I




“dan Ira S‘harje,anky ( dalé_m*ISIa?rhy,ﬂéQAri-w) adalah apa yang dinyatakan-

i dah dilakukan atau tidék"dilakukan oleh-pemeri'nt',ah. '

Senadé dengan pendapat James E. Anderson dan George

Edwards Iil serta Ira Shar-sahsky di atas_ménurut Thomas R. Dye, (dalam

Budi Winarno, 1989: 2), kebijakan publik adalah “ Whater governments
choose to doE or no to do * (apapun yang dipi!ih' pemerintah untuk -
" dilakukan atau__tidék dilékukan',).— Jika pemerintah memilin untuk

melakukan sesuatu, maka harus ada tuju:an;‘ dan kebijakan publik itu

‘harus meliputi semua tindakan pemerintah, b_ukan hanya mencerminkan
peMujudan keinginan péme_rintah atau pejébét pemerintah saja‘.‘ Dalam
penerapan kebijakan publik menurut Peter (dalam Fitriani, 2001:13 ),
kebijakan publik memiliki berbagai instrumen kebijakan yaitu ; 1) hukum;
2) pelayananfjasa; 3) dana; 4).pajak; 5) persuasi, yang digunakan bila
instrumen lain gagal mempengaruhi masyarakat.

Menyimpulkan berbagai macam pengertian mengénai kebijakan

publik di atas, Islamy (1994:21) berpendapat bahwa kebijakan publik

adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau .

tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau
berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.
Implikasi pengertian tersebut adalah : 1) Kebijakan publik bentuk
perdananya adalah penetapan tindakan-tindakan pemerintah ; 2)

kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tapi juga dilaksanakan



~ dalam bentuk nyata ; 3) "'setiap‘kebijakanf publik d'iland_asi maksud_ dan -

tujuan tertentu- ; 4) kebijakan publik pada hakekatnya bertujuan untuk
kepentingan seluruh masyarakat.

Dalam proses Kebijakan Publik yang terdiri dari lima tahap,
penulis menek_ankan pada formulasi Kebijakan {Policy Formulation ), di.

mana formulasi kebijakan ini secara potensial dépat membéri_

'sumbangan pada ' pencapaian nilai dan pemecahan masalah -

Kebijaksanaan (Dunn : 2001:51 ). Informasi yang tepat .dén dibuét
diformulasikan secara benar mengenai kondisi yang menimbulkan suatu |
masalah tertentu, pada dasérnyé mengandung identifikasi terh-ada:p
kemungkinan pemecahannya.

Dalam hal formulasi kebijakan publik untuk meningkatkan
pertumbuhan ekonomi di Kébupaten Ta_banan, Kabupaten Tabanan
memiliki wewenang uﬁtuk merumuékan dan .menetapkan besaran atau
angka-angka seperti pajak . untuk merangsang investasi swasta seperti:
memberi keringanan pajak. untuk industri yang baru lahir atau bahkan
memberi penundaan pajak ( Tax Holiday ), periumbuhan penduduk
dikendalikan dengan kondisi yang lebih kecil dari pertumbuhan ekonomi,
memberikan porsi yang besar terhadap pengeluaran pembangunan,
memperhatikan  konsumsi pemerintah agar dapat merangsang

pertumbuhan ekonomi-dan berada pada kondisi yang optimai .



- Dalam pembuata_n-suatu kebijakan publik di bidanglperiur_r_]buhar_l'
ekbnom‘i 'dipérluk-an analisis yang méndalarﬁ dari suatui k-ebijakan
tersebut.  Analisis kebijakan menurut Dunn (1998:43) adalah suatu.
laktivitas intelektual yang dilakukan dalém proses politik. Proses ini
divisualisasikan sebagai pembuatan kebijakan. _Prgses tersebut disebut
oleh ( Dunn, 1994:24) sebagai taﬁap penting dari_ke_bijékan publik .

" Tahapan tersebut sebagai berikut :

Penetapan Agenda Kebijjakan ( Agenda Setting)
Formulasi Kebijakan ( Policy Formulation)
Adopsi kebijakan ( Policy Adoption)

Implementasi Kebijakan ( Policy implementation)

m U o b >

Penitaian Kebijakan (policy Assessment)

Dalam setiap tahapan di atas selélu disertai déngan présedur
analisis kebijakan, yang dimulai dengan perumusan masalah, peramalan
(prediksi), rekomendasi (preskripsi), pemantauan serta evallasi.
Prosedur analisis ini digunakan untuk mengubah scientific information
menjadi poficy relevan information, hal tersebut dapat terlihat jelas pada

gambar 1.
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" Gambar 1. Prosedur Analisis Kebijakan Publik
Sumber : Dunn,1998

Lima tahapan dalam ilustrasi dari Gambar.1 ~dapat dijabarkan

menurut Dunn, 1988, berikut :

(1 ) Agenda Setlting
Dalam tahap ini, harus ditentukan apa yang menjadi masalah
publik yang perlu dipecahkan. Isu / masalah yang dihadapi oleh Daerah

memang luar biasa besarnya. Pemerintah Daerah misalnya harus
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berurusan dengan - mésalah _ pertumbuhan ekondmi; Vi{er.nisi(ir;narn[
kekurahgén péngan pertunibdha;n pénduduk yanhgl -‘pes-at, keamaﬁan :
dalam negeri, serta masalah-masalah dalém negeri yang mendesak -
lainnya. | |

Proses melalun mana isu-isu masuk ke dalam agenda pemerintah
7sebaga| masa!ah yang kemudlan apakah dlabaskan ataukah dipecahkan ;
oleh ‘m_asyarakat ‘atau pekmerlntah dapazt -menjelaskan-_ kebuak_sanaan
negara dan politik daur ke;bijaksanaar; yahg mereka anut. |

Dalam penelitian  ini yang menjadi fokus masalah untuk:
mempercepat pembahgunan adarlah penanganan di Eidapg ekonomi ,
yang mana pertumbuhan ekonomi menjadi motor penggerak dari
keadaan yang serba stagnasi, pertumbuhan di bidang ekonomi
diharapkan akan memberikanA imbas positif ke bidang lainnya seperti,

politik, sosial, hukum, keamanan dan lain-lainnya.

(2). Policy Formulation

Formulasi kebijakan publik adalah langkah yang paling: awal
dalam proses dalam proses Kebijakan Publik secara keseluruhan. Qleh
karenanya, apa yang terjadi pada fase ini akan sangat menentukan
berhasil tidaknya kebijakan publik yang dibuat itu pada masa yang akan
datang. Oleh sebab itulah perlu kehati-hatian yang lebih dari para

pembuat kebijakan ketika akan membuat formulasi kebijakan publik ini.
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- Yang harus d_ii‘nga_at pula adalah bahwa fof’mulasi_kebije;kan'_'p[iblik
- yang | 'bail; édaléh formulasi kebij‘aakah ‘. yang’r berorientasi: -pa-da
implementasi dan evaluasi. Sebab, sering kali para pengambil kebijakan
be_ranggapan bahwa formulasi kebijakan‘ p-ublik,yangAbaik itu adalah

sebuah uraian konseptual yang sarat dengan pesan-pesan yang ideal

dan normatif, namun tidak mem bumi. Padahal sesungguhnyé formulasi.
-kebijakan hpub’lik yahg, baik - itu- adalah sebu:a'h uraian _atasv kematangan -

pembacaan realitas sekaligus alternatif solusi yang feasible terhadap

realités tersebut.

Untuk lebih _jauh memahami bagaimana formul.asi kébijakan
publik itu dan siapa yang terlibat dalam formulasi kebijakan itu, dalam
penelitian ini digunakan pendekatan power approaches to policy making
yang ada dikenal secara umum di khalayak kebijakan publik Person
(dalam Fadilah Putra, 2001:50). ' | |

Pendekatan ini merupakan pendekatan kekuasaan yang akan

mempengaruhi dari formulasi kebijakan publik. Faktor-faktor kekuasaan

itu ada berbagai macam seperti kelas sosial, birokrasi, pendidikan ,

profesionalisme kekuatan modal dan sebagainya. Pendekatan yang
dipakai dalam penelitian ini berfokus pada technocracy ( Fadillah Putra ,
2001:51). -

Pandangan teknokratik dalam proses pembuatan kebijakan publik.

Dalam sebuah pengaturan sosial akan lebih baik jika didalamnya




térdapat eksplorasi ilmiah ya‘r‘lgi mendalam. Séjalah_dengan pandan.gan,
penulis bahwa kaum teknokrat Iéh‘ Qang séharusnya merumuskan |
kebijakan publik dengan kajian-kajian ilmiah, ini dilihat dari kenyataan
sekérang di mana faktor politis Igepentingan dari kaum elit dan kelompok-
kelompok tertentu itu saja yang merumuskan suatu kebijakan, dengan
mengabaikan kajian-kajian ilmiah yang nantinya berdgmpak pada masa
depan kebijakan itu sendiri, ,s‘u'déh saatn'_ya dalam hefuMuskan-kebijakan -
publik membutuhkan landasan-landasan yang sifatnya ilmiah.

Penulis lebih menekankan pada pandangan teknokratik dalam
merumuskan kebijakan publik. Dalam pandanga—n ini, seperti' sering
diungkapkan oleh Cournot, Saint Simon dan Comte (dalam Fadilah Putra
2001:53-54 ) mengatakan bahwa sebuah pengaturan sosial akan lebih
baik jika didalamnya terdapat eksplorasi i!miah_yang mendalam. Hal ini
diungkapkan berdasérkan keyakinan mereka bahwa bila terjadi kondisi
chaos dalam masyarakat, maka secara fundamental masyarakat
membutuhkan landasan-landasan yang sifatnya ilmiah.

Eksplorasi ilmiah yang dilakukan peneliti terhadap faktor-faktor
yang berpengaruh erat terhadap pertumbuhan ekonomi inilah yang akan
di tawarkan sebagai input dalam formulasi kebijakan yang selanjutnya
menjadi kebijakan publik.

Dalam penelitian ini faktor-faktor yang berpengaruh terhadap

pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai input dalam merumuskan



suatu  kebijakan pubtik;r— Fe:iktbr—faktdr yang diguna-kan' Sébégéi rir'ap'Ut
dalam fnerurriuskan perturhbﬁh_an ekonomﬁ .‘ialrah‘bénin—gkatan investasi
baik swasta maupun pemerintah, pajak yéng tidak membebani rakyat,
SDM yang memadai yang bisa diserap pada permintaén tenaga kerja, .
_pengeluaran pemerintah dan peningkatan v:olum_e ekspor.. |

Untuk men'dapatkan input rumusan jkebijakan yar;g komprehensif
_pen_utjé' terinspirasi dari"P'ETS -Anal'ysi':_s ( 7diku-tip da-]am; Bédjuri_ dan -
Yuwono, 2002:87-88),. i-ni secaré u}num menilai -dan mer?npertimba'ngkan
semua hal yang mempengaruhi sebﬁah rencana kebijakan. Semua faktor |
—faktor penting itLi kemudiah ditentukan faktorr dqterminah Qang
mempengaruhi keberhasilan sebuah kebijakan kemudian faktor-faktor itu
dianalisis, dikaji dan dinilai atau bahkan di beri bobot tertentu. Bobot
dalam arti urgénsi nya pe_ngaruhnya. terhadap keberhasilan sebuah
réncana-kebijakan. Dengan mélihat konteks keseimbangan kemudian
input-input itu dianalisis, dinilai dan di komparasi kan satu sama lainnya
untuk kemudian menghasilkan input-input kebijakan yang paling mungkin
dan ideal dilaksanakan.

Analysis PETS ( Analisis Politik, Ekonomi, Teknologi, Sosial ) ini
muncut = karena  kritik terhadap  kelemahan-kelemahan  dan
ketidakapabilitasnya pendekatan SWOT ( Strengths, Weaknesses,

Opportunities, Threats ) dan CBA ( Cost Benefit Analysis ). Kritik yang

paling tajam tertuju pada CBA analysis yang terlalu menimbang
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pendekatan '."éko_ﬁom_i dalam memahami sébu.ah‘rencéna fké‘k?ijgkain‘
pub‘lik. -Pehdekatan iniAmenyatakan'bahwa'tidak'.semua hal yahg-di hitung
‘untung ruginya secara ekonomis/kuantitatif. Lebih jauh lagi tidak semua
_ hal dapat dilihat, dan dimotivasi oleh‘sem'at'a mata motif ekonomi.
Investasi pendidikan, mungkin contoh betapa pendekatan ekonomi tidak
mampu secara tuntas menjelaskannya.

An’alysi‘s-PETS’ méngkaji secara mendalam ehpat _félftbr‘ besar
pokok terhadap sebuah proposal kebijakan publik, yaitu faktor -politik,-
ekonomi, teknologi d_an sosial. Keempat faktor pokok ini di fimbang dan
dikaji secara siﬁultan untuk kemudian menghasilkan rekohéndasi
keputusan yang mungkin dilakukan.

Analisis faktor politik, mengkaji dan méndalami input kebijakan
yang menguntungkan secara politik, analysis faktor ekonomi meminjam -
analysis CBA, mengkaji keuntungan dan kérugian yang ékan di hésil kan
jika sebuah proposal kebijakan publik diimplementasikan. Dengan
bantuan CBA maka analysis PETS akan melengkapi data lebih
komprehensif.

Analisis faktor teknologi, merupakan bentuk kemampuan model
ini untuk melihat feasibilities dalam implementasi kebijakan. Apakah alat
dan implementasi kebijakan tersedia dengan baik, apakah teknologi

murah dan gampang dikendalikan.
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Analysis’s f_a_ktqr sosial,” jugé ) menerapkan secara-.mendalam:
féktor—faktor sosial (social f;Oat35 abakah yang 'akan ditimbuikan déngan.
sebuah kebijakan publik. Faktor ini untuk menjawab kelemahan model
CBA analysis yaitu bahwa tidak semua hal dapat diukur secara Iek-onomi.'

7 Dampak_ pariwisata terhadap kerugian sosial, pengikisan nilai-nilai
kultural dan sebagainya.

Dalam imp_terhéntasi dit lapang_aﬁ penulis menjabarkan_lagi ke
empat faktor utama iersebut menjadi enam faktor vyaitu : Politik,
Ekonomi, Teknologi/ tekn:is, Sosial ditambah Administrasi dan Hukum.
Dari kriteria- kriteria ini akan dinilai dan diténtukan oleh stakeholder yang
ada di Kabupaten Tabanan, apakah input rumusan kebijakan ini layak

untuk dilaksanakan.

(3). Policy Adoption.

- Pada tahap ini, ditentukan pilihan-pilihan kebijakan melalui
dukungan stakeholder . Tahap ini ditentukén setelah melalui proses
rekomendasi, menurut Effendi (dalam Fitriani 2001:16 ), langkah
rekomendasi meliputi
a. Pengidentiﬁkasign alternatif-alternatif kebijakan yang dilakukan

pemerintah untuk merealisasikan masa depan yang diinginkan yang

merupakan langkah terbaik dalam upaya mencapai tujuan tertentu.
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; b . Penéidéntifikasian k.riferia—kritéria untuk menilai alter'natif-yahg akan di
' rekomiendasikan | |

c. Mengevaluasi alternatif-alternatif tersebut dengan menggunakan
kriteria- kriteria yéng relevan agar efek positif alternatif kebijakan
tersebut lebih besar dari efgk negatif yang akan.ditimbulkaﬁ.

Dalam adopsi kebijakan diperlukarj rekomendasi- untuk
merﬁbantu— rﬁe.ngeétirﬁaéi. tingkat resiko dan ke tidak pastian",- fnengenéi
ekternalitas dan akibat gandé, menentukan kriteria dalam pembuatan
pilthan, dan me'nentl:Jkan pertanggungjawaban  administratif  bagi
implementasi kebijakan. Rekomendasi yang dipakai acuan | dalam
penelitian ini adalah penelitian yang relevan yang telah ada. Penelitian
yang relevan dalam tulisan ini adalah pengaruh investasi terhadap
pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi,
pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi, pajak terhadap
pertumbﬁhan ekonomi pada tingkat Provinsi di Bali. Dari hasil penelitian
analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi
dan hasil-hasil penelitian sebelumnya maka dapat direkomendasivkan

suatu kebijakan.

(4). Policy Implementation
Implementasi adalah berkenaan dengan berbagai kegiatan yang

diarahkan untuk realisasi program, dalam hal ini administrator mengatur
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cara “Untuk_ ‘mengorganisir, mé’nginterpretasikarﬁ .dan .men_er_apkan
7kebijakan—,kébijakan yang ielah diseleksi. |

Berkenaan dengan kegiatan yang dilaksanakan perlu f{iranya

dipantau agar patuh dari kebijakan yang ditetapkan. Pemantauan ini .

dilaksanakan dalam ir_nplementasi kebijakan agar dapat mengetahui

hambatar}‘—hambatan_dan rintangan yang'di hédapi dalam implen;lentasi

“kebijakari dan menemukan letak pihék.-pihak Yang_ bertanggung jawab .

pada setiap tahap implementasi kebijakan.

{5). Po)icy Assessment

Pada tahap ini yang merupakan tahap terakhir dari tahap
pembuatan kebijakan publik , dilakukan penilaian apakah semua proses
implementasi sesuai dengan apa yang telah ditentul;an sebelumnya atau
tidak, pada tahap evaluasi d%terapkan. Evaluasi Rebijakan menurut
Wibawa etal. (1994:9-10) dilakukan untuk  mengetahui proses
pembuatan kebijakan, proses implementasi; konsekuensi kebijakan, dan
efektivitas dampak kebijakan.

Pengukuran evaluasi kebijakan secara umum mengacu pada
empat indikator pokpk yaitu indikator input, proses, outputs dan outcomes
( Brigman & Davis 2000, dalam Badjuri & Tegdh Yuwono, 2002:138).

Dalam penelitian ini pénulis memfokuskan pada indikator input

‘dengan penilaian apakah sumber daya pendukung dan bahan —bahan
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Adasarryang diperiukan untuk' melaksanakan ikébij_s’.etIr<ar_1. Indikator input ini
dapat meliputi sumber daya manuéia] Qang daﬁ infra étruktur pendukung
lainnya.

Selain pada proses t input kebijakan yahg dievaluasi, juga
dilakukan pada akhir waktu suatu ,k‘ebijakan, misainya satu tahun atau
lima tahun, pada saat kebijakan itu berakhir maka -dievaluasi -tujuannya
yaitu apakah kebijakan _itu- “sesuai jden'gan farg’et ‘yang -diharapkarjf
misalnya pertumbuhan ekonomi mencapai 5% atau terjadi
ketidaksesuaian dari target yang diterapkan, dan juga sejauh mana
masalah yang ditangani itu dapat dipecahkan . bari pemaparan di atas
maka penulis akan mengilustrasikan prosedur analisis kebijakan dengan

tipe-tipe pembuat kebijakan seperti dapat dilihat pada gambar 2.
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Gambar 2. : llustrasi di atas semua mengacu pada materi

kebijakan pertumbuhan Ekcnomi

Sumber - William N. Dunn, 1998 : 25 dan Fadilah Putra, 2001:53

B. Pembahasan penelitian yang relevan

Publik,

Surya Atméja, (2001:39) yang meneliti tentang * Pengaruh Sektor

Investasi Swasta, dan pertumbuhan penduduk terhadap

pertumbuhan regional Kabupaten/Kota di Povinsi Bali. Dalam




penei@tan‘hyé St
bérAgrand'a deng
adalah penyedia
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J}y&—n A_t’majé m.ménggun_akén n?ietode_ alét analisis i"eg_resi
an menggtinakan data panel, variabel yang digunakah
an tenaga keria ( Labor supply growth), investasi swasta,
erintah,; --revenué effort dan- \)ariabet pengéluaran
Hasil penelitian tersebut antara lain _disimpulkan bahwa
asi swést_a, pehgeluaran pembangunan' pemerintah,

A pemerintah, pajak signiﬁl;an"seéar;é statistik, sedangkan

- pertumbuhan penduduk tidak signifikan secara statistik- mempengaruhi

- pertumbuhan ekonomi. |

-Hakim

(2001) meneliti * Peranan Investasi Swasta, Investasi

Publik dan Pe}nduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi 26 Provinsi,

di Indonesia * Dalam penelitian Hakim yaitu Pengaruh Investasi Swasta

dan Pemerintah

tahun 1988 —

serta Jumlah Penduduk di 26 propinsi di Indonesia dari

1999 dengan menggunakan pertumbuhan Solow, yang

disimpulkan bahwa investasi swasta dan investasi publik berpengaruh

positif

terhada

p pertumbuhan ekonomi sementara pertumbuhan

penduduk berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Perbeda

yang akan dilak

, penelitian ini

an dari penelitian-penelitian di atas dengan penelitian
ukan penulis adalah variabel, lokasi dan data time series

menggunakan variabel tingkat pertumbuhan ékonomi

sebagai variabel terikat (dependent variable} dengan ruang lingkup

Kabupaten Tabqnan dari tahun 1990- 2001, investasi swasta, investasi
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peme'r.irjtah', peFtumb'uhan_'pen_durduk, konsumsi pemerintah, peneri-maa__n N
pem'erintaﬁ 'd'ar; ekspdr- daeréh sebagai variabel- bebés (independénf
variable).
‘Dengan model sebagai berikut :

GRW = F (PIY, Pop,GlY, GY, RY, XY )
di mana :

 GRW adalah laju pertumbuhan ekonorm pada waktu tertentu
dalam satuan persen (%).

PlY adalah rasio antara investasi swasta dengan PDRB dalam '
satuan persen (%).

Pop adalah laju pertumbuhan penduduk dalam satuan persen
{%).

GlY adalah rasio antara investasi pemerintah dengan PDRB
dalam satuan persen (%).

GY adalah rasio antara pengeluaran rutin pemeﬁntah dengan
PDRB dalam satuan (%). : .

RY adalah rasio antara penerimaan pemerintah dari pajak
terhadap PDRB dalam satuan persen (%).

XY adalah rasio volume Ekspor Daerah terhadap PDRB dalam

satuan persen (%).

Guna lebih memudahkan dalam pemahaman konsep penelitian
ni , maka studi faktor-fakior yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Tabanan dapat dilihat dalam kerangka berpikir seperti terlihat

pada Gambar 3 berikut. ini

(1 ‘gji;“im h«d?i
P -Paoinn e




Percepatan Pembangunan untuk mencapai
 Kesejahteraan Masyarakat

.

Subtantif Problem, di Bidang Ekonomi yaitu Rendahnya
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tabanan Bali

v

Situasi Problematis, Pertumbuhan FEkonomi rendah, baik
dalam Investasi- Swasta, Pertumbuhan Penduduk (penyedia
SDM ), lhvestasi Pemerintah, Pengeluaran Pemerintah, dan
Tingginya Pajak Daerah, serta rendahnya volume ekspor dengan
indikator : % Investasi Swasta (Rp.), % Penduduk ( Orang),%
Investasi Pemerintah (Rp.), % Pengeluaran Pemerintah (Rp.), %
pajak (Rp.), % Volume Ekspor, (Rp.)

!

Agenda Setfing : Perumusan Masalah ( Problem Structuring ),
Faktor — Faktor apa saja yang mempengaruhi rendahnya
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tabanan Bali

!

Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi
berdasarkan kajian teoritis dan menentukan skala prioritas faktor-
faktor penentu dalam data time series dua belas tahun

!
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Policy Formulation : Hasil dari faktor- Faktor dominan yang
berpengaruh erat terhadap Pertumbuhan Ekonomi ini digunakan
sebagal input dari pembuat kebijakan dalam merumuskan suatu
kebijakan yang akan dilaksanakan ( Manfaat dari mengetahui faktor-
faktor yang berpengaruh erat dapat digunakan sebagai masukan
dalam merumuskan kebijakan )

Gambar 3. Kerangka Berfikir Faktor-faktor yang mempengaruhi
Pertumbuhan Ekonomi sebagai input dari perumusan kebijakan
publik dalam bidang ekonomi di Kabupaten Tabanan Bali.
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o C.._H_ip(;tesfis E - - -

‘Hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah : .

1. " Peningkatan rasio investasi swasta terhadap PDRB (P1Y) akan diikuti
dengan - - penihgkatan- per'tumbuhan perekonomian iKabupaten
Tabanan’. |

2. *Peningkatan pertumbuhan  penduduk '(PoP) akan berpengaruh

. »signiﬂkan 'terhadab'pertqmbuhah ekonomi Kabupaten Tabénan” : _

3. “Peningkatan fasio invéstasi pemerintah terhadap PDRB (GIY) akan
diikuti denga'n pgningkatan pertumbuhan  perekonomian Kébupaten
Tabanan®.

4. "Peningkatan rasio konsumsi pemerintah terhadap PDRB (GY) akan
dilkuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Tabanan .

5. “Peningkatan rasio. pajak daerah terhadap PDRB (RY) akan diikuti
dehgan peningkatah pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tabanan
Bali

6. “Peningkatan volume Ekspor Daerah terhadap PDRB (XY) akan ditkuti

dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tabanan .
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- Model Geﬁmetriknya Sebagai Berr_ikut' -

Keterangan :

PDRB (GRW), Rasio Investasi swasta dengan PDRB tahun
sebelumnya (P1Y), Pertumbuhan penduduk (PoP), Rasio Investasi
pemerintah daerah dengan PDRB tahun sebelumnya (GlY), Rasio
pengeluaran konsumsi pemerintah dengan PDRB tahun sebelumnya
( GY ), Rasio Pajak daerah dengan PDRB tahun sebelumnya (RY ),
Rasio Ekspor dengan PDRB tahun sebelumnya (XY ).
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BABNI -~
METODE -PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian / Fenomena yang diamati

‘Rancangan yang akan .digunakan untuk menjawab pertanyaan-
pertanyaan peneliti dalam rangka mengungkap fenomena sosial tertentu
yéitu_: |

Pendekatan Time Series merupakan penelitian antar waktu yang

mana dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui fakior—faktor yang |

berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekohorﬁi Kabupaten
Tabanan kurun waktu 1990-2001. Penelitian dimaksudkan untuk
mengeksplanasi dan klarifikasi mengenai suatu phenomena atau
kenyataan sosial (Singarimbun dan Effendi, 1989:9).. Unit analisisnya
adala\h data PDRB ( dependent varabel), investasi swasta,
pertumbuhan penduduk, investasi pemerintah, konsumsi pemerintah |,
penerimaaﬁ pemerintah , ekspor daerah (independent Variabel) kurun

waktu 1890-2001.

Selanjutnya untuk mengkaji dan merumuskan alternatif kebijakan

dari faktor-faktor dominan yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi
digunakan Pendekatan PETS Analysis, penyelidikan ini tertuju pada input
rumusan pertumbubhan ekonomi di Kabupaten Tabanan. Teknik

Pendekatan ini menyatakan bahwa tidak semua hal yang di hitung
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Lﬁhtun’g ruginya secaraekonomis?kuantitatif.-L'ebihfjél",ih Fagi- tidak-semua
A hél-dapat dilibat, dan dimotivasi oleﬁ semata maté motif ekonomi. Dalarﬁ '
penelitian ini adapun faktor penentu yang telah diperoleh déri hésil
perhitungan statistik selanjﬁtnya’. akan dievaluasi - lagi dengan. para -
stakeholder sebagai nara sumber, guna mendapatkan input rumusan
~ kebijakan yang komprehensif, tepat dan_ dépat dilak:’sanakanj dalam

" peningKatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten ']'_abanah Bali -

. Ruang L_ingkupl Fokus Penelitian

' Cakupan penelitian  ini menégunakan .variabel tingkat
pertumbuhan ekonomi sebagai variabel terikat (dependent variabel)
dengan ruang lingkup Kabupaten Tabanan Bali dari tahun 1990- 2001
adalah, investasi swasta, pertumbuhan penduduk,_investasi pemerintah,
konsumsi pemerintah, peneriméan pemerinfah, ekspdr daerah sebagai

variabel bebas (independent variabel).

. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di Kabupaten Tabanan Bali. Secara
administratif, Kabupaten Tabanan Bali terdiri dari delapan Kecamatan,
dengan jumlah penduduk 382.877 jiwa. Secara geografis Kabupaten

Tabanan Bali terbagi dua bagian yaitu : Tabanan utara dengan dataran
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' tihggi_d;an kyrang :Ia‘hdé_i'_dan ;I'et_j‘anen {S'el'a_tan den'gan fdatarenv rendah
-yeng Iandai. L | |
Penelitian dilakukan di Kantor Bappeda untuk mendapatkan data
PDRB investasi .swasta, Kantor Biro pusat’ Statistk ( BPS ) untuk
_ mendabatkan data pertumbuhan penduduk, Dinas _Perdagangan untuk
_depat Emendapatkart:' data ekspo;r, “dan Sekretariat Daerah _untuk
' mendanatkan data inde_stas;i_ pemerintah _pendeluaran :rufih den-Diebenda
7 untuk mendapatkan denerimaan daerah dari pajak. |
| Alasan pemilihan lokasi peneli@ien ini karena data yang diperlukan
untuk menganalis-a _pertumbuhan‘ ekonemi di Kabupaten Tabana-n‘berada
pada instansi-instansi tersebut. Hasil dari penelitian ini diharapkan secara
langsung menjadi salah satu sumbangan pemikiran dari- penulis dalam

hal formulasi kebijakan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tabanan.

D. Variabel Penelitian/ Fenomena yang diamati

1. Klasifikasi Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak

enam variabel bebas (independent variable ) dan satu variabel tak
bebas (dependent variable ). Pilihan terhadap enam variabel bebas
didasarkan dengan | melihat variabel yang dominan terhadap
pertumbuhan ekonomi, namun dengan prinsip dapat mewakili sektor

publik dalam pertumbuhan ekonomi. Variabel sektor publik yang
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dimaksud. adalah investasi . peémerintah, pengeluaran konsumsi

pemerintah dan pen'dapaian daerah , serta sesuai- dengan tujuan

penelitian yang digunakan.

Definisi Konsep

Variabel yang akan dianalisis meliputi variabel-variabel yang

dipilih dengén pengeﬁian’ dasar atau ‘konsep operasi_@ha! sebagai

berikut :

a.

PDRB, adalah jumlah produk barang dan jasa yang dihasilkan
oleh berbagai unit produksi éalam suatu daerah dalam'jang.ka
waktu tertentu. |

investasi swasta, adalah investasi yang dilakukan oleh
masyarakat dan swasta melalui penanaman modal.

Penduduk, adalah seluruh jumlah penduduk dalam suatu daerah

 pada tahun tertentu.

investasi pemerintah daerah, adalah pengeluaran pemerintah di
mana pemeriniah tidak secara langsung menerima balas jasanya
melainkan diterima pada jangka waktu yang mendatang .

Pengeiuaran konsumsi  pemerintah, adalah  peningkatan
pengeluaran pemerintah di mana pemeri_ntah secara langsung

menerima balas jasanya.
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.,: : f. -.Pajakf_d_g‘eraﬁ, adal-ah -uang atau daya beli yang disérahk_a_h t_)Ieh’
‘masyarakat kepadé _pefnerintaﬁ di maha penyeraﬁan uang atau-' i
daya beli tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa yang
langsung.

g. Ekspor,'adalah penjualan b_arang'ke luar negeri, yang dinyatakan

dengan nilai rupiah pada tahun tertentu .

3. bperasional Variabel
~a. Dalam penelitiah ini PDRB yang digunakan adalah PDRB |
Kabupaten Tabanan berdasarkan harga konstan dari tahun 1990 -

2001.

b. Realisasi investasi yang dilakukan oleh masyarakat dan swasta
melalui penanaman modal dalam bentuk pembentukan modal
domestik bruto, dinyatakan dalam satuan nilai rupiah, dengan nilai
konstan tahun 1990 - 2001.

¢. Seluruh penduduk datam berbagai tingkat umur yang dinyatakan
dalam satuan orang tahun 1990 - 2001.

d. Realisasi pengeluaran pembangunan yang tercantum dalam
APBD Kabupaten Tabanan, dinyatakan dalam satuan nilai rupiah

dalam harga konstan tahun 1990 - 2001.
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e. Realisasi pengeluaran . rutin- yahg tercantum dalam APBD"‘"

Kabupaten-Tabanén, dihyatakan dala}n_sétuan 'nilai rgpiah, délém
. nilai konstan taﬁun 1860 - 2001. :

f. Realisasi penerirhaan ‘pajak daerah dari pajak 'pendapétan, pajak -
kekayaan,_ pajak warisan, pajak penjualan yang dinyétakan dala_m
rupiah dengan har_ga kon'sta‘n _yang terhimpun aa!am PAD i
Kabupaten Tabanan tahun_ 1990 -"20(3?.' “ - o

g. Realisasi penjualan bafang ke Iu-ar negeri (—ekspor ) Kabupaten
Tabanan yang dinyatakan dengan satuan nilai rupiah tahun 1990 - |

2001,

E. Jenis dan Sumber Data
Jenis Data dan Sumber Data
1. Jenis data yang‘ digunakan édalah déta sekunder yaitu data
PDRB, investasi swasta, jumlah penduduk, investasi pemerintah,
pengeluaran rutin pemerintah, pajak daerah dan ekspor barang ,
yang mana sumber data sekunder diperoleh dari instansi-
instansi pemerintah seperti Bappeda , Kantor Biro Pusat
Statistik (‘BPS ) , Dinas Perdagangan dan Sekretariat Daerah
Kabupaten Tabanan.
2. Data primer hasil wawancara dengan para stakeholder

( Sekretaris Daerah Kab. Tabanan, Ketua Bappeda, Kadis
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- . .- Pefdapatan Daerah, Kadis Periﬁdé’g,-Kabag Keuangan ), guia .~
'_.mém'peroleh masukan dalam merumuskan kébijakan yang layak
~ dan dapat dilaksanakan di bidang pertumbuhan ekonomi di

Kabupateh Tabanan.

F: fnstrumen Pene!iﬁén f o

' Pengdmputan‘ déta_ d-enmga'n i_ Teiaaﬁ_ .dolfu_mént_as'i 'daﬁ -instans_;i o
terkaif yar‘19 -,me-njadi sumbér- data. $epeni Telaah data PDRB ‘yang
dihimpun dari Ka-ntor Bappeda Kabupaten Tabanan , qéta Pengeluaran |

" Rutin dan Pembangunan dihimp;un‘ dari Sekfefariaf Daerah, data
pendapat asli daerah yang diperoleh dari penarikan pajak dihimpun dari
Dinas Pendapatan Daerah, data volume ekspor yang diperoleh dari
Dinas Perdagangan serta data jumlah penduduk yang diperoleh dari BPS.

' Datadata ini telah dipublikasikan dan telah banyak peneliti
menggunakan data-data yang bersumber dari instansi-instansi di étas,
sehingga reabilitas dan validitas data bisa diandalkan. |

Sedangkan untuk- memperoleh data primernya digunakan_
pedoman wawancara. Dengan pedoman wawancara ini diharapkan dapat

mendapatkan keterangan yang akurat dari subyek penelitian.
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| G. Obyek Kajian o

Dalam penelitian time series I.antair \N-aktur peneliti kesulitan untuk
meneliti semua yang ada pada rentang wakiu tersebut, karena
keterbatasan wakiu, kemampuan dan biaya, maka digunakan teknik
péramalan. Metode time series mempunyai asumsi dasar bahwa

beberapa faktor yang telah mempengaruhi pola dari -sekelompok data

pada saat ini dan pada masa 'yéhg lalu ékan’ berpéngéruh-juga,— dengan A

kurang lebih sama, pada masa yang akan datang (Abdul hakim : 2001:
312). |

Cara pengambilan sampel penelitian iﬁi ‘adalah dengan
menggunakan non-probability sampling yaitu purposive sampling
( Sugiyono, 1989:63 ) adalah teknik pengambilan sampel yang dipilih
secara cermat dengan fime series dua belas tahun ( 1990 — 2001 ),
sehingga relevan dengan desain penelitian. Dalam penelitian ini data
yang diperilukan adalah data PDRB, investasi swasta, investasi
pemerintah, jumiah penduduk, pengeluaran rutin pemerintah, pajak

daerah dan volume ekspor .

H. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan Data menurut Nazir (1988:15) adalah suatu
rangkaian penelitian melalui prosedur sistematik dan standar untuk

memperoleh data yang diperiukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini
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'- fuﬁtkam-éﬁghimpL‘Jh “data yang ‘C?ipe_r{Ukaﬁ -per{u[is menggunakan teknik
- Vpengumpuléh déta‘s'e_:kuhder dan data primér. _ |

Adapun: data sekunder diperoleh dengan cara penelaahan

giokumen s_epérﬁ . - PDRB, investasi 'swasta, jumléh penduduk,

péngeluaran pembangunan dan_ pembangunan rutin, pajak daerah dan

.\:‘Iol_ume ekspor;, _Bali dalam angka 2000, Quku-buku yang berkaitan

i deingah_ -pepelitian! makaléh-maka:lah; tuiisénlilmiah‘dan berb_agai hasil

;j)ene'litian yang :beikaitan dengan penelitian ini. |
Data pri‘mgrhya diperoleh dengan cara melalui wawancara yang
.mendalam (fn;d;epi‘.h interview) langsung dengan stakeholder yang'terlibat

dalam perumusan kebijakan pertumbuhan ekonomi.

. Teknik Analisis Data

1. Analisis Regresi Berganda

Regresi Berganda, regresi ini merupakan teknik statistik yang secara’

simultan meneliti pengaruh dari dua atau lébin variabel independen

terhadap satu variabel dependen. Dalam penelitian ini ingin- menguji

pengaruh secara parsial dan simultén variabel independen yaitu :
Investasi swasta, pertumbuhan penduduk, pengeluaran
pembangunan, pengeluaran rutin, pajak dan ekspor terhadap

pertumbuhan ekonomi .
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- .~ Model yang digunakan dalam analisis ini adalah : -
-GRW = F (PIY, PoP, GIY,GY, RY, XY)

Di mana :

Rasio Investasi swasta terhadap PDRB (PIY), dihitung dengan membagi
jumlah investasi swasta dengan jumlah PDRB f[ahun sébe]uhnya.
Investasi_swasta

PIY = X100 % oo (31)
PDRB (-1) -

Di mana investaéi swasta diproksi dengan pembentﬁkan moda'l- tetap
domestik bruto. Pertumbuhan penduduk (Pop) dihitung dengan rumus
sebagai berikut ( Suseno,1990, 36-42 ).

Pop (1) — Pop

Pop = x100% ... e ... (3.2)
Pop (t-1)

Pertumbuhan penduduk adalah jumlah penduduk tahun t dikurangi jumlah
penduduk pada tahun sebelumnya dibagi dengaﬁ jumlah penduduk tahun
sebelumnya. Rasio Investasi pemerintah terhadap Produk domestik
regional Bruto  ( GIY), dihitung dengan membagi investasi pemerintah
dengan PDRB tahun sebelumnya.

Investasi Pemerintah

GIY = X100 % veoeeeeeieeere . (3.3)
PDRB (t-1)
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Investasi pemenntah dlprok3| dengan Jumlah reaitsaSI pe-mbanglurnan )
Kabupaten Tabanan di bagl dengan 'PDRB tahun sebelumnya Rasio
Konsumsi pemerintah terhadap PDRB (GY), dihitung dengan membag|
penenmaan pajak daerah dengan PDRB tahun sebelumnya

Konsumsi Pemerintah ._ o :
GIY-‘- . >c100%......f..t..:......... ...(3.5)

PDRB (t-1) . - .
_ Ra31o penenmaan pemenntah terhadap PDRB (RY) d[hltung dengan_

membagi penerimaan pajak daerah dengan PDRB tahun sebelumnya.

. Pajak : - .
RY = X100% ... ettt enns (3.6)
PDRB (t-1) ‘

Rasio ekspor daerah terhadap PDRB (XY), dihitung dengan membagi
penerimaan ekspor daerah dengan PDRB tahun sebelumnya.
Eképor

XY = X100 % oo B.7)
"PDRB (t-1) -

Model bertumbuhan untuk mengukur laju pertumbuhan PDRB sebagai
berikut :
PDRB(t) — PDRB(t-1)

GRW = X100 % cevvvveeereerennnn 3.8)
PDRB (t-1)
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adalah laju pertumbuhan PDRB

PDRB (t) adalah Produk Domestik Regional Bruto tahun t

PDRB (t-1) adalah Produk Domestik Regional Bruto tahun

sebelumnya

Dengan persamaannya regresi linier berganda sebagai berikut

(Abdul Hakim, 2001: 267) :

Y=Bo+;ﬁx1+Bx2+[3xa+[3x4+[3x5+ﬁxs+ [ (3.9)

Kéterangan X

Y adalah pertumbuhan PDRB riil dalam satuan (%) |

X adalah rasio antara investasi swasta dengan PRDB riil
tahun sebelumnya

X2 Pertumbuhan penduduk

X3 adalah rasio antara investasi pemerintah dengan PRDB
_riil tahun sebelumnya

X adalah rasio antara konsumsi pemerintah dengan PRDB
rifl tahun sebelumnya

Xs adalah rasio antara penerimaan pemerintah dari pajak
daerah dengan PRDB riil tahun sebelumnya

Xs adalah rasio volume ekspor daerah dengan PDRB tahun

riil tahun sebelumnya
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7' BO’IB}.'- Bng ,B{, le,.:B; adglah r{ne_rppak:én koéﬁsien regresi yang
B a—kan di tafsir: ' | |
i adalah error term.
- H;casil regresi dari: rﬁodel di atas, setan_ji]tny‘a diu}i secara statfstik
meliputi uji signifikansi parsial, Uji signifikansi secara bersama sama

dan uji koefisien Determiinasi.

" Uji signifikansi -_parsialr._lf)ilakukan dengan cara membandingkan.
- p- value dengan derajat kesalahan () = 5%

- Dan Hipotesis yang digunakan adalah

Ho:bo=0,b1=0,b2=0,b3=0,b4=0,b5=0, b6=0-

Hi:bo>0,b1>0,b2>0,b3>0,b4>0,b5>0,b6>0

‘Ui Signifikansi bersama-sama. Dilakukan dengan
membandingkan p-value atau probabilitas (F-statistik) dengan derajat
kesalahan (o) = 5% |

Uji koeﬁsién det_erminaéi (Rz). Menunjukkan seberapa besar
proporsi variabel-variabel bebas mampu rhenjelaskan variasi variabel

tak bebas.

2. PETS Analysis .

Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan pendekatan

PETS Analysis ( Political, Economic, Technological, and ‘Social
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- Analysis ) yang dimodifikasi unﬂjk m"enjawéb pertanyaan bagaimana
mendapatkan 'alternétif' forfnulaéi kebijakan, tepat dan dapat
dilaksanakan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Metode ini
mengacu pada kriteria standar dan disamakan equivalent a.ltematIVe
method ( Effendi dalam Fitriani, 2001: 44), kemudian dilakukan
scoring. Faktor- faktor dominan yang memiliki skor tertinggi a_kan dipilih
dan dirékomendééikan seb;jagai input APoI}'cy‘Formulaﬁon )

Dalam menilai perumusan kebijakan ini penulis mendapat
informasi dari para informan di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Tabanan, informasi yang diperoleh.dvi beri bobot dan di skor, skala.
yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert ( Cooper dan
Emory, 1999:194) yang dimodifikasi. Untuk penilaian perumusan
kebijakan publik pertumbuhan ekonomi ini, nilai skor yang digunakan

sebagai berikut :

Nilai skor 1 = Tidak dapat diterapkan
Nilai skor 2 = Kurang dapat diterapkan
Nilai skor 3 = Cukup dapat diterapkan
Nilai skor 4 = Dapat diterapkan

Nilai skor yang diperoleh ini nanti menunjukkan apakah
rumusan kebijakan, dapat diterapkan atau tidak dapat diterapkan

dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tabanan Bali.
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- Kriteria-kriteria yang digunakan ujntijk mehyeleksi dari faki_ori :
faktor dominan-dalam upaya mendapat’.fdrmulasi kebijakén yang tepat -

dan dapat dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Ekop_omis‘-dan ﬁhansial, _yaitu menyangkut kéuntungan' Vda:ri
segi | ekonom_i kalau _rufnusan kebijakanf peningkata;n_

- -per_tumbut%ah ekonomi itu dite;r_abkén.» ' L

2. Teknis, menyangkut pertimbangan apai(ah' rumusaﬁ -kebijakazn
dari peningkatan pertumbuhan' ekonomi tersebut mungklln.
dilaksanakan di Iapar.lgan. secara tekﬁis. |

3. Administrasi, yaitu apakah rumusan kebijakan pertumbuhan
ekonomi tersebut dapat dilaksanakan sesuai tujuan,
perencanaan, prosedur dan atura_n yang ditetapkan.

4. Hukum / Legalitas, yaitu épakah alfernatif rumusan kebijakan
terpilih - tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang
berlaku dan mendapat ‘legitimasi dari berbagai pihak.

5. Sosial, yaitu apakah rumusan kebijakan terpilih tidak akan
menimbulkan beban sosial terhadap masyarakat.

6. Politis, menyangkut dukungan masyarakat secara politis
terhadap rumusan kebijakan yang akan dilaksanakan

nantinya.
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Alasan -pénuli_s me;na_kai kriteria-kriteria di atas adalah karena -
rumusah pértumbuhan ekonomi bukan hanya disebabkan oleh faktor

ekonomi semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek lain seperti :

'huikum, politik, administrasi, sosial dan lain sebagainya. Oleh karena

itu pembobotan kriteria diberikan pembobotarﬁ yang sama.
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BAB lV

HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN HASIL PENEL]TIAN

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

Geograf IS dan Admwstrasn

dengan

Secara geograﬁs Kabupaten Tabanan tertetak antara 8° 14 30" -

-8° 30’ 07~ Llntang Selatan dan 114° 54 52” 115° 12’ 57” Bujur Tlmur

Ibukota nya adalah Kota Tabanan Secara adm:ntstratlf

Kabupaten Tabanan berbatasan dengan :

Sebelah Utara
Sebelah Timur
Sebelah Barat -

Sebelah Selatan

Kabupaten Buleleng
Kabupafen Badung
Kabupaten Jembrana

Samudera Hindia

“Luas keseluruhan wilayah Kabupaten Tabanan 83,933 Ha atau sekitar

14,90 % dari daratan Pulau Bali (55.632,85 Km?) dan terbagi atas 8

wilayah kecamatan, 113 Desa/ Kelurahan, 729 Dusun/ lingkungan.

Lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 4.10 tentang Jumlah dan Luas

Wilayah Kecamatan di Kabupaten Tabanan.




) Tabel 4.10. ' :
Jumlah dan Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Tabana
Luas Jumiah | Jumlah
Kecamatan Wilayah Jgrgéaah JS':;E‘: Ju;r; l}ah JErTIih Desa Banjar
(Ha) : gK. Adat Adat
1. Selemadeg 22.689 23 190 . - 103 190
2. Kerambitan '4.239 14 67 1 6 24.. 73
3. Tabanan 5,140 5 40 (5] 34 10 74
4. Kediri 5,360 12 63 3 26 21 89
5. Marga 4479 12 64 - - 27 63
6.. Baturiti 9.917 12 60 - - 50 -
7. Pencbel 14.198 15 125 - - 67 125
8. Pupuan " 14.802 10 54 - - 24 54
Jurnlah 83.993 103 663 10 66 - 326 " | 810

Sumber : Bappeda Kabupaten Tabanan, 2000

Topografi

Topografi Kabupaten Tabanan memiliki dua karakteristik yang

berbeda, yaitu sebelah utara merupakan daerah yang bergelombang,

sedangkan daerah selatan relatif datar wilayahnya berada pada

ketinggian 0 — 2.276 m. Penggunaan lahan saat ini di Kabupaten

Tabanan memperlihatkan bahwa sebagian besar masih merupakan

wilayah yang didominasi areal tidak terbangun berupa areal pertanian.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.11.
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: -t o Tabel 4. 11. : - N
Pembagian Wilayah Menurut Keadaan Topologi di Kabupaten Tabanan -
v%ﬁ;;‘:; Kem(l‘; r)'ngan Kggrlr_g(?;a]\n Penggunaan Lahan Penyebaran
1. Datar 0-3- <5 . Perianian Daerah - pantai,
tanaman pangan dataran alluvial
. Pemukiman,
: dil. :
2. Berombak 3-12 5-30 . Padi sawah | Kec. Tabanan, Kediri,
- ' ] Marga & Kerambitan
3. Berbukit - 12 - 40 30-50 . Kopi, Kec. Selemadeg,
_ cengkeh, coklat, | Baturitt & Penebel
. - . - kelapa, dil. N
I >40 > 50 . Tanaman Kec. " Pupuan,

4. Bergabung

perkebunan dan
hutan  ~ :

Selemadeg & Baturiti

3.

Jenis Tanah

Sumber ;. Bappeda Kabupaten Tabanan, 2000

Secara ulem keadaan tanah di Kabupaten Tabanan dengan

mengacu pada data tanah dari laporan Tinjau { An Expianatory Text to

the Reconnaissance Soil Map of Bali, 1970), yang diterbitkan oleh

Lembaga Penelitian Tanah Bogor, dijumpai lima jenis tanah utama -

a. Regosol Coklat Kekelabuan

Tanah ini terbentuk dari dua dahan induk yaitu Marin yang terdapat

di sepanjang pantai dan dari bahan induk gunurng berapi intermedier

yvang terdapat di Kecamatan Pupuan.

b. Regosol Kelabu

Tanah ini terbentuk dari dua bahan induk abu vuikanik intermedier,

fisiografi vulkanik, bentuk wilayah bergunung, kedalaman tanah
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" dalam sedang dén d_rai-n‘ésé égék cepat. Je;nis_ _tanah_ ini terdapat di-
L déeréh pegﬁnungéh-di-l—(ecam.atan Pupuan, Penebel dan Baturiti.
c. Andosol Cé)klat Keabuan
. Tanah ini térbentu_k dari abu?dan tuf vulkanik intermedier, drainase
tanah baik, menempati pﬁnggung/ puncak-puncak berapi terdapat di |
Kabupated Tabanan _baéian Utara.
" d. Latosol Cokl_at K-ekunin.gan_-
| Ta;nah ini hahpir ménddminasi seluruh Kabupaten Tabanan,
ménempati fisiografi dataran vulkanik, dan lereng bawah/ tengah
-tanah terbentuk dariﬁ bahan ifﬁduk abu déh tufa vulkan intermedier,
drainase baik — agak -terhambét.
e. Litosol
Tanah ini merupakan asosiasi dengan Litosol coklat menempati
— fisiografi Vulkan. Kedalaman tanah dangkal sampai sedang (25 — 50

cm). Drainase agak cepat sampai baik.

Iklim

Wilayah Kabupaten Tabanan beriklim laut tropis, suhu rata-rata
mencapai 27° C dengan suhu terendah 24° C dan suhu tertinggi 30° C.
Sedangkan kelembaban udara berkisar antara 74 — 77%. Curah hujan

tahunan rata-rata berkisar antara 2.155 — 3.292 mm.
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5. . Pola Pen‘ggunaanTaﬁah
| ,‘ Pola penggunaan léhén} ténah di Kabu;ﬁateﬁ Tébanén: pada "~
tahun 1997 dapat dirinci sebagai berikut
a. Pérmu_kiman_ |
Permuk_iman yang dimaksud adalah keseluruhan sumberdaya Iah;can
terbangun secara fisik yang d_iglﬁnakah untuk perurﬁahan pendudljk, _
, _j?’sa 'perdagan'gari,r ‘jasa pemerintér_uan,‘ :jas'ai .pe:andidikar? dan -
sebagai-nya. Pada“ akhir t&;hUI:l 1997 tercététS.ZStha,' atau 6,23 %
dari total luas Kabupaten fabanan. Penyebaran nya cenderung_"
berkembang péda lahan yéng relatif subur dan détar, |
b. Sawah
SaWah yang dimaksud‘adalah budidaya tanaman padi dan atau
tanaman pangan semusim Ia‘innya dengan dicirikan adénya
pemanfaatan air irigasi. Pada akhir tahun 1997 Kabupaten Tabanan
mempunyai luas sawah seluas 23.836 Ha (28,39% dari iuas
Kabupaten Tabanan) yang tersebar di Kecamatan Selemadég selués
6.063 Ha (25,39%), Kecamatan Penebel 18,59%, Kecamatan Ke'diri_
13,10%, Kecamatan Kerambitan 10,94%, Kecamatan Marga 9,89%,
Kecamatan Tabanan 8,96%, Kecamatan Baturiti 8,19% dan

Kecamatan Pupuan 4,93%.
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c. Pertanian Lahan Kering:'
Pertanian lahan kering adalah lahan yang digunakan untuk budidaya
tanaman pangan semusim dan-atau tanaman tahunan yang dicirikan
dalam pengelolaannya relatif tidak mer;nerlukan irigasi seperti séwah.
Termasuk ke dalam golongan ini adalah tegalan, kebun sayur,
tanaman pekarangan dan kebun campuran. Luas lahan kering ini
. adalah 12.276 Ha (14,55% dari total luas Kabupaten Tabanan).
d. Perkebuhan.
| Perkebunan yang dimaksud ' adalah keseluruhan lahan yang
dibudidayékan untuk tanaman perkébunan rakyat maupun oleh
perusahaan {pemerintah/ swasta) berupa perkebunan besar. Pada
akhir tahun 1997 tercatat seluas 24.682 Ha (29,4% dari luas
kabupaten) yang terdiri dari lahan perkebunan Perusahaan Daerah
Dharma Santika dan perkebunan rakyat.
e. Perikanan
Perikanan  adalah keseluruhan lahan yang secara jelas
dibudidayakan untuk perikanan, baik berupa tambak maupun kolam.
air tawar. Luas lahan yang dipergunakan adalah 33 Ha (0,04% dari
luas Kabupaten).
f. Areal Berhutan
Areal Berhutan yang dimaksud adalah keseluruhan lahan yang

ditumbuhi oleh tanaman hutan, baik terletak di kawasan hutan
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“maupun di luar kawaSah hutan..tuas-ﬁai're@l Berhutan di Kabupaten

Tabanan adaiah seluas 13-.734'Ha_ ('16,-36% dari luas kébﬁpatén)

yang terdiri dari hutan negara 10.159,95 Ha dan hutan rakyat 3.574

Ha. |
Q. _Lain-lain _

Keseluruhan lahan yang terdiri dar_i jalan, sungai, kanal, saluran

irigasi, kuburﬁan dan ia'h'an yangutela'h disebutkan. Isada akhir tah@;h

1997 tercatat seluas 4.142 Ha (4,93% dari luas kabupaten).

Jaringan Transportasi/ Perhubungan
Jaringan transportasi yang ada di Kabupaten Tabanan adalah
transportasi darat yang menggunakan jaringan jalan. Jaringan jalan

yang ada di Kabupaten Tabanan terdiri dari Jalan Nasional sepanjang

71,84 Km. Jalan Propinsi sepanjang 112,74 Km dan Jalan Kabupaten

sepanjang 568,55 Km. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.

12




. o Tabelddt2. - .
Panjang Jalan Menurut Status, Jenis Permukaan.dan Kondisi Jalan
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No

Panjang Jfa'ian (Km)

-Jumiah

. Uraian _Negara | Propinsi | Kabupaten
1 Jenis Permukaan ‘ . ,
a. Aspal 71,84 112,74 4378 622,38
b. Kerikil ' 1,6 1,6
c..Tanah. 128,35 | . |28,35
| d. Tidak dirinci. 100,8 100,8
2 Kondisi Jalan . o T ’
a.Baik 44,28 76,35 - | 197,75 . |318,38
b. Sedang 112,86 | 24,09 1575 = 194 45
c. Rusak 14,7 12,3 117415 . 201,15
d. Rusak Berat 139,15 39,15
Panjang Jalan (Km) 71,84 112,74 568,55 753,13 .

Sumber : Tabanan Dalam Angka, 1999 -

Sarana transportasi berupa kendaraan bermotor, merupakan

sarana yang paling banyak diminati dan digunakan, yang terus

mengalami peningkatan.

Perindustrian

Kelompok/ jenis industri yang berkembang di Kabupaten

Tabanan terdiri atas industri makanan dan minuman. Industri tekstil,

industri kayu, industri barang galian bukan logam, industri kecil lainnya. |

Seperti dapat dilihat pada tabel 4. 13
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- - ‘ Tabel 413. - K -
Banyaknya Perusahaan Industri Besar/ Sedang, Tenaga Kerja dan Nilai
- Produksi di Kabupaten Tabanan Menurut Kelompok/ Jenis Industri

Tahun 1998 i
Industri Besar/ Sedai . . .
No. | Kelompok/ Jenis Industri Jumlah ) o ang. Nilai Produksi | %
) Unit Tenaga Ke_rja (Rp. 000)
1 Makanan dan Minuman 5 295 53.167.866 47,60
2 Tekstil 13 868 35.192.353 . 31,50
3 Kayu -6 739- C12.317.121 .. 11,03
4 Kertas - - - - : - 0,00 :
5 Kimia ) . - - - -1- 9,00 -
6 Barang_ Galian - Bukan 8 252 -2.978.868- 267 -
‘Logam L ] - - T N
7 | Logam Besar R N - T o080
8 Barang dari Logam 8 730 6.115.017 5,47
9 Lainnya 2 132 1.918.940 - 1,72
Jumlah 1968 42 3.016 111.690.168 | 100,00
1997 ) 37 2.313 42.287.620
1996 36 2,079 27.529
Periumbuhan Rata-Rata 5.93 12.62 ) 35.92

Sumber : Bappeda Kabupaten Tabanan, 1999

Perkembangan jumlah unit kegiatan usaha industri besar/ sedang dari
- tahun 1985/ 1997 menunjukkan adanya peningkatan rata-rata 5,93% per
tahun. Daya serap tenaga.kerja selama 2 tahun dari tahun 1995 — 1997

naik rata-rata 12,62% per tahun atau rata-rata 245 orang pér tahun.

8. Perdagangan dan Jasa

Sesuai dengan rencana struktur tata ruang, kegiatan

perdagangan yang akan dikémbangkan adalah perdagangan Kkota,
perdagangan wilayah dan perdagangan lingkqngan. Kegiatan
perdagangan koté memanfaatkan fasilitas yang sudah ada saat inij,
sehingga tidak diperlukan tambahan lahan baru. Untuk lebih jelasnya

lihat Tabel 4. 14.

'
i
1
|
I
]
|
i
[
t
i
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- Tabel 4.14. -

Prasarana Pérdagangan di Kabupaten Tabanan
S Tahun 1997 '
No. i Kecamatan : Luas Areal Jumlah Pedagang
. ‘ {Ha)
1 Kecamatan Tabanan - 1.65 1.467
- : Pasar Tabanan | 0.79 . 749
- : Pasar Tabanan Hl - 0.3¢ 156 L
= ) Pasar Dauh Pala 0.47 562
2 Kecamatar: Kediri ; . 0.84 842
- : Pasar Kediri 0.5 604
- - - Pasar Tanah Lot 0.29 238
3. | Kecamatan Marga : L ' 0.12 - 65
= Pasar Marga 0.12 65
4 | Kecamatan Baturii ' ‘ 0.28 253
— " . Pasar Menta Sari 0.15 ] 142
- ' Pasar Baturiti 0.13 111
5 Kecamatan Pupuan I 0.20 175
- Pasar Pupuan : 0.20 175
6 | Kecamatan Selemadeg : 0.23 268
- Pasar Bajra 0.23 268
7 Kecamatan Kerambitan 0.08 75
- Pasar Kerambitan 0.08 75
8 | Kecamatan Penebsl 0.26 195
- Pasar Penebe! 0.10 78
- Pasar Senganan 0.16 - 117
Jumlah 3.66 3.340

Sumber : Bappeda Kabupaten Tabanan, 1899

Fasilitas ekonomi/ jasa yang ada di Kabupaten Tabanan dapat dilihat

pada Tabel 4. 15 berikut ini.
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Tabel 4.15. - -
Jumlah FaSIIItaS Ekonomll Jasa di Kabupaten Tabanan Tahun 1997
No. Kecamatan Hotel Rumah Makan/ Bank Pertokoan Pasar
Bintang Melati Restoran

1 Selemadeg - 3 - - 8 847 1

2 Kerambitan - 3 1 6 762 1

3 Tabanan. - 8 3 11" 708 - 5

4 | Kediri 1 2 2 1 836 3

5 Marga - - - 1 403 1

6 Baturiti 1 15 14 3 132 2

7 Penebel .- 3 1 B 187 2

8 Pupuan - 1 - 3 312 1

Jumlah 2 27 2 49 4.187 16

Sumber : Bappeda Kabupaten Tabanan 1999

9. Fasilitas Rekreasi dan Obyek Wisata

Fasiiitas tempat rekreasil obyek wisata yang ada di Kabupaten Tabanan

baik yang be'lum,'sedang dan sudah berkembang dapat dilihat pada

Tabel 4.16.
Tabel 4.16.
Jumiah Obyek Wisata di Kabupaten Tabanan Tahun 1997
No. Uraian Wisata Alam Wisata Budaya
1 sor.?g:rlf yang | 4, Bedugul 1. Tanah Lot
berkembang 2. _ Kebun Raya Eka Karya 2. Ulun Danu Beratan
3. Jatiluih 3. TPB Margarana
4, Alas Kedaton 4, Puri Gede Kerambitan
5. Puri Anyar Kerambitan
2 r ?3:: yang | 5 " Pantai Yeh Gangga 6. Musium Subak
berkergbang 6. Pantai Kelating 7. Pura Batukaru
. 7. Pantai Soka 8. Sanggar Tari Wranatala
3 bogﬁ';'" yang | g Air Panas Belulang
berkembang 9. Air Panas Pujungan
10. Air Panas Angsri
11. Taman Kupu-kupu
Lestar
12. Air Panas Penatahan
13. Pantai Pasut
14, Pantai Suraberata
15. Sarinbuana Wanagiri
16. Hutan Mekori
17.

Sumber ; Bappeda Kabupaten Tabanan, 1999
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_B. HASIL PENELITIAN

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tabanan dl|lhat dari Produk‘
Domestik Regional Bruto ( PDRB)

Perkembangan Laju Pe_zrtum'buhan dan  Struktur ekonomi
dicerminkan  oleh perkembangan 'angka- PDRB daerah yano_
bersangkutan dan sektor—sektor yang membentuk PDRB itu sendlrl
| Besarnya laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Tabanan pada
tahun tertentu merupakan laju pertumbuhan rata-rata tertlmbang mlalr
tambah bruto dari ke sembilan sektor/ lapangan usaha dalam ta_hun ‘
tersebut. Pertumbuhan Ekonomi - Kabupaten Tabanan secara
keseluruhan kurun waktu 1990 -2001 mencapai 4,90 % menurut PDRB
atas dasar harga konstan. Laju pertumbuhan dari ketiga sektor domiﬁan
pembentuk PDRB atas harga konstan diantaranya sektor pertanian,
sektor perdagangan, hotel. dan restoran dan - sektor- iasa-jasa.
Sedangkan laju PDRB atas dasar harga berlaku tahun 1997 adalah

16,63 %. Untuk lebih jelasnya dapét dilihat pada Tabel 4.17.



Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku '

- Tabel 4 17.

dan Atas Dasar Harga Konstan -
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. PDRB (Rp- 000.000)
No. | Tahun | Menurut Harga o Menurut Harga :
Berlaku LP (%) Konstan LP (%)
1 1990 313601,19 | - 14,79 162148,10 75
2 1991 358792,33 14,41 17416567 | 7.4
3 1992 404983,38; 12,87 18976724 | 89
-~ 4 | 1993 . 47592238 | - 17,52 205500,04 | .82 -
5 1994 . 643.703,95 | - 3552 - 610336,40 | 61
6 1995 708.272,11 10,03 ° 653384,89 | 7.1
7 1996 800.484,14 13,02 700796,19 | 7.2
8 1997 891.360,53 11,35 735256,61 4,9
9 1998 1.259.888,32 41,34 706115,00 | -39
10 | 1999 1331261,49 5,67 71021753 | 0,5
11 2000 1465138,51 10,06 72793383| 24
12 2001 1656024.67 13,02 74609206 | 25
Rata-rata Laju Pertumbuhan 16,63 4,90
Sumber : Tabanan dalam Angka, 1990-2002 '
Sebagai gambaran share persentase tiga sektor dominan

( pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor jasa-

jasa) dalam pembentukan PDRB Kabupaten Tabanan secara berturut-

turut dari tahun 1996-1998 masing-masing memberikan andil sebesar

4277%, 21,73% dan 15,95% dalam pembentukan PDRB atas dasar

harga berlaku. Sedangkan atas harga konstan 1993 pada tahun 1998

peranan sektor-sektor tersebut adalah pertanian sebesar 36,70%, sektor

jasa-jasa sebesar 21,58% dan sektor perdagangan, hotel dan restoran

sebesar 20,12%.
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_Keterangah senada juga di_utarékan" oleh . Kepaie Ba-ppeda

G. Subédiwasé, sebagai berikut :

\
kami mehhat sampal saat 1n1 potensi pembentukan PDRB
' Kabupaten Tabanan terbesar masih di sumbang dari sektor pertanian, ya
sebagai -saudara ketahul Kabupaten Tabanan merupakan lumbungnya
padi Provinsi Bali dan dari potensi andalan di sektor pertanian inilah
akan dlkembanOKan \agromdusm untuk menmgkatkan nilai tambah
’ petam \
Secara kuantitas. d|bandmgkan dengan tahun-tahun sebelumnya

‘r‘nengala_ml penmg_katan, ‘namun persentase

dalam pembentukan PD‘RB dibanding tahun éebelumnya sektor

Kabupaten Tabanan Ir. | G.

sektor pertaman masm

pertanian mengalami penurunan. Berikut ini disajikan tabel distribusi
persentasé dari masing-masing sektor terh_adap: PDRB Kabupaten

Tabanan tahun 1996-1998| atas dasar harga berlaku, untuk lebih jelas

dapat dilihat pada tabel 4.18.

Tabel 4.18.

PDRB Kabupaten Tabanan|atas Dasar Harga Berlaku dan Kontribusi
Setiap Se|i<tor Tahun 1996 — 1998

\

PDRB atas Dasar Harga Berlaku .
No. Lapangan Usaha ‘(Jutaan Ruplagh) Kontribusi {%)
1996 1997 1998 1956 1997 1598
1 Pertanian 286.109,65 313.109,65 538.910,22 35,74 35,13 4277
2 Pertambangan 3.150,82 | 3.201,36 3.806,18 0,39 0,37 0,30
dan Galian
3 Industri Pengolahan 46.437,04 53.523,81 79.956,12 5,80 6,00 6,35
4 Listrik, Gas dan 6.048,32 6.893,80 8.145,05 0,76 0,77 0,65
Air Bersih
5 Bangunan 39.475,02 || 42,552 02 42.031,14 4,93 4,77 3,34
6 Perdagangan, Hotel | 149.303,02 182.703,28 273.717,78 18,65 | 20,50 21,73
dan Restoran
7 Perangkutan dan -51.647,75 54.659,67 61.759,17 6,45 8,13 4,90
Komunikasi
8 Keuangan, 48.809,82 54.383,91 50.610,75 8,10 6,10 4,02
Persewaan dan
Jasa Perusahaan
9 Jasa-jasa 169.502,70 180.243,03 200.951,91 21,18 20,22 15,895
PDRB 800.484,14 891.360,53 | 1.259.888 32 100,00 | 100,00 | 100,00

Sumber : Tabanan Dalam Angka, 1999




Sedar}gkanfuntuk kentribusi PDRB Kabupaten T-abanan,déhgan

"harga konstan pada periode tahun 1996 — 1998 masih d'i'sumbahg oleh ~

3 sekior yang utama yaitu Pertanian, Perdagangan hotel dan restoran
_ dan jasa-jasa, gambarah ini memperlihétkan‘dari tahun sebe'lumnya:dan
tahun ke dep_an potensi yang akan dikembangkan Kabupaten Tébanan,
_Berkisér pada 3 sektor un_ggulal_n tersebut untuk lebih jelasnya dapat
diihat pada tabel. 4.1~ : :
Tabei 4.19.

P_DRB Kabupaten Tabanan atas Dasar Harga 'Konstan dan Kontribusi
Setiap Sektor Tahun 1996 — 1998

No. Lag::l?:n PDRB at?ju?:;:;:':i’g;) Konstan Kontribusi (%)
1996 1997 1998 1_9_‘.?6 1997 1998

1 Pertanian 253.981,65 268.428,37 258.139,00 | 35,24 35,28 36,70

2 Pertambangan 2.568,24 2.572,47 2.429,00 0,37 0,35 0,34
dan Galian

3 industri 37.115,07 39.082,74 37.090,00 5,30 5,32 5,25

Pengolahan

4 Listrik, Gas dan | 4.082,23 447553 4.512,00 0,58 0,61 0,64
Air Bersih

5 Bangunan 35.806,19 37.323,06 33.774,00 511 5,08 4,78

6 Perdagangan, 133.530,06 149.216,78 142.037,00 19,05 20,29 20,12
Hotel . ]
dan Restoran

7 Perangkutan dan | 40.256,25 41.935,34 40,429,35 5,74 5,70 573

‘ Komunikasi ,

8 Keuangan, 41,366,91 41.587,00 34.276,84 5,90 5,66 4,85
Persewaan
dan Jasa
Perusahaan

9 Jasa-jasa 152.061,69 159.635,32 152.424,28 { 21,70 21,71 21,89

PDRB 700.769,19 735.256,61 706.111,47 100,00 100,00 | 100,00

Sumber ; Tabanan Dalam Angka, 1999

Dilihat dari laju pertumbuhan ekonominya, pada tahun 1999
berdasarkan PDRB - Harga konstan, Kabupaten Tabanan‘merupakan

wilayah termasuk ke dalam 3 wilayah yang memiliki laju pertumbuhan
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ekonomi terendah di Propinisi Bali, yaitu sebesar 0,58%. Namun- laju -
pertumbuhan PDRB Kabu;;atén 'l;abanan masih lebih tingg-i darir laju
pertumbuhan  Kabupaten Badung (0,57%), dan Kabupaten Bangli
(0,46%). Laju pe_r'gumbuha‘n ekonomi Kabupaten Tabanan juga lebih
rendah dari laju pertumbuhan ekonomi Propinsi Bali yang sebesar 0,67%.
Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.20

Tabel 4.20.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Harga Konstan Per Kabupaten/
Kota di Propinsi Bali Tahun 1999

No. Kabupaten/ Kotamadya  -| Laju Pertumbuhan Ekonomi -
(%)
1 Kabupaten Jembrana 0,90
2 Kabupaten Tabanan 0,58
3 Kabupaten Badung 0,57
4 Kabupaten Giayar 1,76
5 Kabupaten Klungkung 0,89
6 Kabupaten Bangli 0,46
7 Kabupaten Karangasem 0,71
8 Kabupaten Buleleng 1,08
9 Kota Denpasar 1,44
Propinsi Bali 0,67

Sumber : PDRB Propinsi Bali 1994 — 1999, BPS

Hal ini telah disadari oleh Kepala Bappeda Kabupaten Tabanan

bahkan menurut pendapat beliau:
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©of L kami o di Bapped'a telah lﬁ"eiakukan upa‘ya-upaya ‘untuk

" meningkatkan pertumbuhan - ekonomi, bahkan kami memerintahkan -
Kasub.Bid. Pendataan dan Pelaporan untuk membuat suatu formulasi .

yang tepat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, langkah tersebut
dilakukan - secara internal dan eksternal. Langkah eksternal yang

dilakukan yaitu mengkaji suatu usulan-usulan baik datangnya dari-

kalangan akademisi, - masyarakat, pengusaha dan kalangan yang
‘berkepentingan dengan ' tumbuhnya perekonomian di Kabupaten
Tabanan. Mekanisme yang telah dilakukan adalah mempresentasikan
- usulan-usulan yang bersumber dari kalangan eksternal tersebut, peserta
yang kami undang adalah stakeholder yang berkompeten mengenai hal

tersebut, di sini akan terjadi diskusi yang panjang mengenai usulan-

_ usulan yang disampaikan itu apakah feasible atau tidak...” -

Secara keseluruhan PDRB Kabupaten Tabanan dibentuk oleh 22

sub sektor, yang merupakan penjabaran dari ke-8 sektor pembentuk
PDRB. Laju pe_rtumbuhan dari ke-22 sub sekfor: tersebut berdasarkan
PDRB - Harga Berlaku secara umum menunjukkan nilai laju rata-rata
yang cukup tinggi. Terdapat 11 sub sektor dengan laju pertumbuhan rata-
rata yang lebih tihggi dari laju perekonomian Kabupaten Tabanan,
meliputi sub- sektor hotel (36,64%), sub sektor tanaman perkebunan
(27,91%), sub sektor _'perikanan (25,65%), sub sektor pei‘dagahgan besar

dan eceran (24,46%), sub sektor industri tanpa migas (23,83%), sub

sektor pertanian tanaman pangan (23,79%), sub sektor restoran

(19;42%), sub sektor listrik (18,90%) dan sektor air bersih (18,80%).Untuk

lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.21.




: - ' ~ Tabel 4.21. S
Laju Psrtuimbuhan Rata-rata- Sub Sektor di Kabupaten Tabanan
“Tahun 1996 -- 2001
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L_aju Pertumbuhan Rata;.rata

No. Sub Lapangan Usaha (%) -
1 Hotel 36,64
2 Tanaman Perkehunan 27,91
3 Perikanan 25,65
4 Perdagangan Besar dan Eceran 24,46
5 Industri tanpa Migas 23,83
& Tanaman Pangan 23,79
7 Kehutanan 23,04
8 Komunikasi .21,28
9 Restoran 19,42
10 Listrik . 18,80
11 Air Bersih 18,80
12 Lembaga Keuangan Lainnya - 15,57
13 Jasa Perusahaan 15,38
14 Penggalian 12,42
15 Swasta 12,32
16 Sewa Bangunan © 11,84
17 Pengangkutan 10,58
18 Bangunan dan Konstruksi 10,87
19 Peternakan dan Hasil-hasilnya 10,26
20 Pemerintahan Umum 5,54
21 Jasa Penunjang Keuangan 3,75
22 Bank -37,45

PDRB 16,28

Sumber : Bappeda Kabupaten Tabanan, 2002

Ditinjau menurut kontribusinya di Kabupaten Tabanan terdapat 8

sub sektor yang memiliki tingkat kontribusi di atas rata-rata (4,76%), yaitu

sub sektor tanaman pangan (24,35%), sub sektor perdagangan besar dan

eceran (12,54%), sub sektor jasa pemerintahan umum (11,27%), sub

sektor peternakan dan hasil-hasilnya (9,33%), sub sektor jasa swasta |

(8,22%), sub sektor restoran (7,32%), sub sektor industri tanpa migas

(5,58%) serta sub sektor pelngangkutan (5,54%). Secara rinci dapat dilihat

pada tabel 4.22.



- Tabelad2
Kontnbu3| ‘Rata- Rata Sub Sekfor Terhadap PDRB ~ Harga Berlaku

Kabupaten Tabanan Tahun 1996 —-2001
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No. Sub Lapangan Usaha Kontribusi Rata-rata (%)

1 Tanaman Pangan 2435
2 Perdagangan Bésar dan Eceran 12,54
{13 Pemerintahan Umum 11,27
4 . Peternakan dan Hasil-hasilnya 9,33
15 Swasta 8,22
6 . Restoran 7,32
7 industri tanpa Migas 5,85
18 Pengangkutan 5,54
9 Bangunan dan Konstruksi 4,39
110 Tanaman Perkebunan - - 4,22
11 Sewa Bangunan - 2,65
12° | Lembaga Keuan _gan Lainnya 1,15
13 Bank 0,99
14 Jasa Perusahaan 0,46
15 Listrik ’ 0,37
16 ‘Penggalian . 0,35
17 Air Bersih - 0,33
18 Perikanan 0,30
19° Komunikasi 0,21
20 Hotel 0,15
21 Jasa Penunjang Keuangan 0,02
22 Kehutanan 0,00

PDRB 100,00
Kontribusi Rata-rata 4 55

Sumber : Bappeda, 2002

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tabanan

mengalami fluktuasi yang cukup tajam dari data time series yang akan

diteliti dalam kurun wakiu 1990-2001 mengalami dengan rata-rata 4,90 %

untuk harga konstan dan 16,16 % untuk harga berlaku.

2. Penanaman Modal Di Kabupaten Tabanan

bagi investor,

Ikim investasi swasta di Kabupaten Tabanan sangat kondusif

investasi di Kabupaten Tabanan dibentuk oleh modal

masyarakat dan modal swasta, modal dari masyarakat dan swasta
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‘ umumnya di arahkan ke sektor yang produktif seperti Aiﬁdusfri-furh_itu_re,_'

~ Jasa rekreasi, industri Garment, Jasa Akomodasi, .F’efte—rnakan ayam.dll.
Namun dari sekian banyak macam investasi yang ditanamkan oleh
masyarakat maupun swasta, investasi yang cukup besar dari
pengamatan penulis ialah investasi CV. Mama & Lion yang bergerak di
bidang industri perajutan, pencelupan pencetakan dan penyempurnaan

' teksfil, dengan realisasi inveg.tasi 11,57 milyéi', menyejrap' tenaga.kerjé
sebanyak 153 orang, PT. Multi breeder Adirama Indonesia yang bergerak
dalam bidang peternakan ayam, bibit untuk menghasﬂkah POC ayam
niaga, modal ini dari investor dalam negeri, dengan realisasi inl\;estasi
1,084 milyar dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 123 orang dan
banyak lagi investasi —investasi masyarakat dan swasta yang bergerak
dalam bidang kerajinan, pertanian dalam arti luas dsb.

Ikim investasi yang kondusip ini yang oleh pemerintah
Kabupaten Tabanan di dijabarkan melalui memberi kemudahan dan
fasilitas kepada investor yang akan menanamkan modalnya di
Kabupaten Tabanan, seperti halnya pengurusan administrasi untuk
mendapatkan ijin dari pihak pemerintah, sekarang lebih mudah dan
murah hal ini juAga diutarakan oleh Asisten Il yang membawahi

administrasi dan Pembangunan, sebagai berikut :
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(44

Kalan ditanya kesiapan administrasi untuk . menimjang

pertumbuhan ekonomi, kami telah siap secara administrsi seperti untuk’

~membeck up masuknya investor, kontrak-kontrak kerja dengan pihak
ketiga dsb. Selain itu langkah konkret yang telah kami lakukan adalah
“dengan menyederhanakan perijinan-perijinan yang ada, Seperti ijin
SITU, HO, IMB dll, yang dulu penanganannya berjejang dan lama,
maka kami telah sederhanakan dengan membuat UPT ( unit pelayanan
terpadu ) dengan tujuan pelayanan cepat dan murah. ..”

Kabupaten Tabanan mempunyai potensi yang bes_ar. di bidang

- pertanian, potensi ' inilah yang akan dikembangkan oleh Pemerintah

kabupaten. Tabanan dengan membuka peluang investor masuk ke

bidang' pertanian, langkah-lankah yang telah di payakan oleh Pemerintah

Kabupaten Tabanan dengan memberikan keringanan dan kemudahan

bagi investor yang akan menanamkan modalnya di sektor pertanian, hal

ini sebagaimana dikemukakan jugé oleh Bapak Ka.sub.Bid. Ekonomi,
Drs. | 'Nym Sumadita, sebagai berikut .

“...kami telah mengupayakan untuk membuat iklim investasi

yang kondusif di kabupaten Tabanan, bahkan pada bulan lalu ( Agustus,

2002 ), kami mengadakan rapat koordinasi di tingkat Provinsi tentang

usulan investasi Kabupaten Tabanan, salah satu contoh usulan yang

~ kami paparkan ialah mengenai sentra terminal agribisnis yang terletak di

Kecamatan Baturiti, adapun atas pertimbangan bahwa kecamatan ini
merupakan pusat penghasil sayuran dan buah, kadang produksi dari

sayur dan buah itu mencapai surplus, oleh karena itu diperlukan pasar

yang representatif yang dapat mewadahi komoditi yang ada, di samping
itu pemerintah Kabupaten Tabanan juga bersedia mensubsidi dibidang
prasarana jalan menuju ke pasar tersebut sampai 30 % dari total
investasi swasta yang ditanamkan, dan juga memberikan keringanan
pajak selama waktu tertentu terhadap investor tersebut, ini membuktikan
bahwa rangsangan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tabanan

”

ini diharapkan dapat menarik minat investor....”.
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Dari arah kebijakan yang dilakukan pemerintah” kabupaten - -

Tabanan -untuk -rhe'rn_buka bel'uang investasi di bidéné peﬁanian di
Kabupaten Tabanan ini mengingat potensi.yang dimiliki kabupaten
Tabanan di sgéktor tersebut. Dari kurun waktu yang tahﬁ_n 1990 sampai
dengan 2001 investasi yang dilakukan masyaraka_t dan swasta _tidgk saja
terfokus pada bidang pertanian -_tetapi sektor bariwisat‘a , industri
pe‘rkayuan;"-mebel, gérment dli, juga mendapat per_haiién yang Asam'a."
Investasi yang terdapat di Kabupaten Tabanan kurun waktu 1990 sampai

dengan 2001 dapat dilihat pada tabel . 4. 23

Tabel. 4. 23
Realisasi Investasi Swasta di Kabupaten Tabanan
Kurun waktu 1990 — 2001(juta)

Tahun Investasi Swasta %
1990 44,499 3* -
1991 17.614,3* -60,1
1992 50.947,1* 189,23
1993 55.022,7* 7.99
1994 114.997,6* 109,00
1995 ' 174.911,4** 52,10
1996 191.590,6™ 9,53
1997 - 190.964 1** -0,32
1998 128.106,8** -32,91
1999 124.656,8** -2,69
2000 . _ 127.397,8* 2,20
2001 : 130.199,1** 2,19
Rata-rata pertumbuhan 24,91

Sumber : *Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, 2001
** Bappeda bekerjasama dengan BPS, Provinsi Bali, 2002
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'[abell4.23 nﬁéﬁuﬁjukkan tel‘jédi ‘ﬂuktua—si yang. cukup tajam pada

tahun 1990 sebesar Rp. 44.49973 Juta, sedangkan investasi yang

terb:ésar terjadi pada tahun 1998 sebesar Rp. 128.108,8 dan dengan rata
" —rata’ 28,45 dari, total PDRB Ka'bupaten ‘Tabanan -kurun waktu 1990
sampai dengan 2001.

i

3. Kondisi Kependudukan . .

‘Analisis  kependudukan " dimaksudkan  untuk mengetahui
karakteristik perkembangan pendu_dUk sebagai salah satu dasar dalam
menentukan proyek si penduduk di masa yang akan datang. Berdasarkan

karakteristik perkembangan penduduk, maka dapat diperkirakan

kecenderungan (trend} pola perkembangan penduduknya yang dapat

berbentuk linier, eksponensial, geometrik ataupun bentuk lainnya.
Berdasarkan data registrasi- Jumlah Penduduk Kabupaten Tabanan
Menurut jenis kelamin tahun 1990 — 2001 sebagjaimana yang dapat dilihat

pada Tabel 4.24.




" Tabel 4. 24

Jumlah dan La;u Penduduk Kabupaten Tabanan Tahun 1980 — 2001
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' ‘ Kabupaten Tabanan .
! No. _ Tahun Laki-laki Perempuan Jumlah Penduduk LP (%)
I‘ (Jiwa)

]\L 1 1990 206.326. i-177.974 348.300 0,07
i 2 1991 173.176 178.774 349.950 0,47
3 1992 173.761 176.889 350.650 0,20
4 1993 160.918 190.432 351.350 0,19
5 1994 164,259 187.640 351.899 0,15
6 1995 183.801 188.780 352.449 0,15
7 1986 184.807 189.833 351.150 0,18
8 1997 185.556 180.616 3556.200 0,58.
k] 1998 186.394 191.225 367.200 0,56
10 1999 187.221 191.829 359.150 0,54
1 2000 179.365 193.175 372.540 3,72
2 2001 192.045 194.384 386.429 3,73
Rata-rata Laju Pertumbuhan (%)

Sumber : Data dio]ah, 2002

Kepadatan

penduduk netto Kabupaten Tabanan menurut

Kecamatan pada tahun 1999 dapat dilihat pada Tabel 4.24. Berdasarkan

tabel tersebut dan untuk mengidentifikasi tingkat atau kategori kepadatan

penduduk netto di setiap kecamatan, maka dilakukan analisis pembagian

kategori kepadatan. - Pembagian kategori kepadatan penduduk netto

dilakukan dengan menggunakan metode Kklasifikasi strugges, yang

membagi nya menjadi 3 (tiga) kategori dengan interval setiap kategori

adalah sebesar 9 Jiwa/ Ha. Adapun kategori kepadatan penduduk netto di |

Kabupaten Tabanan Tahun 1999 adalah sebagai berikut :

1. Kepadatan penduduk netto dengan Kkategori tinggi,

apabila

memiliki kepadatan penduduk netto yang lebih besar atau sama

dengan 41 Jiwa/ Ha,
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- memiliki ke'pa_daltan ‘pendu_duk netto yang lebih besar atauisamé
dengan 32 Jiwal Ha sampai dengan lebih kecil dari 41 Jiwa/ Ha.
3. Kep‘adatan‘ penduduk’ netto dengan kategori rendah, apabila
.memiliki kepadatan penduduk‘ netto yang lebih besar atau sama
dengan 23Ji§val Ha sampai dengan lebih kecil dari 32 Jiwa/ Ha.
'Taﬁel 4.25.

Kategori Kepadatan Penduduk Netto Kabupaten Tabanan Menurut
Kecamatan Tahun 2000

Kepadatan Penduduk Netio Kategori Kepadatan

No. Kecamatan Tahun 2000 Penduduk Netto Tahun
{Jiwal Ha) 2000
1 Selemadeg 36 Sedang
4 Kediri 49 ' Tinggi
3 Tabanan 25 Rendah
7 Penebel 46 - Tinggi
6 Baturiti - 143 ' Tinggi
5 Marga 45 Tinggi
2 Kerambitan 42 Tinggi
8 Pupuan 59 Tinggi
Jumlah 40 Sedang

- Sumber : Analisis Bappeda Kabupaten Tabanan, 2001

- Distribusi  kepadatan penduduk bruto - atau kotor (jumlah

penduduk/ - luas wilayah administrasi) pada tahun 2000 di wilayah

Kabupaten Tabanan menunjukkan bahwa kecamatan yang memiliki

kepadatan penduduk bruto yang tertinggi adalah Kecamatan Kediri (11
Jiwa/ Ha). Sedangkan Kecamatan Pupuan merupakan kecamatan dengan
kepadatan pendudu.k bruto yang terendah {2 Jiwa/ Ha).

Berdasarkan hasil proyek si jumlah penduduk di setiap

kecamatan pada Kabupaten Tabanan antara tahun 2000 — 2005, maka

2. Kepadatan pénduduk‘ne’{to dengan kategori sedang, apabila—
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dapét ditentukan pola jelasnya proyek si_ distribusi .kepaaatan' péhdqduk
bruto .dan kepadatan penduduk netto.- Untuk-r Iebiﬁ jélasﬁya proyek si
distribusi kepadatan penduduk bruto selama kurun wakiu antara tahun
2000 sampai dengan 2005 di wilayah KabUpaten ‘Tabanan pada Tabel
4.16, sedangkan proyek si distribusi kepadatan penduduk bruto selama
kurup waktu antara tahun 2000 sampai dengan tahun 2005 dii wilayah
Kabupaten Tabanan dapat dilihat pada Tabél 4.26 berikat ini.
Tabel 4.26.

Proyék si Distribusi Kepadatan Penduduk Bruto Kabupaten Tabanan
Menurut Kecamatan Tahun 2000 — 2005

Kepadatan Penduduk Bruto {Jiwa) |
No. Kecamatan 2000 2001 2002 2003 2004 | 2005
1 Selermadeg 3 3 3 3 3 3
2 Kerambitan g 9 9 9 9 9
3 Tabanan 10 10 10 10 10 10
4 Kediri 11 11 11 11 11 11
5 Marga 9 9 9 9 g 9
6 Baturiti 4 4 4 4 4 4
7 Penebel 3 3 3 3 3 3
8 Pupuan 2 2 2 2 2 2
Jumlah 5 5 5 5 5 5
Sumber : Hasil analisis Bappeda Kabupaten Tabanan, 2000

Berdasarkan Tabel 4.26 terlihat bahwé kecamatan yang memiliki
kepadatan penduduk bruto (jumlah penduduk/ luas wilayah administrasi)
yang tertinggi adalah Kecamatan Tabanan pada tahun 2005 kepadatan
bruto nya sebesar 11 Jiwa/ Ha, sedangkan Kecamatan yang juga memiliki
kepadatan penduduk yang tinggi dan tidak .mengalami pertambahan dari
tahun 2000 (11 Jiwa/ Ha) sampai dengan tahun 2005 (11 Jiwa/ Ha)
adalah Kecamatan Kediri. Sedangkan Kecamatan Pupuan merupakan

kecamatan dengan kepadatan penduduk bruto yang terendah dan tidak
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" mengalami peﬂambahah yaitu 2 -ij;lal Hja padé tahun 2000 dafii 2 Jiwal

Ha pada tahun 2005. - .

Berdai:sarkan kepadatan penduduk netto atau bersih (jumiah
penduduk/ luas’ wiltayah _terbahgun) di wilayéh Kabupaten. Tabanan tahun
2000 menunjukkan bahwa k_ecamatan yang memiliki kepadatan penduduk

netto yang terfinggi adaiah Kepamatan Pup‘;uan (59 Jiwal Ha). Sedangkan

" Kecamatan -Tabariah . r:nerL_Jpakan. kecamatari_ ‘dengan klepa'da'tan'

penduduk\netto yang terendah (25 Jiwa/ Ha) seperti terlihat pada tabel 4.

-271.

Tabel 4.2.7

Proyek si Distribusi Kepadatan Penduduk Netto Kabupaten Tabanan Menurut

Kecamatan Tahun 2000 — 2005

Kepadatan Penduduk Netto (Jiwa)

No. Kecamatan 2000 | 2001 2002 2003 2004 | 2005

1 Selemadeg 36 36 36 a7 37 37

2 Kerambitan 43 43 43 43 44 44

3 Tabanan . 25 26 26 26 26 26
| 4 | Kedir 50 50 50 50 51 51
: 5 Marga 45 45 45 48 46 46
6 | Baturiti 43 44 44 44 44 44
! 7 | Penebel [ 46 47 47 47 47 48
| 8 | Pupuan 59 59 60 60 60 60
| Jumlah 40 40 41 41 41 - 41

Sumber : Hasil Analisis Bappeda, 2000

Berdasarkan Tabel 4.27, maka kepadatan penduduk netto atau bersih

(jumlah  penduduk/ luas wilayah terbangun) di wilayah Kabupaten

Tabanan dari tahun 2000 sampai dengan 2005 menunjukkan bahwa

kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk netto yang tertinggi adalah
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K;ecamatah Pupuén,‘ yéitu 59 Jiwéjf Ha -padé tahun 2000 dan 60 Jiwa/ Ha
pada iéh'un 2005. -Sédahgkah Kecamatan Tabanan .merupakan
l:{ecamatan dengan kepadatan penduduk netto yang terendah yaitu, 25

Jiwa/ Ha pada. tahun 2000 dan 26 Jiwa/ Ha pada tahun 2005.

. F_:’engeluarén; PembangunanA Kabupaten Tabanan dan Rutin
Kabupaten Tabanan

',Dalami peﬁyusunan ahgéaran di kabupaten Tabanan lebih
banyak didominaéi oleh eksekutif, hanya setelah berhembus nya
reformas‘; keadaan ini mulai bérubah , di mana DPRD dan 'masyarakat
mulai berperan serta dalam penyusunan APBD. Selama 12 tahun
terakhir perkembangan anggaran pembangunan hanya berkisar rata-
rata 23,25 % yang mencerminkan kepentingan publik. éedangkan
anggaran rutin mencapai perkembangan rata-rata sebésar 37,39 %, ini
merupakan anggaran rutin lebih besat; porsi nya dari anggaran
pembangunan, dan anggaran pembangunan 'yéng idealnya digunakan
untuk kepentingan publik sering kali dana ini diselewengkan, dan
pelaksanaan proyek pun terkesan asal-asalan dan belum tentu
bermanfaat bagi masyarakat. Ketika reformasi berhembus, DPRD mulai
terlibat akiif dalam penyusunan APBD, namun belum membawa
implikasi bagi tersusunnya anggaran yang berorientasi pada kinerja

kepentingan publik, bahkan ada indikasi bahwa legislatif pun berlaku
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| sama seperti hal eksekutif. Untuk melihat perbandingan dana i*utin.da'n_

" dana pembangurian dapat dilihat pada tabel. 4.28.

Tabel 4.28 _
Realisasi Pengeluaran Pembangunan dan Rutin
‘Pemerintah kabupaten Tabanan 1990-2001

(Rp. Juta)
Tahun Pengeluaran % Pengeluaran %
' Pembangunan ' Rutin
-1 1990 | 5.974,39 -0 o 8.417,49 -
[ 1991 | - 7.248,14 21,32 12.650,36 | 50,28
1992 | - 8.793,60 21,30 19.011,81 | 50,28
1993 9.097,98 | 3,46 21.175,08 | 11,37
1994 . 8.722,90 -12,6 28.115,58 32,8
11995 .. 962484 | - 104 33.938,61| 207
1996 10.836,51 12,5 38.221,67 12,6
1997 16.321,00 50,5 44 975,28 17,7
1998 17.907,34 | 9,7 45.923,61 2.1
1999 29.650,93 65,5 62.939,65 37,0
2000 32.639,71 10,0 59.564,11 5,4
2001 53.447,71| 63,75 167.899,23 | 181,87
Rata-Rata Pertumbuhan 23,25 37,39

Sumber : Bagian Keuangan Setda. Kabupaten Tabanan Bali, 2001

Dari tabel 4. 28 terlihat bahwa sesungguhnya A_PBD belum
sépen_uhnya rhence‘rminkan kepentingan publik, bahkan yang iebih
‘memprihatinkan kondisi APBD tahun 2001 karena terbatasnya anggaran
daerah, akibat makin luasnya kewenangan yang dimiliki oleh daerah,
terutama sebagai akibat langsung yang harus pemerintah emban
sehubungan dengan otonomi daerah, yaitu pembayaran gaji 9 eks
departemen mengakibatkan - kebutuhan rutin juga meningkat pesat

sebesar 181% dari yang sebelumnya defisit —5,4% anggaran rutin .




100

Situasi_ ini juga dipaparkan oleh Kabag. Keuangan dengan -~
penjelasan sebagai berikut :,

“. dalam menyusun , anggaran kami telah banyak
mendiskusikan agar alokasi dana yang tersedia diarahkan pada
pengeluaran pembangunan/ kepentingan publik , tetapi _ karena
kebutuhan rutin yang tak bisa ditangguhkan seperti gaji pegawai,
pembelian barang-barang dan biaya operasional kantor yang mencapai
60 % dari angaran seluruhnya, maka untuk kedepan akan diupayakan
agar anggaran pembangunan lebih mendapat porsi yang lebih besar
dari anggaran rutin..” '

Ini membuktikén bahwa peranan pemerintah sebagai regulator
di mana memenuhi kepentinganakepentingan publik belum bisa berjalan
dengan maksimal karena :’anggaran yang terbatas dan telah .bahyak

disedot oleh pembiayaan yang bersifat rutin.

5. Kondisi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tabanan

bersumber dari Pajak

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tabanan
dalam periode tahun 1996/ 1997 s/d 1997/ 1998 meningkat rata-rata
sebesar 28% per tahun dilihat dari komponen-komponen PAD maka
dapat diuraikan sebagai berikut : Pajak daerah meningkat dengan rata-
rata 56% per tahun, retribusi daerah meningkat rata-rata 14% per tahun,
Pos bagian Laba BUMD meningkat rata-rata 18% per tahun dan pos

penerimaan lain-lain meningkat rata-rata 124% per tahun.
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- Blla dlcermatl maka kontnbusn yang palmg besar terhadap '

-pembentukan PAD Kabupaten Tabanan adalah pendapatan dari’ Pajak™

Daerah. Pada tahun 1997 reallsaS| PAD Kabupaten Tabanan adalah
' sebesar Rp. 5,6 Milyar dari target anggaran sébesar 49 NIifyar, ini berarti
,pencapatannya melebihi target yang dlanggarkan atau sebesar 114% _
(Bappeda Kabupaten Tabanan 2000). .

| Ket_erangan di atas | Juga dltambahi_(anr-oleh_ Kadis Dipe;nda', _ )

«__ untuk sementara ini kami di Dinas Diperida berusaha memenuti
target yang diinginkan, hal ini disebabkan oleh kebutuhan pembiayaan -
pembangunan - yang - ada’ masih sangat minim, apalagi = setelah

. diberlakukannya Undang-Undang- No. 22 tahun- 1999, maka beban
kepegawaian dipikul oleh Kabupaten, dari potensi-potensi lain kami
belum banyak mendapatkan pemasukan, walaupun kami belum bisa
mengurangi - beban pajak terhadap masyarakat, tetapi dengan
diterapkannya pajak progresif akan sedikitnya melindungi wajib pajak
yang kecil-kecil sehingga juga tidak terlalu banyak mengurangi daya
beli masyarakat. Mengenai hal yang terkait segi teknis dilapangan apa
yang saudara tanyakan tidak sulit dilaksanakan ..”

Perkembangan penerimaan daerah Kabupaten Tabanan terbesar
" bersumber dari pajak , ini dapat dilihat dari kurun waktu penerimaan
‘ pajak . tahun 1990-2001 mengalami kenaikan yang cukup berararti
dengan rata-rata 53,07 %, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel.

4.29




- Realisasi Penerimaan

- Tabel 4.29 - -
PAD dari Pajak Kabupaten Tabanan

Tahun 1990-2001.

102

T’arget Penerimaan -

Tahun Realisasi Y%
1990 186.500.000,00 178.292.400,21 -
1991 189.500.000,00 201.916.918,00 13,25
1992 299.000.000,00 234.463.055,00 16,11
1993 450.000.000,00  328.696.990,00 40,19
1994. 575.500.000,00 640.110.823,70 94,74

| 1995 624.750.000,00- 795.483.849,69 24,27
1996 -867.200.000,00 883.099.828, 71| 11,01
1997 -1.210.950.000,00 1.714.622.440,66 94,15
1998 3.035.000.000,00 5.077.542.320,71 196,13 |
1999 "5.675.000.000,00 6.457.874.533,00 27,18
2000 5.254.000.000,00 © 7.080.685.779,70 9,64
2001 10.935.500.000,00 11.094.652.394,00 56,68
Rata-rata pertumbuhan 53,07

Sumber : Dipenda Kabupaten Tabanan, 2002

Tabel di atas menggambarkan dari target yang dicanangkan oleh

pemerintah Kabupaten Tabanan hampir 80% terealisasi bahkan

beberapa pada tahun tertentu melampaui target yang ditetapkan .

6. Volume Ekspor Daerah Kabupaten Tabanan

Untuk industri ekspor kabupaten Tabanan tahun 2001 dibentuk

dari industri kecil / kerajinan (41,32%) dan aneka industri (44,26%) dari

total nilai ekspor kabupaten Tabanan. Sedangkan peranan ekspor hasil

pertanian terhadap total nilai ekspor masing-masing sebagai berikut :

perkebunan, (0,49%) dan perikanan (13,68%)
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7_ e '—Un;[uk -industk'iikecill,ke-r.ajinan_ dan aneka industri di Kabupaten

"~ Tabanan didominasi oleh dua’ macam produk yaitu pakaian/ industri

Garmen dan kerajinan tangan dari besi . Pengrajin tangan dari besi

_.-sangét banyak d'ijL'Jmpai di ‘Kabupaten-Tabahan terutama di kecamatan

" Tabanan kota sedangkan industriv pakaian jadi dan bordir tidak banyak .

dijumpai di kabupaten Tabanan.
| K_edug ,prod'qk' ini_laﬁ -yang-éalih'g baﬁyék diekspor kétuar negeri
sélain' ada'juka: kéfajinan kayu/ukiran kayu. Akhir-akhir ini dengan
terbuk_anya pasar d_i 'dﬁni_a maka pesaing Cina ikut meramaikan produk
pakaian jadi téfsebdf dengan harga yang Iebih murah dan kualitas yang
lebih bagus terutarﬁa di pakaian bordir, sehingga ekspor di Kabﬁpaten
Tabanan mengalami penurunén di bidéng tekstil sedangkan industri
kerajinan besi dan kayu tidak mengalami penurunan ekspof i'.nformasi ini
di dapat dari kepala dinas Deperihdag. Kabupaten Tabanan Made
Artanegara, SH. Beliau mengemukakan :
“o. dengan era globalisasi dewasa ini produk garment makin sulit

bersaing di pasaran luar negeri, lebih-lebih Cina ikut membuka pasar
maka produk-produk garmen kita kalah bersaing,... ini disebabkan oleh

kualitas yang dimiliki pengrajin Cina lebih bagus dan harganya lebih

murah dari produk di sini, lebih lanjut diceritakan,....bahwa Cina
memang sudah dari nenek moyang nya terampil dalam membuat
pakaian seperti bordir sedangkan kita di sini baru bisa mem bordir jelas
saja kita kalah bersaing ...« '

Untuk melihat perkembangan ekspor kabupaten Tabanan kurun

waktu 1990 sampai dengan 2001 dapat dilihat pada tabel .4.30
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* Tabel. 4.30 |
Volume Ekspor Kabupaten Tabana
Kurun waktu 1990 — 2001 (juta)

Tahun Realisasi %

1990 268.009 -
1991 293.937 9,67
1992 302.224 2,81
1993 298.315 -1,29
1994 . 405.897 36,08
1995 - : 356.710 -12,11
4996 | 415.880 16,58
1997 . 462.089 11,11
1998 769.817 66,59
1999 ‘ 374.160 -51,39
2000 . 198.325 -46,99
2001 198.735 0,20
Rata- rata pertumbuhan 2,84

Sumnber : Diperindag. Kabupaten Tabanan, 2002

Tabel. 430 menunjukan bahwa tahu 1998 mengalami ekspor
tebesar sebesar Rp. 769.817 juta ini dikarenakan krisis moneter yang
berdampak pada krisis  ekonomi yang terjadi  sehingga
mengakibatkatkan melonjaknya permintaan akan barang-barang ekspor
kerajinan dan garmen di kabupaten Tabanan karena harga murah |
akibat perbedaan kurs yang tajam pada tahun 1998 terjadi lbooming
devisa. Sedangkan setelah tahun 1998 ekspor kabupaten .tabanan
mengalimi penurunan yang cukup tajam samapi Rp. 198,325 juta di

tahun 2000 . Upaya-upaya telah pula dilakukan Pemerintah kabupaten
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Tabanan untuk mendorong ekspor di Kabupaten Tabanan sepertl yang
dlkemukakan ole Bapak Kad:s Penndag sebagan berukut

.. kami juga telah mengupayakan bahwa kami selaku fasilitator

ikut membantu untuk kelancaran - ekspor yang akan dilaksanakan oleh .
pengusaha-pengusaha di . Kabupaten Tabanan, upaya lain  yang -

dilaksanakan adalah menjadi mediator untuk mempertemukan
~pengusaha lokal dengan pengusaha luar, di mana upaya-upaya tersebut
meliputi 7oad show ke berbagai tempat dan juga memberi fasilitas
kemudahan untuk mengikuti pameran-pameran, selain itu kami di Dinas
- Perindag juga memberi penyuluhan kepada pengusaha lokal yang akan

~ mengekspor produk kerajman nya, seperti- salah satu contoh yang kami -

"lakukan kepada kelompok pengrajin tempurung kelapa, di mana
kelompok pengrajin yang terletak di desa. terpencil kurang informasi

maka kami -dari Dinas Perindag Kabupaten Tabanan memberikan jalan -

dan arah mengenai kelengkapan-kelengkapan dokumen yang diperlukan

dan juga memberikan informasi pasar yang ada, secara teknis kami-siap

untuk membantu pengusaha dalam mengekspor produknya..”

Fluktuasi memang terjadi namun kegiatan ekspor yang dilakukan
oleﬁ pengusaha-pengusaha  kabupaten Tabanan memberikan peluang
kerja bagi masyarakat 'kabupateﬁ Tabanan | yvang sedikitnya
menggerakkan perekonomian_ di kabupaten Tabanan.

Dari uraian-uraian di atas lebih lengkap lagi jika ada yang

mengkaji gejéla—gejala dan dampak sosial politik yang akan timbul dari

suatu kebijakan pertumbuhan ekonomi di kabupaten Tabanan, karena '

telah beberapa kali terjadi penolakan dan gejolak dari masyarakat
mengenai suatu “kebijakan . yang dilakukan pemerintah kabupaten
Tabanan contohnya : penolakan Bali Nirwana Resort { BNR) yang

terletak di kawasan Pura Tanah Lot, di mana masyarakat tidak begitu
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saja begitu enerima in;/estcfn.f',‘mésuk kedaerahﬁya 7akan~—t_et‘a_|:>"i juga.
memperh_'atikan. juga dampa:k-da;npék yangi ‘_akan.huﬂcﬁl dari proSrek‘
tersebut dan nilai-nilai adat istiadat setémpat, selain kasus BNR
pembuafa_\n TPA terpadu Sarbagita ( Denpésar, Badung, 'Giéyar dan
T_abanan ) di Kecamatan Kerambitan jug:a meresahka.n- masyarakaf
- Tabanan kgrena tékL!t dari—damp.ak_ sambah yang al:kan timbul di
Iingkqnéén TPA ‘tersebut. Dampak sosial politi yang ditimbulkan dar
suatu proyek tertentu Hendakny-(a _dikaji dan _dirsosialisalisikan‘ terlebih
dahulu, pejabat yang berkompeten mengenai hal ini memberi
keterangannya sebagéi berikut : ' |

(49

. dari faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan
ekonomi yang telah diuraikan tidak akan meresahkan dan membuat
gejolak di masyarakat masih merupakan hal yang dapat diterima, hanya
saja untuk yang berhubungan dengan pajak agar di sosialisasikan dan
dikomunikasikan secara intensif dengan masyarakat, begitu juga untuk

- investor yang ditolak o¢leh masyarakat lokal karena pertimbangan-
pertimbangan berbenturan dengan adat dan istiadat yang ada agar tidak
dipaksakan untuk dilakukan..” :

Dari bhasil analisis faktor-faktor yang dominan terhadap
pertumbuhan ekonomi dan wawancara dengan stakeholder maka
penulis akan membuat suatu tabel dan menbuat scoring, selanjutnya

dianalisis oleh penuiis untuk mendapatkan suatu kesimpulan faktor apa

yang paling feasible untuk dilaksanakan.
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C. ANALISIS HASIL—PENELﬁIAN

1. AnaIIS|s faktor-faktor yang mempengaruhl pel-'t.ur.nbuhan ekonom!
Pendekatan yang dlgunakan untuk menganahas faktor-faktor
y.éng berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomu Kabupaten Tabanan
- dengan menggunakan varlabel dependent pertumbuhan ekonomi -
denéan | indeb_erjdent 'variabét f/ait'u_: investasi swasta, pertumbuhan
'_per-ld'u-duk, :péng‘;eluéran';rﬁﬁn," pc—::f]geiuaraﬁ peﬁbahgunan, bajak'dan
ekspor.v | 'A |
Dari hasil analisis deng‘an_.mehggunakan SPSS Ver. 1 0.0 for

Windows, dapét diketahui persamaan akhir dalam penelitian ini sebagai

- berikut : -
Y = 183,472 + 6,464X1 — 1,885X2 — 3,852X3 — 2,722X4 +
100,586X5 + 0,192X6
F= 18.1,319 ,dengan signifikansi 0,000
R? = 0,995 |
Catatan : |

= signifikan pada o 5 %
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Pem'bahasan : | o

Secara Péréiai,- dari 6 variabel bebas temnyata terdapat 4 variabel
hebas yarig signifikan yaitu X4, X4, X5 dan Xe sedangkan dua variabel
Lebas ti.dak' signifikan yaitu Xz dan X;. Uji signifikansi parsial, di}akukan
dengan ca;ra.membandirjg-kan p_value dengan derajat kesalahan { o ). |
s . PIY sig:niﬁkan secare;\ statistik pada derajat kesalahan o = 5 persen:di

" manap value & 0,000 < o =5_persen = 0.05.

» POP tidak signifikan secara statistik pada derajat kesalahan o = 5
persen di rhana p_value = 0,535 > o = 5 persen = 0.05.
e PIG tidak signiﬂkah secara statistik pada derajat kesalahan a = 5

persen di mana p_value = 0,226 > o = 5 persen = 0.05.

» LG signifikan secara statistik pada derajat kesalahan a = 5 persen di
mana p_value = 0,025 < o =5 persen = 0.05.

» RY signifikan secara statistik pada derajat kesalahan o = 5 persen di
mana p_value = 0,000 é'ha = 5 persen = 0.05.

» XY signifikan secara statistik pada derajat kesalahan o = 5 persen di
mana p_value = 0,031 < a =5 persen = 0.05.
Dan hipotesis digunakan adaiah :
Ho:Bo=0,B1=0,B2=0,B3=0,B4=0,B5=0,B6=0

Ho:Bo>0,B1>0,B2>0,B3>0,B4>0,B5>0,B6>0
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- Dari hasil di atas. dapat d|S|mpquan bahwa vanabel PIY LG RY_
dan XY secara parSIaI berpengaruh secara srgnnf kan terhadap variabel
PDRB/ pertumbuhan ekonomi ar’unya hipote3|s nol ( Ho } ditolak dan
menerima-hipotesis alternatif ( Ha ). De-ngan kata Iai_n,daifi 100 selang |
kejadian 95 adaiéh benar dan 5 adaiah sélah Sedangkén variabel
pertumbuhan penduduk dan pengeluaran pembangunan tldak S|gn|f ikan
- terhadap_ pertumbuhan ekonom; ( Ho Dﬂenma ) Dan secara 3|multan
variabel bebas S|gn|f kan ditunjukkan “oleh tingginya mlal ‘F yang
mempunyai signifikansi 0,000, |

R? sebesar 0,995 menunjukkan bahwa variaéi naik tUrunn);a‘
variabel tidak bebas 99,5% dipengaruhi oleh variasi naik turunnya variabel
bebas dalam model dan sisariya sebesar 0,5% dipengaruhi oleh variasi
variabél bebas di luar model yaitu X7 dan seterusnya.

Dehgan katé ‘Iair'l PDRB Kébupaten Tabanan dalam penelitian ini
hanya dipengaruhi oleh investasi swasta, pengeluaran rutin, pajak dan
ekspor sedangkan variabel pertumbuhan penduduk dan investasi
pemerintah tidak mempunyai pengaruh yang signifikan.

Secara ekonomis dapat dijelaskan jika tidak ada variabel
investasi swasta (X1), pertumbuhan penduduk (X2}, pengeluaran
pembangunan (Xs), pengeluaran rutin (X4), pajak (Xs) dan ekspor (Xe)
maka pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tabanan akan negatif sebesar

—183,472 persen ini dilihat dari konstanta hasil persamaan regresi di atas.
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" Sedangkan dari koefisien r_egresi'—invéstééi.swés'ta sebesar 6,454’
: ménunjukkan dengan méningkatnya investési.swasta sebe_sér 1 b‘éréen
cetefis panibus akan mengakibatkan meningkatnya pertumblfhan ekonomi
rata-rata sebesar 6,4-64 persen. Artinya investasi swasta dapat. | |
mendorong pertumbuhan ekono_mi Kabupaten Tabanan. -Peran sekt_or:
sw_asta terhadap pertumbu_han ekéno_miA Iebth besar dari éektor pubtik:‘
'mencerrﬁinkan _kemajg{a'n suatt _ daerah ,“_k'aréna .pe'r_an-- _pehefintaﬁ -
seharusnya hanya sebagai pendorong terhadap fungsi ekonomi yangj
tidak dijalankan oleh swasta.

Koefisien regresi varia'belv perturnbuﬁan penduduk 'neg-atif '
sebesar -1,885, Artinya kenaikan 1 persen penduduk akan mengurangi
pertumbuhan ekonomi sebesar -1,885 persen. Koefisien variabel investasi
pemerintah negatif sebesar -3,852 . Artinya penggunaan dana
pembangunan di Kabﬁpaten Tabanan tidak dapat mendorong
pertumbuhan - ekonomi. Hal ini menunjukkan dengan meningkatkan
pertumbuhan investasi pemerintah daerah sebesar 1 persen ceferis
paribus akan mengakibatkan menurunnya pertumbuhan ekonomi sebesar
—3,852 persen. Koefisien regresi varigbel pengeluaran konsumsi
pemerintah Kabupaten - Tabanan sebesar -2,722. Artinya bahwa
penggunaan dana konsumsi pemerintah di Kabupaten Tabanan tidak
dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan dengan

meningkatnya konsumsi pemerintah sebesar 1 persen citeris paribus akan
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n-xe,ngakibatk'an menurunnya pert'UmbuAh'én' ekonomi sébesa’r 2,722
| p‘ervseh- | | o
Koefisien variabel pajak sebesar 109,586 . Artinya pajak dapat
- rhendorong pertumbuhan ekonomi Kabqpaten "Tabanan. Hal ini
menunjukkan denga_n meningkatkan bertumbuban pajak sebesar 1 persen
ceteris paribus akan mengakibatkan meningkatnyé pertumbuhan Qkonomi
' sé.bésar .109’586 persen. Koefisien (eg-ré_si ekspbr 'sebesér_‘ 0,192, -
menunjukkan dengan meningkatnya volume ekspor sebesar 1 persen
~ ceteris paribus akan mengakibatkan meningkatnya pertumbuhan ekonomi
ré’ta-rata sebesar 0,192 persen. Arinya ekspor dapat rﬁehdorong
periumbuhan ekonomi Kabupaten Tabanan.

Temuan ini - menjadi masukan bagi pemerintah Kabupaten
Tabanan béhwa peningkatan PDRB dapat dilakukan dengan cara
‘mendorong berkembangnya investasi swasta dengan cara memberikan
iklim investasi yang kondusif. ‘Selain itu perlu diperhatikan pengeluaran
rutin yang ada di dalam APBD untuk diperhatikan secara cermat karena
dalam penéglitian ini terdapat korelasi yang negatif antara peng'eluaran.
| rutin terhadap PDRB. Variabel lain yang periu dicermati adalah pajak,
sebab pajak cukup berpengaruh besar terhadap PDRB Kabupaten

Tabanan.
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K;';}bu'pat_en: .'fabanan juéa _perlu ‘mémpérhatikan usaha-usaha
‘e‘konor.ni | prc.wduktif, yang berorientasi ekspor sebab ekspor ternyata
j;‘nempunyai korelasi positif terhadap PDRB Kabupaten Tabanan.

Melihat ‘be"samya nilai F dan R? di. atas maka dapat disimpulkan
-'bahwa model :d.-alam penelitian ini cukup fit.

..-A_Iterﬁatif- f’engembangan Rumusan Kebijakan dari Faktor-faktor 7
Dominan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dengan
menggunakan pendekatan PETS Analysis .

Pendekatan ini secara umum menilai dan mempertimbangkan
faktor iﬁvestasi swasta, jufﬁlah penduduk, investasi pemérintah,
pengeluaran rutin, pajak dan ekspor daerah yang mempengaruhi
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tabanan. Semua faktor —faktor
penting itu kemudian ditentukan faktor determinan yang membengaruhi
pertumbuhan ekonomi. Kemudian dibuat dalam bentuk tabel-tabel,
selanjutnya faktor-faktor itu dianalisis, dikaji dan dinilai di beri bobot 1
sampai 4. Bobot dalam arti urgensi nya pengaruhnya terhadap
pertumbuhan ekonomi.

Dengan melihat konteks keseimbangan kemudian tabel-tabel itu
dianalisis, dinilai d_an di komparasi satu sama lainnya untuk kemudian

menghasilkan input rumusan kebijakan yang paling mungkin dan ideal

-dilaksanakan.
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" Analysis . PETS mengkajl secara méndalam .empat faktof besar
pokok terhadap sebuah proposal kebuakan publlk yaitu faktor poht|k
ekonomi, teknologl dan sosial. Keempat faktor pokok ini di timbang dan
dikaji 'secara simultan untuk 'kemudién menghasilkén input 'ru:rﬁusan
kebijakan yang mungkin dilakukan. ‘ |

Dalam |mplementaSI dl Iapangan penulis menjabarkan Iag: ke
) _empat faktor utama tersebut menjadl enam faktor yaltu Politik, Ekonom| -

Teknologi/ Tekn:s, Sosial ditambah Administrasi dan_ Hukum. -

a. Alternatlf Rumusan kebijakan pertumbuhan ekonomi yang
menekankan pada Investasi Swasta.

Dari hasil anahsns penulis, yang sumbermya dari para stakeholder
maka akan dibuat suatu tabel dan membuat skoring. Dalam menllal
perumusan kebijakan ini penulis mendapat informasi dari para lnforman
di lingkungan Pemerint;ah Kabupaten Tabanan, informasi yang diperoleh
di beri'bdbot dan di skor, skala yang digunakan dalam penelitian ini
adalah- skala likert yang dirﬁodiﬁkasi. Untuk penilaian per_umusan
kebijakan publik investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi ini,

nilai skor yang digunakan sebagai berikut :
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0.

Nilai skor'1 = invgstasi swasta tidak dapat diterapkan

Nilai skor 2- = investasi swasta kurang dapat diterapkan

H

Nilai skor 3 = investasi swasta cukup dapat diterapkan

: ZNilai skor 4 = investasi swasta dapat diterapkan

Nilai skor yang diperoleh ini nanti menunjukkan apakah rumusan
kebijakan investasi swasta, dapat diterapkan atau tidak dapét fiiterapkan
dalam peningkatan pertumbuhan ekenomi Kabupaten Tabanan Bali '

Kriteria-kriteria yang digunakan untuk memberi bobot pada
investasi swasta adaiah sebagai berikut : Ekonomis dan finansial, dilihat
dari segi ekonomi kalau investasi swasta diupayakah s'ebagail
pembentukan modal délam rangka menjalankan roda perekonomian
akan dapat meningkatkan perekonomian di Kabupaten Tabanan, ini
didasarkan oleh pernyataan Kasub. Bid. Ekonomi Bappeda Kabupaffen
Tabanan di mana telah dilakukan upaya-upay-(a untuk mérangsang
masuknya investor datang ke Kabupaten Tabanan untuk menanamkan
.modalnya dan diperkuat dari hasil perhitungan regresi yaﬁg dilak.ukan
penulis yang menyatakan kenaikan 1 persen‘inve'stasi swasta akan
mengakibatkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,464
persen dengan ka_lta lain dari segi ekonomi input. rumusan kebijakén

investasi swasta itu cukup dapat diterapkan = ( skor : 3 ). Teknis,

menyangkut pertimbangan dalam pelaksanaan di lapangan setelah
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d'itanyaka'n pada kepala.Bappeda Kabupaten Tabanan tidak mengalami '

: ‘kesLJIitani karena didukung oleh'staf yang biéa_diand-alkan dan didukung’.

oleh perangkat keras seperti komputer, mesin ketik dan sarana lainnya
.yang éda,-jika'dilihat dari segi teknis input rumusan kebijakan investasi
swasta ini dapat dilaksanakan di lapangan secara teknis = (skor: 4).

Administrasi, jika dilihat dari_segi administrasi yang menekankan

- pada kesesuaian tujuan, perencanaan dan prosedur dan atu{?an yang

' ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan maka dari tujuan yang

ditentu_kén dan upaya-upaya yang :dilakukan oleh pemerintah Kabupaten
Tabanén ini- telah menampakkén kesesuaian yang mana dari‘ tujuan
meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menggalakkan modal dari
masyarakat dan swasta dan telah dilakukan oleh Bidang Perekonomian
pada kantor Bappeda KabLJpaten Tabanan dengan berbagai upaya
menarik penanam modal domestik maupun asing , maka secara

" administrasi input rumusan investasi swasta ini dapat dilaksanakan =

(skor:4).

T

Dilihat dari ségi Hukum / Legalitas, yaitu input rumusan kebijakan .

investasi swasta ini tidak bertentangan dengan peraturan hukum / perda-
perda yang berlaku dan mendapat legitimasi dari berbagai pihak =
( skor : 4 ). Sedangkan aspek sosial, yaitu input rumusan kebijakan

investasi swasta tidak akan menimbulkan beban sosial terhadap
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masyafaka{_ rhr‘énya saja yang akan me‘n’irﬁbulkan damipak: ﬁeg;atif akiba’_{
investasi éw_as';a ini -agar di.diskuéi-k-én l.ebih mendalam contohnya kasus
Bali Nirwana Resort yeiing telah diuraikan pada bagian terdahulu
( keterangan Kakansospol :Kabupaten :Tabahan ) , akibat berbenturan
_dengan nilai adat istiadat ;'setempat agar: t“idak‘dipaksakan realisasinya —
(-skpr‘: 3 ).IDOHﬁs,rneﬁyangkut dukdngan masyarakat secara politis
'.terhédép - !nbl,_lt‘ Jrumusar;g kel;ijékan.: investasi _swasta yang akan
dilaksanakan nantinya, penulis melihat dapat:dukungan déri masyarakat

mi terbukti dari usulan-usulan dari bawah { Desa atau Kecamatan ) yang
lesampalkan kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan banyak yang
menginginkan adanya penanaman modal agar ditanamkan di wilayahnya
= ( skor : 3 ). Untuk lebih ringkasnya penilaian investasi swasta dapat

dilihat pada tabel 4. 31
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- Tabel 4. 31
Krltena penllalan investasi swasta
No. Krltna { Penilaian Skor
1. Ekonomis dan Finansial ( Economic and Financial
Feasibifity ) :
Jika input rumusan kebijakan ini diterapkan maka akan 3

memerlukan dana yang cukup besar untuk promosi dan
merangsang masuknya_ investor , namun demikian
rumusan ini jika diterapkan akan menghasilkan
pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

2. Teknis { Technical Feasrbmty) i :
Tingkat kesulitan pelaksanaan input rumusan ini Jlka : - 4 .
dilaksanakan sebagai kebijakan ini secara teknis akan
diterapkan dilapangan tidak begitu sulit karena telah siap
baik dari segi tenaga SDM maupun perangkat kerasnya.

3. Administrasi ( Administrative Operability )
Adanya reformasi sistem perijinan dan -kemudahan 4
administrasi serta kesesuaian prosedur sehingga ongkos
pembuat ijin dan ongkos pungut dapat ditekan.

4. Hukum / ( Legal Feasibility )

Input rumusan Kebikan ini tidak bertentangan dengan 4
hukum dan peraturan perundang- undangan yang '
berlaku.

! 5, Sosial { Social Feasibility )
Dalam input rumusan kebijkan invesiasi swasta yang 3
akan diterapkan dapat tidak bisa diterapkan begitu saja,
harus disosialisasikan teriebih dahufu.

6. Politik
Investasi swasta ini akan cukup mendapat dukungan dari 3
masyarakat .
Jumiah . ' 21

i Sumber : Data diolah

Hasil skoring dari penilaian input rumusan kebijakan pertumbuhan
1 ekonomi ini- dengan nilai skor 21 : 6 = 3,5, dibulatkan ke atas ( 4 ),
berarti input rumusan kebijakan ini dapat diterapkan. Input rumusan

kebijakan pertumbuhan ekonomi ini dari segi investasi swasta belum bisa
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semua diterima di bebarapa instans; _terkait ka‘rené' be{t'imb_angan yang
adea seperitl aspek sosial, yaitu input rumu-s;'ah I-ﬁebijakén investasi swasta
iidak sepenuhnya bebas dari beban sosial seperti dampal} negatif akibat
vestast swasta ini agar didiSkusikan__ lebih mendalam contohnya kasus
Bali MNirwana Resort yaﬁg telah diuraikan pada bagian teirdahulu, sedikit
kutipan dari Kakansospol Kabupaten Tabanan :

.....investasi swasta yang berbenturan dengan nilai adat istiadat.
sctempat agar tidak dipaksakan realisasinya. Sedangkan menyangkut
dukungan masyarakat secara politis terhadap Input rumusan kebijakan
investasi swasta yang akan dilaksanakan nantinya harus mendapat -
dukungan dari masyarakat.,, “

Dari segi aspek sosial dan politis input rumusanimenggélakkan
kebijakan investasi swasta guna menigkatkan pertumbuhan ekonomi
harue mampu beradaptasi dengan kebutuhan yang ada dimasyarakat
sehingga datangnya investor yang akan menanamkan nﬁodalnya akan
disambut baik oleh masyarakat dimana investasi tersebut diiakukan.

b. Alternatif Rumusan Kebijakan ekonomi yang menekankan pada

Pertumbuhan Penduduk

Pada negara berkembang yang mana produkt]vitas penduduknya
rendah akan menjadi masalah jika pertumbuhan penduduk itu tidak
dikendalikan, pertumbuhan penduduk ini akan :menggerogoti
pertumbuhan ekonomi yang ada, ini akan mengakibatkan menurunnya

tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut. Dari fenomena di atas dan

analisis penulis, yang sumbernya dari para stakeholder maka akan dibuat
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3 --sua;(u tébél dan membuat s_k-orin-g, -Délarh-'n{eﬁiléi“pe.rur-;]us-an_keE;ija’_kan ;
ini peiﬁuiis: men‘dapat_ '..inforrhévs'i -;iari para 'iihfo'rmén'_ di lingkungan
Pemerintah Kabupateng. Tabanan, informasi yang diperoleh di beri bobot
dan di skor, skala yang digunal_(an dalam penelit,iangihi-adalah skala likert -
yang dimodifikasi. :Untuk penilaién perumusan kebijakan publik
' p_ertumbuhan peﬁduduk terhadap .p:ért_umbuhan ekbn_omi ini, nilai skor
yéng _diigu'nakah sebs}géi befil%ui o | -

pertumbuhan penduduk tidak dapat diterapkan

Nilai skor 1 =

" Nilai skor72 = pertumbuhan penduduk kurang dapat diterapkan
Nilai ékor 3 = p_ertumbuhaﬁ penduduk.cukﬁp dapét diterapkan
NHai skor 4 = pertumbuhan penduduk dapat diterapkan

Nilai skor yang diperoleh ini nanti menunjukkan apakah rumusan
kebijakan pertumbuhan penduduk , dapat diterapkan atau tidak dapat
d.iterapkan— dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Tabanan Bali.

Kriteria-kriteria yang digunakén untuk mémberi bobot pada
pertumbuhan penduduk adalah sebagai berikut : Ekonomis dan finansial,
dilihat dari segi ekonomi kalau pertumbuhan penduduk diupayakan
sebagai penyedia‘ tenaga kerja dalam rangka menjalankan roda
perekonomian tidak dapat meningkatkan perekonomian di Kabupaten
Tabanan, ini didasarkan oleh hasil perhitungan regresi yang dilakukan

penulis di mana pertumbuhan penduduk tidak signifikan terhadap
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“pertumbuhan ekonomi dan koefisiie.n"" regrés;i r_nemperlihatikan" .h-as-il_
dengan kenaikaﬁ 1 pe‘fsen peﬁumbﬁhén Penduduk akan mé-n-gakibatkan
menurunnya pertumbuhan ekonomi sebesar -1,885 ';Jersen dengan kata
lain dari segi ekonomi input rumusan kebijakan pertdmbuhanupendljduk
tidak dapat diterapkan_:s_(‘skor; 1 ). Teknis, menyéngkut peﬁimbéngan
dalam pelaksanaan di Iapéngan 7sete[ah ditanyakan-i pada Bapak; K,etqa
Bappeda Kabupaten Tabananvtic:iak -r__el'e\_/anA kebijakan ini .dilakukan dan -
akan cukup mengalami kesulitan karena kebijakan ini tidak populef,
karena program pemerintah  adalah untuk menekan pertumbuhan
penduduk agar dapat dikendalikan yané selanjutnya berdampak padé
pertumbuhan ekonomi, jika dilihat dari segi teknis input rumusan
kebijakan pertumbuhan penduduk ini kurang dapat dilaksanakan di
lapangan secara teknis = ( skor: 2).

Adr‘ninistrasih, jika diiihatrdari segi-administrasi yang menekankan
pada kesesuaian tujuan, perencanaén dan prosedur dan aturan yang
ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan maka dari tujuan yang
ditentukan dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten
Tabanan ini kurang menampakkan kesesuaian yang mana dari tujuan
meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan
pertumbuhan penduduk kurang sesuai karena program pemerintah

Kabupaten Tabanan justru menekan pertumbuhan penduduk dengan
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program Keluarga Be_re'né;aha . makas;ééar_a" ad_miﬁistrasi input rumusan
Peﬁumbuhan Pendudtik.ini kﬁfa’né dépat &ilaksan;:akan = skc;r 2 ) _.
Dilihat dari segi Hukum / Legalitas, yaitu input rumusan kebijakan
I_:’e-_rtumbuhan Penduduk ini tidak bertentangan dengan peraturan hukum /
perda-perda yang berlaku = { skor : 4 ). Sedangkan aspek sosial yang -
ditanyakan kepada Kakansospol Kabupaten™ Tabanan , yaitu _input
| rumusan kebijakan Peri;Jr'nbuhan jF’en'duduk- akan _meﬁim‘bulkan maéélah- '
masalah baru beban sosial dalam masyarakat seperti kekurangan lahan _
pekerjaan, banyaknya pengagguran yang akan cenderung befdampak
negatif akibat untuk memenuhi kebutuhan mereka sedéngkan
penghasilan tidak ada, sehinggla mengakibatkan kerawanan sosial =
{ skor : 1 ). Politis, menyangkut dukungan masyarakat secara politis
terhadap Input rumusan kebijakan pertumbuhan penduduk yang aifan
dilaksanakan nantinya, para pengambil kebijakan melihat kurang
mendapat dukungan dari masyarakat ini terbukti karena banyaknya -
masalah kependudukan yang ada di masyarakat disamping itu itu
keberhasilan program KB mencerminkan kebijakan menekan ledakan .
penduduk telah dapat diterima oleh masyarakat = ( skor : 2 ) . Untuk
lebih ringkasnya penilaian pertumbuhan penduduk dapafc dilihat bada

tabel 4. 32
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. Tabel.4. 32 :
Kriteria Penilaian Pertumbuhan Penduduk
~ No. Kritria / Penilaian Skor
i Ekonomis dan Finansial ( Economic and Financial
Feasibility } .
Jiker input rumusan kebijakan ini diterapkan maka tidak 1,
i akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena ditelan
| oleh pertumbuhan penduduk itu.
2 Teknis { Technical Feasibility )
Secara teknis sulit - diterapka dilapangan karena 2
bertentangan dengan kebijakan yang ada yaitu program . '
KB. :
3. Administrasi ( Administrative Operability
Secara administrasi bertentangan dengan tujuan yang 2
ada sehingga ada kendala administrasi dalam input
pertumbuhan penduduk ini.
Hukum [/ { Legal Feasibility )
Input rumusan Kebijakan ini tidak bertentangan dengan 4
hukum dan peraturan perundang- undangan yang
berlaku.
5. Sosial ( Social Feasibifity }
Pertambahan penduduk akan mengakibatkan masalah- 1
masalah sosial baru di masyarakat
B. Politik
Input rumusan kebijakan pertumbuhan penduduk ini akan 2

kurang mendapat dukungan dari masyarakat .

Jumiah ' 12

Sumber : Data diolah

Hasil skoring dari penilaian input rumusan kebijakan pertumbuhan
ekonomi ini dengan nilai skor 12 : 6 = 2,00 , berarti input rumusan
kebijakan ini kurang dapat diterapkan. Input  rumusan  kebijakan

pertumbuhan ekonomi ini dari pertumbuhan penduduk belum bisa semua
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" diterima karena ;E)értimbéngaa_nfnilai ‘ekonomis -ée';ﬁe_rii kéterangé:n~ Kepala_

Bappeda Kabupaten Tabanan :
* _..pertumbuhan penduduk hanya akan menggerogoti pertumbuhan
ckonomi yang sudah kecil ini dan kalaupun pertumbuhan penduduk akan

digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi akan. memeriukan .

~ lapangan pekerjaan banyak, sedangkan tenaga kerja yang menganggur saja
- sudah banyak baik di sektor pertanian maupun menganggur secara terbuka

-

Jika . dilihat dari’ segij adminisirési yang menekankan pada

kesesuaian tujuan, -perencanaan dan prosedur dan aturan yang

ditetapkan oleh Pemerintah Kabtjpaten Tabanan maka dari tﬁjuan yang -

ditentukan dan-upayé—upaya yang dilakukan oleh pemerintéh’ Kabdpaten
Tabanan'ini kurang menampakkan kesesuéian yang mana dari tujuan. Di
mana peningkatan pertumbuhan penduduk kurang sesuai karena
program pemerintah Kabupaten Tabanan jusiru menekan pertumbuhc;m

penduduk.

Sedangkan aspek sosial dan politik dari pertumbuhan penduduk ini .

diambil dari beberapa kutipan hasil wawancara terdahulu dengan

Kakansospoi Kabupaten Tabanan :

“....pertumbuhan penduduk vyang tidak terkendali akan
menimbulkan masalah-masalah baru dalam masyarakat seperti banyaknya
pengangguran yang akan cenderung berdampak negatif. ... Menyangkut
dukungan masyarakat secara politis terhadap input rumusan kebijakan
pertumbuhan penduduk kurang mendapat dukungan dari masyarakat,
keberhasilan .program KB mencerminkan kebijakan menekan ledakan
penduduk telah dapat diterima oleh masyarakat ...
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Dari B‘ébevrapav pertimbangan  yang »menyatakan —Aéi.llitrjxyak
- men‘e'rapi;anr kebijakan pertumbuban pénduddk untuk hﬂeﬁdorong
pertumbuhan ekonomi ini, maka secara arif para pengambil kebijakan
seyogyanya tidak justru mendorong peni-ngkatan jumiah penduduk di

Kabupaten Tabanan Bali.

"c. Alternatif Rumusan Kebijakan ekor-loml yang menekankan pada
Pengeluaran Pembangunan

Dari hasil ana;isis penulis, yang sumbernya dari paré stakeholder
maka akan dibuaf suaty tabel dan membuat skdring.. Dalam ‘m-enilai
perumusan kebijakan ini penulis mendapat informasi dari para informan
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan, informasi yang diperoleh
di beri bobot dan di skor, skala yang digunakan dalam peﬁgtitian ini
adalah skala likert yang dimodifikasi. Untuk penila-ian perurﬁusan
kebijakan publik pengeluaran pembangunan _terhadap pertumbuhan

ekonomi ini, nilai skor yang digunakan sebagai berikut :

Nilai skor 1 = pengeluaran pembangunan tidak dapat diterapkan
Nilai skor 2 = pengeluaran pembangunan kurang

dapat diterapkan
Nilai skor 3 = pengeluaran pembangunan cukup dapat diterapkan
Nilai skor 4 = pengeluaran pembangunan dapat diterapkan
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Nilai skor yang diperoleh. ini nanti menunjukkan ébékqh rumusan

kebijakan pehgeluarén pembangunan, dapat dit'erapkah atau tidak 'dapat

diterapkan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten

'Tabanan Bali.

Kriteria-kriteria yang digunakan untuk memberi bobot pada

pengeluaran pembangunan adalah sebagai berikut : Ekonomis dan

finansial, dilihat dari segi ekonomi kalé'u_ pengeluaran pembangunan -

diupayakan -sebagai pembentukan modal dalam rangka menjalankan
roda perekonomian tidak akan dapat meningkatkan perekonomian di
-Kabupaten Tabanan, ini didasarkan oleh hasil perhitungan régreéi yang
dilakukan penulis di mana pengeluaran pembangunan tidak signifikan
terhadap pertumbuhan ekonomi, dan di dapat hasil koefisien regresi —
3,852 yang berarti kenaikan 1 persen pengeluaran pembangunan akan
mengakibatkan pertumbuhan ekonomi negatif sebesar 3,852 persen
dengan kata lain dari segi ekonomi in-put rumusan kebijakan pengeluaran

pembangunan itu tidak dapat diterapkan = ( skor : 1 ). Teknis,

menyangkut pertimbangan dalam pelaksanaan di lapangan setelah

~ ditanyakan pada Kabag Keuangan Kabupaten Tabanan tidak mengalami

kesulitan karena didukung oleh staf yang bisa diandalkan dan didukung
oleh perangkat keras seperti komputer, mesin ketik dan sarana lainnya

yang ada, jika‘ dilihat dari segi teknis input rumusan kebijakan

T

_..._,.m-

,,-A
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lPén‘geiuaran' Pem‘t‘)aﬁgunan‘ ini dapat diiaksénakan di. lapangan secara-
- teknis = ( skor : 4).
Administrasi, jika dilihat dari segi administrasi yang menekankan
: padé kesesuaian tujuan, perencanaan dan prosedur dan aturan yang
: :ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tat_)anan ‘maka dari tujuan yang
: ‘cri_itentukan dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten
Tabanan_ ini te!_ah_menampakkan 'keseéuaian yang mana dari tujuan
_ méningka_tkan pértumbuhan ekonomi dengan menggaiakkan modal dari
pemerintah tetapi dalam penelitian ini pengeluaran pembangunan tidak
signfﬁkan terhaéap pertumbuhan ekonomi dari pengamatan ‘penulis
terlalu banyak alokasi dana pembangunan digunakan untuk membangun
gedung —gedung yang sifatnya tidak produktif seperti balai pertemuan,
rumah dinas, kantor dsb, maka secara administrasi input rumusan
pengeluaran pembangunan ini kurang dapat dilaksanakan = ( skor: 2).
Dilihat dari segi lHukum ! Legalitas, yaitu input rumusan
kebijakan pengeluaran pembarigunan ini tidak bertentangan dengan
peraturan hukum / perda-perda yang berlaku dan mendapat legitimasi
dari berbagai pihak — ( skor : 4 ). Sedangkan aspek sosial yang
ditanyakan kepada Kakansospol Kabupaten Tabanan mengatakan, yaftu
input rumusan kebijakan pengeluaran pembangunan tidak akan

menimbulkan beban sosial terhadap masyarakat hanya saja yang akan
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menlmbulkan kesan- negattf Jlka alokaS| dananya tldak -tepat sepem
pembangunan gedung-gedung yang sﬁatnya tldak produkttf dan -sefikit
sekali berdampakrpada masyarakat seperti .pembengunan rumah dinas,
kantor~kéntor‘,yang masih layak dipakaiv:> ( skor : 3 ). Politis, menyangkut
dukungan masya['akat,s_ecara politis terha&ap Input rumusan keb'ijakan
-_pengeluaran pembéng_unén yang akan diléksanakan -naint_i_nya, penuiis;
melihat dapat dt.ikungén-‘d_aﬁ“ maéyérakaf_ in-i- _tefb;Jkti 'défi usulan-usulan -
dari bawah ( Desa -atau Kecam-atarn ) yané disam;;)aikan kepada -
Pemerintah Kabupaten Tabanan banyak yang menginginkan adanya |
penanaman modél dén’ pemeriﬁtah (- Anggaran Perﬁbangunan) agar
ditanamkan di wilayahnya seperti jalan dan jembétan sebagai kelancaran
pi'asarana ekonomi = ( skor : 3 ). Untuk lebih ringkasnya penilaian

pengeluaran pembangunan dapat dilthat pada tabel 4. 33
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- Tabel.4. 33
Kriteria Penilaian pengeluaran pembangunan

No.

" Kritria / Penilaian Skor

Ekonomis dan Finansial ( Economic and Financial
Feasibility )

Jika input rumusan kebijakan ini diterapkan maka tidak 1
akan meningkatikan pertumbuhan ekonomi.

Teknis { Technical Feasibility )

Tingkat kesulitan pelaksanaan input rumusan ini jika 4
dilaksanakan sebagai kebijakan ini secara teknis akan | -
diterapkan dilapangan tidak begitu sulit karena telah siap
baik dari segi tenaga SDM maupun perangkat kerasnya. -

Administrasi ( Administrative Operability )
Secara administrasi input rumusan kebijakan ini tidak 2
akan sulit di lakukan. Karena mekanisme pemerintah
Kabupaten Tabanan masih berjala baik.

Hukum / ( Legal Feasibility )
Input rumusan Kebijakan ini tidak bertentangan dengan 4
hukum dan peraturan perundang- undangan yang
berlaku.

Sosial { Sociaf Feasibility )
Dalam input rumusan kebijkan pertumbuhan ekonomi 3
yang akan diusuikan dapat diterima di masyarakat karena
berhubungan dengan investasi yang dilakukan oleh
pemerintah yang ditawarkan kepada masyarakat.

Politik
Rumusan kebijakan ini akan cukup mendapat dukungan 3
dari masyarakat .

Jumlah - 17

Sumber : Data diolah

Hasil skoring dari penilaian input rumusan kebijakan pertumbuhan
ekonomi ini dengan nilai skor 17 : 6 = 2.83 , lebih dekat ke nilai 3, berarti
input rumusan kebijakan ini cukup dapat diterapkan. Input  rumusan

kebijakan pertumbuhan ekonomi ini dari segi investasi pemerintah dilihat
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- PR dari terbagai aspek belum bisa semua diterapkan karena pertimbangan
yang "ada, sepér_ti pada aspek soéial dan politik yang di—kutip dari
~ pernyataan Kakansospol Kabupaten Tabanan sbb :

‘-‘....-kebijakan pengeluaran pembangunan yang alokasi dananya

tidak tepat seperti pembangunan balai pertemuan, rumah dinas, dan

| - gedung-gedung kantor yang masih layak untuk digunakan agar dikurangi

| ‘ - pembangunannya dan dialihkan ke sektor produktif...” '

Menyangkut  dukungan  masyarakat terhadap  kebijakan
pengeluafan per;nbangunan masih mendapa—t dukUngah sepanjang

digunakan me_mbanguh sektor publik seperti : jembatan , jalan, pasar dsb.
d. Alternatif Rumusan Kebijakan ekonomi yang menekankan pada

Pengeluaran Rutin

Dari hasil analisis penulis, yang sumbernya dari para stakeholder

maka akan dibuat suatu tabel dan membuat skoring. Dalam menilai

perumusan kebijakan ini penulis mendapat informasi dan para informan
| di 'lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan, infofmasi yang diperoleh
di beri bobot dan di skor, skala yang digunakan dalam penelitian ini
adalah skala likert yang dimodifikasi. Untuk penilaian perumusan |
kebijakan publik pengeluaran rutin terhadap pertumbuhan ekonomi ini,

nilai skor yang digunakan sebagai berikut :

Nilai skor 1 = pengeluaran rutin tidak dapat diterapkan
Nilai skor 2 = pengeluaran rutin kurang dapat diterapkan
Nilai skor 3 = pengeluaran rutin cukup dapat diterapkan



- Ni!ai-skd_r 4—“:-behgé1uatan rutin:.dawpat dit—era:pkan"

_fNitai ékﬁr Qang q\iperoléh ininanti menunjukkan apakah rumusan
kebiéakan pengeluaran rutin, dapat diterapkan atau tidak dapat
' diterépkan Vdalam' péfningkatan periumbuhan ekonomi Kabupaten
| Tab"anan Bali. 7

Kriteria~kritéria yang digunakan untuk memberi bobot pada
p'gng-;e_-luarén rutin adaléh sebagai berikut : Ekonomi$ dain finansial, dilihat
dari segi ekonchmi‘ kalau pengéluaran rutin diupayakan sebagai
pembentukan modal yang akan di konsumsi kan dalam rangka |
menjalankan -roda perekonomiah- secara signifikan akan dapat
meningkatkan perékonomian di Kabupaten Tabanan akan, ini didasarkan
oleh keterangan Kabag Keuangan Setda Kabupaten Tabanan akan tetapi
dalam hasil perhitungan regresi yang dilakukan penulis pengeluaran
pembangunan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi =
( skor : 2 ). Teknis, menyangkut perﬁmbanga.n dalam pelaksanaan di
lapangan setelah ditanyakan pada Kabag. Keuangén Setda. Kabupaten
Tabanan tidak mengalami kesulitan karena didukung oleh staf yang bisa
diandalkan dan didukung prasarana dan sarana yang ada, jika dilihat dari
segi teknis input rumusan kebijakan pengeluaran rutin ini dapat

dilaksanakan di lapangan secara teknis = ( skor : 4 ).
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Administrasi, jika- dl|lha’[ dan segl adm;mstrasn yang menekankan

pada kesesualan tujuan, perencanaan dan prosedur dan aturan yang
ditetapkan oleh Pemerlntah Kabupaten Tabanan maka dari tujuan yang
ditentukan dan'upaya-upaya. yang ditakukan oleh pemerintah Kabupafen
Tapanan.ini telah menampakkan kesesuaiaﬁ yang mana dari tujuan

meningkatkan perturhbuhah ekonomi _dengain menggalakkan modal

- pemerintah yang n‘a‘ntinya -di_gﬁnaka.n untuk mengkdnsuméi barang- dan.

jasa yang selanjutnya menjadi efek penggandaan dari perekonomian
setempat, maka secara administrasi input rumusan pengeluaran rutin ini
dapat dilaksanakan = ( skor: 4).

Dilihat dari segi Hukum / lLegalitas, yaitu input rumusan
kebijakan pengeluaran rutin ini tidak bertentangan dengan peraturan
hukum / perda-perda yang berlaku dan mendapat legitimasi dari berbagai
pihak = ( skor: 4). Sedé_ngkan dari aspek sosialnya, yaitu input rumusan
kebijakan pengeluaran rutin akan menimbulkan kritikan-kritikan dari
masyarakat karena dana yang dialokasikan pemerintah banyak yang
tidak produktif .seperti perialanan dinas yang tidak begitu perlu

pengeluaran tunjangan-tunjangan yang sangat besar jumlahnya baik di

kalangan eksekutif maupun legislatif, ini akan menimbulkan beban sosial

terhadap masyarakat dimana pajak yang ditanggung oleh masyarakat
tidak sepenuhnya dikembalikan lagi melalui pemerintah kepada hal-hal
yang bersifat produktif = ( skor : 2 ). Politis, menyangkut dukungan
masyarakat secara politis terhadap Input rumusan kebijakan pengeluaran
rutin yang akan d.ilaksanakan nantinya, penulis melihat kurang mendapat

dukungan dari masyarakat ini terbukti banyak usulan agar pengeluaran



rutin dikurangi dialihkan ke pengeluaran pembangundn = { skpr : 2 3.
Untuk lebih ringkasnya penilaian pengéluarén “rutin terhadap

pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pada tabel 4. 34

Tabel 4. 34
Kriterta Penilaian Pengeluaran Rutin

Kritria / Penilaian T Skor

Ekdnomis dan Finansial ( Economic and Financial
| Feasibility ) L -
Jika input rumusan kebijakan ini diterapkan maka akan ) 2
memeriukan dana yang cukup besar untuk biaya pegawai
dan konsumsi pemerintah dan bisa mengurangi
pertumbuhan ekonomi karena belum tentu secara
langsung uang yang di peroleh dibelanjakan di Kabupaten
Tabanan.

Teknis ( Technical Feasibility )
Tingkat kesulitan pelaksanaan input rumusan ini jika 4
dilaksanakan sebagai kebijakan ini secara teknis akan
diterapkan difapangan tidak begitu sulit karena telah siap
baik dari segi tenaga SDM maupun Perangkat kerasnya.

Administrasi { Administrative Operability )

Dari segi tujuan, perencanan dan prosedur tidak begitu 4
sulit diterapkan karena dikelola oleh pemerintah daerah
setempat.

Hukum [/ { Legal Feasibility )
Rumusan Kebikan ini tidak bertentangan dengan hukum 4
dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Sosial ( Social Feasibility )
Input rumusan kebijkan pertumbuhan ekonomi yang akan 2
diterapkan dapat kurang dapat diterima di masyarakat
karena terkesan tidak produktif.

Politik
Rumusan kebijakan ini akan kurang mendapat dukungan 2
dari masyarakat .

Jumlah 18

Sumber : Data diolah
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' ~ Hasil skoring dari periifaian ianxt rumusan kebijakan pertumbuhan

"ekonomi inil dengan nilai skor 18 6 = 3 berarti input rumusan kebijakan -

ini cukup dapat diterapkan.  Input rumusan kebijakan pertumbuhan

ekonomi. ini- dari segi pengeluaran rutin belum bisa semua diterapkan

seperti pada aspek sosial dan politik dari kebijakan pengeluaran rutin

yang diungkapkén oleh Kakansospol Kabupaten Tabanan :

(13

- b1sa menmgkatkan Kinerja pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten
Tabanan seperti pendidikan, pelatihan, kursus-kursus dsb. Dan hendaknya

pengeluaran rutin seperti perjalanan dinas yang tidak begitu perlu dan -

tunjangan-tunjangan yang sangat besar jumlahnya baik di kalangan
ekSekutif maupun legislatif agar dikunrangi...”

Kesemuanya . biaya-biaya - ini- menimbulkan beban terhadap

anggaran pemerintah yang sudah sangat terbatas.

e. Alternatif Rumusan Kebijakan ekonomi yang menékankan pada
Pajak

Dari hasil analisis penulis, yang sumbernya dari para stakeholder

maka akan dibuat suatu tabel dan membuat skoring, Dalam menilai

perumusan kebijakan ini penulis mendapat informasi dari para informan
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan, informasi yang diperoleh
di beri bobot dan di skor, skala yang digunakan dalam penelitian ini

adalah skala likert yang dimodifikasi. Untuk penilaian perumusan

" agar dana dlaloka31kan pemerintah ke sektor produktif yang -
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kebijakan‘publikj mengenai pajak terhadap psrtumbuhan ekonomi ini, nilai

skor yang diguha-kan sebagai berikut : :

~ Nilai skor 1 peningkatén pajak tidak dapat diterapkan

‘Nilai skor 2 = peningkataﬁ pajak kurang dapat diterapkan

]

Nilai skor 3 = peningkatan pajak cukup dapat diterapkan

‘Nilgi skor 4 peni_ngkatén pajak dapétidite'rapkan

. Niléi ‘skor yané 'dipero_leﬁ ini ﬁanti-menunjukkan_apakah rumusan
kebijakan ‘peningkataﬁ‘ pajak ,_dlapat dit:era'pkan atau tidak dapat
diterapkan dalam peningkatan : pertumbuhan ekonomi Kabupaten |
Tabanan Bali, - "

Kriteria-kriteria yang digunakan untuk memberi bobot pada pajak

adalah sebagai berikut : Ekonomis dan finansial, dilihat dari segi ekonomi
kalau peningkat._an pajak diupayakan sebagai pembentukan modal dalam
rangka fnenjalankén roda perekonomian akan dapat meningkatkan
perekonomian di Kabupaten Tabanan, ini didasarkan oleh hasil
perhitungan regresi yang dilakukan penulis di mana didapat hasil yang
memperlihatkan kenaikan 1 persen pajak akan mengakibatkan
meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 109,586 persen dengan
kata lain dari segi ekonomi input rumusan kebijakan peningkatan pajak

dapat diterapkan bahkan memiliki nilai yang sangat tinggi terhadap

pertumbuhan ekonomi = ( skor : 4 ). Teknis, menyangkut pertimbangan
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dalam pelgksanqan di tapangan setelah .ditanyakah- padaf’Bépak Kepala
bihendé- Kabupéten- Tabanaﬁ tidék_rmengraiami kesulita’h kar:er;né c;lidukuné
oleh staf yang bisa diandatkan dan didu_kung oleh perangkat ker;;ls
‘seperti komputer, mesin ketik dah sarana lainnya yang ada, jiké dilinat
dari segi teknis input rumusan - kebijakan Peningkatan- pajak ini.dabat

dila_ksanakani di lapangan secara teknis = ( skor : 4 A).

Adfnini'strési, jika dilihat _dgri segi administrasi j}ahg ménekankan,
pada kesesuaian tujuan, perencanaan dan prosedur dan aturan yang -

ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan maka dari fujuan yang

ditentukan dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten

. Tabanan ini telah menampakkan kesesuaian yang mana dari {ujuan

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menggalakkan menarik
modal dari masyarakat dan swasta melalui péjak dan salah satu bukti
yang dicapai pemerintah adalah 'hlampir tiap téhun targét penerimaan
PAD dari pajak dapat terealisasi , maka secara administrasi input

rumusan peningkatan pajak ini dapat dilaksanakan = ( skor: 4 ).

Dilihat dari segi Hukum /[ Legalitas, yaitu input rumusan

kebijakan Peningkatan pajak ini tidak berténtangan dengan peraturan
hukum / perda-perda yang berlaku dan mendapat legitimasi dari berbagai
pihak = ( skor : 4 ). Sedangkan aspek sosial dari pendapatnya Bapak

Kakansospol Kabupaten Tabanan, yaitu input rumusan kebijakan
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peningkatan péjak' akan menimbulkan beban sosial terhadap masyarakat -
karena akan mengurangi daya beli masyarakat yang selanjutnya
mengurangi peredaran uang di pasaran, dapat pula mengurangi
permintaan terhadap- barang dan jasa sehingga produksi berkurang yang
akan mengakibatkan menurunnya pertumbuhan ekonomi = { skor : 2 ),
Politis, menyangkut dukungan masyarakat secara politis terhadaprlnput
rumusan kebijakan: pehingkét-an pajak yang akan dilaksanakan nant"i-nya,
penulis melihat tidak akan mendapat dukungan dari masyarakat, ini

terbUkti dari banyak usulan-usulan yang datangnya dari masyarakat agar
dabat keringanan pajak dari dari pemerintah = ( skor : 2 ). Untuk lebih
ringkasnya penilaian penerimaan pajék terhadap pertumbuhan ekonomi

dapat dilihat pada tabel 4. 35
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Kriteria pénilaian penerimaan daerah (pajak)
No. Kritria / Penilaian Skor
| 1. . | Ekonomis dan Finansial { Economic and Financial
Feasibility ) _ L '
Jika input rumusan kebijakan ini diterapkan maka 4
akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang
sangat tinggi.
2. Teknis ( Technical Feasibility ) . _
' Tingkat kesulitan pelaksanaan. input rumusan ini jika 4
_| dilaksanakan sebagai kebijakan -ini secara teknis |
akan diterapkan dilapangan tidak begitu sulit karena
telah siap baik dari segi-tenaga SDM maupun
Perangkat kerasnya.
3. | Administrasi ( Administrative Operability )
Adanya reformasi sistem pemungutan pajak |, 4
sehingga ongkos pungut dapat ditekan.
4, Hukum /{ Legal Feasibility )
Input .rumusan Kebijakan ini tidak bertentangan 4
‘ dengan hukum dan peraturan perundang- undangan
j yang berlaku. '
5. | Sosial ( Social Feasibility )
! Pungutan pajak kurang dapat diterima di masyarakat 2
‘ karena berhubungan dengan mengurangi daya beli
masyarakat.
| 6. | Politik :
9 Input rumusan kebijakan ini akan kurang mendapat 2
dukungan dari masyarakat .
Jumlah 20

Sumber : Data diolah

Hasil skoring dari penilaian input rumusan kebijakan pertumbuhan

ekonomi ini dengan nilai skor 20 : 6 = 3,33 lebih dekat ke nilai 3, berarti




input rurnusan  kebijakan ini -cuk_pr déb’at ditérapkan. Input _rum'usén .
wabijaran pertumbvuhan'.ekonomi ini idéri segi perpajékanj'bélum- bisa
semug diterapkan seperti pada aspek sosial dan pélitik dari sekelumit
Hendopatnya Kakénsos‘pol Kabupaten Tabanan : |
‘..peningkatan pajak akan menimbultkan beban. sosial terhadap
masyarakat karena akan men&,urangl daya beli masyarakat dan dukungan
masyarakat secara pohtls Juga kurang terhadap 1nput rumusan kebl_]akan
peningkatan pajak int . .
7Keb|3akan peningkatan Pajak yang akén dil‘ak’ukan .merlepaI%an'
kebijakan ftfidak populer, dimana akan mengakibatkén penolakan-
penolakan oleh masyarakat yang terbebani oleh péngenaén pajak
tersebut, tetapi di satu sisi kebijakan ini dapat mendorong perturﬁbuhan
skonomi yang tinggi maka dari itu bagaimana upaya pemerintah untuk
ménsosiaiisasikan‘ kepada masyarakat agar pengenaari pajak dari

masyarakat dapat dinikmati kembali oleh masyarakat melalui

pembangunan.

f. Alternatif Rumusan Kebijakan ekonomi yang menekankan pada
Ekspor

Dari hasil analisis penulis, yang sumbernya dari para stakeholder

maka akan dibuat suatu tabel dan membuat skoring, Dalam menilai

perumusan kebifakan ini penulis mendapat informasi dari para informan

di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan, informasi yang diperoteh
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di beri .‘bqbot dan di - skor,. skala yang digunakan dalam penelitian .inf
adalah skala likert yéng dimodiﬁkasi.- Untuk penilaian '-perumUSan
kebijakan publik ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi ini, nitai skor

yang digunakén sebagai berikut :

Nilai skor 1 = ekspor tidak dapat diterapkgn

Nilai skor 2 ‘= ekspor.-kuran_g dapat diterapkan

NiléiA skor 3 =kekSpor 'CUkup dapat diterapkan A - - _
Nilai skor 4 = ekspor dapat diterapkan | |

Nilai skor yang diperoleh in_i nanti menunjukkan apakah rumusan
kebijakan ekspor, dapat -ditera_pkan atau fidak dapat diterapkarh délam
peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tabanan Bali.

Kriteria-kriteria yang digunakan untuk memberi bobot pada ekspor
adalah sebagai berikut : Ekonomis dan finansial, dilihat dari segi ekonomi

kalau ekspor diupayakan sebagai pembentukan modal dalam rangka

“menjalankan roda perekonomian akan dapat meningkatkan

perekonomian di Kabupaten Tabanan, ini didasarkan oleh  Keterangan
Bapak Kepala Dinas Perindag. ~dan hasil perhitungan regresi yang
dilakukan penulis di mana didapat hasil kenaikan 1 persen ekspor akan
mengakibatkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,192
persen dengan kata lain dari segi ekonomi input rumusan kebijakan

ekspor itu kurang dapat diterapkan = ( skor : 1 ). Teknis, menyangkut




140

_7 pert-ihwbaﬁgan' dalam 'p'eiaksanéan_' di lapangan setelah ditanyakan pada

o Bapak Kepéla Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten

Tabanan tidak mlengalami kesulitan karena didukung oleh staf yang bisa
. d-iandal'kan dan didukung oleh sarana dan prasarana lainnya yang ada,
jiké dili.hat dari segi teknis input rumusan keb-ijakan ekspor ini cukup
d;pat dilaksanakan di lapangan secara teknis walau ada sedikit kendala-
: —kéndalé di pengurusan dokumen ekspor namun masih bisa diatasi baik
d;ari pemerintah maﬁpun pengusahal eksportir = ( skor: 3 ).
Administl_"asi,_jika dilihat dari segi administrasi yang menekankan
pada kesesuaian t-tleuan, perencanaan dan prosedur dan aturén yang
ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan maka dari tujuan yang
ditentukan dan upaya-upaya yang dilakukan oleh. pemerintah Kabupaten
Tabanan ini telah menampakkan kesesuaian yang mana dari tujuan
meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menggalakkan modal
melalui ekspor, maka secara aéministrasi input rumusan ekspor ini dapat
dilaksanakan = ( skor: 3 ).

Dilihat dari segi Hukum / Legalitas, yaitu input rumusan kebijakan
ekspor ini tidak bertentangan dengan peraturan hukum / perda-perda
yang berlaku dan mendapat legitimasi dari berbagai pihak = ( skor : 4 ).
Sedangkan aspek sosial, yaitu input rumusan kebijakan ekspor tidak akan
menimbulkan beban sosial terhadap masyarakat = ( skor : 4 ). Politis,
menyangkut dukungan masyarakat secara politis terhadap Input rumusan
kebijakan ekspor yang akan dilaksanakan nantinya, penulis melihat dapat
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dukungan dari- 'mésyéta-lkat'in‘i tér'b_ﬁkti- dari fnuhcuirjya ekspoﬁir—ekspbrtif
di masya_raka_t ’sepérti elgspotir; garmen,: keraji_néﬁ perhiasah perak ,.ukiran
k?i/u dsb = { skor: 4). Untuk Iebih'ringkasnyaA penilaian ekspor terhadap
pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pada tabel 4. 36

Tabel 4. 36
Kriteria Penilaian Ekspor Daerah

No. |

- | Exonomis. dan Finansial ( Economic and Financial |-

Kritria ] Penilaian ' Skor

Feasibility) - - S - : _
Jika input rumusan kebijakan ini diterapkan maka akan 1
memerlukan dana yang cukup besar untuk promosi, dan
rumusan ini jika. diterapkan akan menghasitkan
pertumbuhan ekonomi yang kecil.

Teknis ( Technical Feasibility )
Tingkat kesulitan pelaksanaan input rumusan kebijakan ini 3
jika dilaksanakan sebagai kebijakan, secara teknis akan
diterapkan dilapangan tidak begitu sulit karena telah siap
baik dari segi tenaga SPM maupun perangkat kerasnya.

Administrasi { Administrative Operabiiity )
Secara administrasi ekspor vyang dilakukan oleh 3
pengusaha di Kabupaten Tabanan tidak ada masalah.

.+ Hukum / ( Legal Feasibility )
Input rumusan Kebikan ini tidak bertentangan dengan ' 4
hukum dan peraturan. perundang- undangan vyang
berlaku.

Sosial { Sociaf Feasibility ) |
Ekspor daerah yang akan diterapkan dapat diterima di 4
masyarakat karena berhubungan dengan kesempatan
kerja.

Politik 4
Input rumusan kebijakan ini akan mendapat dukungan
dari masyarakat .

Jumilah 19

Surmnber : Data diolah
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Ha“sii.sISOring c_iari penilaian input ru’musan,kebijékanipértumbﬁhan -
ekonormi ini dengan nilai skor 19 -6 — 316 , lebih dekat ke nilai 3, berarti .
input rumusan kebijakan ini cukup dapat diterapkan. Input rumusan;
kebijakan pertumbuhan ekonomi ini aari segi ekspor belum bisa se'mué -
diterapkan seperti secara teknis ,menyangl;ut pertimbangan dalam |
pelaksanaan di I_apangan dikatakan oleh Kepala Din_as "Perindustrian‘ dan

Pe}dagangah Kabupatén Tabanan ; ' . __ -

“....dari segi teknis kebijakan ekspor imi cukup dapat dilaksar;akan di
lapangan walau ada sedikit kendala-kendala di pengurusan dokumen -
ckspor namun masih bisa diatasi. Sedangkan dari segi administrasi
kebijakan pertumbuhan ekonomi dengan menggalakkan ekspor telah
menampakkan kesesuaian dari tujuan, perencanaan dan prosedur dan
aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan...,.

Kebijakan ekspor merupakan kebijakan yang sangat didorong oleh
pemerintah Kabupaten Tabanan hal ini akan membawa gjampak bagi
perekonomian, yang mana akan dapat rhenyerap ban.yak tenagé kerja jika
ekspor berjalan dengan lancar dan effek pengganda dari kebijakan ekspor
ini akan menumbuhkan kegiatan ekonomi di Kabupaten Tabanan bali.

Adapun Iangkah selanjutnya dipergunakan untuk
merekomendasikan alternatif rumusan kebijakan adalah dengan menguji
dengan melalui beberapa kriteria dengan metode perbandingan kriteria
equivalent alternative method yang menganggap sama terhadap semua

kriteria tanpa melakukan pembobotan terhadap kriteria tertentu

(rasionalitas), yang didasarkan pada pertimbangan bahwa permasalahan
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"rendatha pertumbuhan. ekonomi ‘Kabupaten Tabanan -bukan hanyaj ~

) disebabkan oleh faktor ekonomi semata, namun juga dip-engaruhi oleﬁ 7

faktor-faktor lainnya, seperti halnya politik, administrasi, hukum, sosial
serta hal teknis. Setelah itu dilakukan skoring untuk menilai bobot yang
tertinggi. Skoring dilakukan untuk melihat prioritas input rumusan

kebijakan terpilih.

- Kriteria  dan penilaign dari -masing-masing input rumusan

kebijakan, dengan nilai skor 1 yang berarti tidak bisa diterapkan, nilai

skor 2 yang berarti kurang bisa diterapkan, skor 3 cukup bisa diterapkan'

skor 4 berarti bisa diterapkan. Hasil penilaian kemudian di rekap'itulasi ,
angka 1-4 ini penulis gunakan dengan alasan yang jelas untuk per

kriteria. Hasil penilaian skoring ini bukan dimaksudkan untuk memilih

salah satu input rumusan kebijakan terpilih namun untuk menentukan

prioritas dari rumusan kebijakan yang akan dibuat, karena input-input

kebijakan bersifat saling melengkapi / komplementer. Sebagaimana yang

terlihat pada tabel 4.37 di bawah ini.
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Tabe] 4-37.
Rekapxtulaa skor input rumusan kebijakan pentumbuhan
ekonomi Kabupaten Tabanan Bali. '

t Rumusan . Kriteria

Inpy
Alternatif | Kebijakan Ekonomi | Teknis | Administrasi | Hukum | Sosial | Politik | Total
|| nvestasi 3 -] 4 | 4 4 3| 3 | 21
Swasta ) ]
il Pertumbuhan 1 , 2 : 2 4 1 2 12
' Pénduduk - =
n ) Pengeluaran a 4L 2 T4 3 3 17
- Pembangunan ’
N | PenglRutn | - 2 4 |- 4 g 2 2 18
v Pajak T4 4 | 4 4 2 2 20
vi =kspor 1 3 4 4 | 4 4 19

Sumber : Data diolah

B

rumusan

srdasarkan hasil skoring di atas dapat dihasilkan rangking input

kebijakan sebagai berikut :

1. Rangking | adalah input rumusan kébijakan investasi swasta

dengan nilai skor 21 atau memiliki pertimbangan bobot skoring 21 : 6

= 3,5 { dibulatkan ke atas = 4) yang berarti efektif untuk diterapkan.

2. Rangking Il adalah input rumusan kebijakan pajak dengani nilai skor

20 ata

3) yan

u memiliki pertimbangan bobot skoring 20 : 6 = 3,3 { mendekati

g berarti cukup efektif untuk diterapkan.

3. Rangking lll adalah input rumusan kebijakan ekspor dengan nilai

skor 19 atau memiliki pertimbangan bobot skoring 19 : 6 = 3,16

( mendekati 3) yang berarti cukup efektif untuk diterapkan.
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4. Rangking. IV acjiafé’h input rumusan kél_:)ijakaﬁ B ,ﬁengé!uarahiru’éin ]

dengan nilai skor 17 atau memiliki peﬁimbangan bobot ékofing' 18:6

=3 yang berarti cukup efektif tntuk diterapkan.

5. Rangking V adalah input rufnusan_ _-kebijakan _pengeluaran"

pembangunan dengan nilai skor 17 atau memiliki pertimbangan bobot

skoring 17 : 6 = 2,83 ( mendekati-3) yang. berarti cukup efektif untuk

ditérapkan-

8. Rangking VI adalah input rumusan kebijakan penduduk deng'an nilai

skor 12 atau memiliki pertimbangan bobot skoring 12 : 6 = 2,00

_ yanQ bei‘arti tidak efektif untuk diterapkan-.k : | |
Dari hasil seleksi input rumusan kebijakan tersebut, prioritas yang
direkomendasikan ialah input rumusan pertumbuhan ekonomi dari semua
fakior-faktor yang dominan berpengaruh tersebut karena faktor-faktor
'tersebut saﬁng meteanapi, tinggal sekarang memprioritaskan di faktor
- apa pdling ditekankan sesuai dengan rangking yang diperoleh.- Dalam hal

ini dari kajian penulis karena pertumbuhan ekonomi di kabupaten tidak

hanya dapat diatasi oleh faktor yang paling dominan dan mendapat skor

tinggi, maka faktor dominan lainnya di adopsi juga untuk rumusan
kebijakan tetapi tidak mendapat pricritas di bandingkan dengan faktor

yang paling dominan berpengaruh dia bisa disebut faktor komplementer.
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Artinya pertumbuhan ‘ekonomi y—'arig diharapkan dapat meningkat
dengan mengg'unakan faktor-faktor yéng dominan tersebut sebagai input

rumusan kebijakan.

D. DISKUSI

Hasil analisis menunjukkan dari 8 ya_riabel bebas ternyata
terdapat 4 variabel .bébas yang signifikan 'ya'itu- Investasi _sv;{aéta, )
Pengeluaran rutin, pajak dan ekspor ini dibuktikan dengan berdasarkan
probabilitas, jika probabilitas > 0,05 maka Ho dif_cerima dan probabilitas <
0,05 maka Ho ditolak , untuk investasi swaéta nilai signifikansi 0,000 <
0,05 berarti Ho ditolak dengan kata lain hipotesis yang penulis buat dalam
penelitian ini yaitu “ Peningkatan rasio investasi swasta.terhadap PDRB
(PIY) akan diikuti dengan peningkatan pertumbuhan perekonomian
Kabupaten Tabanan” diterima dan sesuai dengan teori yang dijeiask-an
pada bab sebelumnya dan dilihat dari segi ekonomis cukup memberi hasil .
jika input rumusan kebijakan ini diterapkan serta resikonya juga kecil . -
Pengeluaran Rutin probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak , untuk
Pengeluaran Rutin nilai signifikansi 0,025 < 0,05 berarti Ho ditolak dengan
kata lain hipotesis yang penulis buat dalam penelitan ini yaitu
“‘Peningkatan rasio konsumsi pemerintah terhadap PDRB (GY) akan
diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tabanan ,

diterima tetapi secara ekonomis konsumsi pemerintah Kabupaten
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TabananA .tidak dapat mendorong perfumburhrén ekonomi. Hél _ini
'menunjukkan.-dengah' meniﬁgkatnya kdhsumsi-',pe_rneﬁht’al'; éebeéar 1
persen citeris paribus akan mengakibatkan menurunnya pertumbuhan
ekonomi sebesar —2,722 persen, hal ini tidak da:pat dihindari karena
pemerintah daerah harus membayar. gaji pegawai dan biaya rutin dari
kelancaran aktivitas Pemerintah daerah kabupaten Tabanan.

" Untuk Pajak nilai signifikansi 0,000 < ‘0,05 berarti Ho ditolak
dengan kata Iain' hipotesis yang penulis buat dalam penelitian ini yaitu
“Peningkatan rasio pajak daerah terhadap PDRB (RY) akan diikuti dengan |
peningkafan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tabanan Balt * diteri|;na
ada pendapat lain. mengemukakan bahwa péngenaan pajak pada
masyarakat dapat mengurangi daya beli masyarakat yang selanjutnya
mengurangi kapasitas produksi, tetapi dalam penelitian ini pajak yang
dikenakan oleh pemerintah berpengaruh positif dan nyata terhadap
pertumbuhan gkonomi Kabupaten Tabanan, kendatipun pajak memberi
‘andil terhadap pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi mengandung
- resiko terhadap beban yang akan ditanggung masyarakat ini memeriukan
kehati-hatian pemerintah Kabupaten Tabanan terhadap kebijakan yang
menitikberatkan ‘kepada pajak sebagai prioritas utama guna
menumbuhkan perekonomian Kabupaten Tabanan . Variabel ekspor
probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak, untuk ekspor nilai signifikansi 0,031 <

0,05 berarti Ho ditolak dengan kata lain hipotesis yang penulis buat dalam
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penelitian ini yaitu “Péninékét’aﬁ vdlume Ekspor Déeraﬁ -’Eerﬁaéiap 'P_DRBV |
- (XY) ékan diikuti dengad p_en‘ingka-tan pgitumbl;lhé'n ‘e;konomi Kabupéten
Tabanan, diterima tetapi secara ekonor%is ekspor Kabupaten Tabanan
kurahg mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ipiumehunjukkan dengan
meningkatnya ekspor sebesar 1 bersen c’izferis‘ paribus - akan
mengaki_batkan mer_lddrong pertumbuhan ékonomi sebeis'ar 0,192 persen.

| Sedangkan dua variabel bebas ti&ak siéniﬁkah yaitu-pertu_mbuhan
penduduk probabilita$ > 0,05 rr;aka Ho diteﬁma . u‘_.ntuk pertumbuhah
penduduk nilai signifikansi- 0,535 > 0,05 berarti Ho diterima dengan kata |
lain hipotesis yang penulis bﬁat dalam penelitia‘n -ini-yaitu ‘;Penihgkatar;
pertumbuhan penduduk (PoP) akan berpengaruh signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tabanan®, ditolak dan secara ekonomis
pertumbuhan penduduk I*_(abupateanabanan tidak dapat mendorong
peﬂurﬁbuhan ekoﬁomi. Hal‘ ini menunjukkan dengan meningkatnya
pertumbuhan penduduk sebesar 1 persen citeris paribus akan
mengakibatkan menurunnya pertumbuhan ekonomi sebesar —1,885
persen, seperti yang telah diuraikan pada landasan teori bab sebelumnya |
pengaruh pertumbuhan penduduk pada pembangunan ekonomi telah
menarik perhatian para ahli ekonomi, hanya Maltus dan Ricardo yang
mencanangkan tanda bahaya mengenai dampak pertumbuhan penduduk

pada perekonomian ternyata mendukung penelitian ini.
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Kéndis_i;_ di negara" -bérkémbér_rg .sznumnya ) Ie’_bih._' cepat .

pertumbuhan péndudﬁkn‘ya dibandingkan - pértumbuhan * ekonominya

~ maka .pertumbuﬁan secara riil tidak akan terjadi, karena pertumbuhan

_ ekonomi ditelan oleh pertumbdhan pendu'dﬁk .- Akibatnya tidak ada

peningkatan taraf hidup, ini yang berarti dibutuhkan sumber daya manusia

yang mampu fdiserap _daiam kegiatan prroduksi‘ agar kenaikan

| bertu&buhan-'penc_iudu'k ﬂibaiengi oleh kenaikan_ekohoﬁi-yang'sama.

Untuk Pengeluaran Pembangunan ni_lai'signiﬁkansi‘o,zzs >.0, 05

berarti Ho diterima ‘dengan kata lain hipotesis_Yang.- penulis buat dalam

penélitian ini yaitu “Peningkatan rasio investési pemerintah térhadap
PDRB (GIlY) akan diikuti dengan peningkatan pertumbuhan perekonomian
Kabupaten Tabanan®, ditolak dan secara ekonomis pertumbuhan
penduduk Kabupaten Tabanan tidak dapat mendorong pertumbuhan
ekonomi. Hal  ini menunjukkan dengan meningkatnya pertumbuhan
penduduk sebesar -1 persen citeris paribus akan - rﬁengakibatkan

menurunnya pertumbuhan ekonomi sebesar -3,852 persen. Dalam

penyusunan anggaran di-kabupaten Tabanan lebih banyak didominasi

oleh eksekutif, pada kenyataannya alokasi anggaran rutin lebih besar
porsi nya dari anggaran pembangunan, dan anggaran pembangunan
yang idealnya digunakan untuk kepentingan publik sering kali dana ini
diselewengkan, dan pelaksanaan proyek pun terkesan asal-asalan dan

belum tentu bermanfaat bagi masyarakat.
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Sedan.gkan kajian kualitatif dari kebijakan mengenai inbe—stasi_
swasta yang dilihat dari segi ekonomi jika investasi svi}és'ta_diljpayékan
sebagai pembentukan modal dalam rangka menjalankan roda
perekonomian akan dapat meningkatkan perekonomian di Kabupaten
Tabanan, irﬁ didasarkan oleh pernyataan Kasub. Bid. Ekonomi Bappeda
Kabupaten Tabanan :

“...di mana telah dilakukan upaya—"ﬁ;iaya unmi( merangséng'
masuknya investor datang ke Kabupaten Tabanan untuk menanamkan
- modalnya seperti memberikan keringanan pajak dan membuat fasilitas

Jalan menuju daerah yang dibuka untuk diinvestasikan...”
dan diperkuat dari hasil perhitungan regresi yang dilakukan penulis yahg
menyatakan kenaikan 1 persen investasi swasta akan mengakibatkan
meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,464 persen. Menyangkut
pertimbangan dalam pelaksanaén di lapangan juga telah ditanyakan
kepada Kepala Bappeda Kabupaten Tabanan pendapat beliau sbb :

..... dari segi teknis di lapangan tidak mengalami kesulitan karena
didukung oleh staf yang bisa diandalkan dan didukung oleh perangkat
keras seperti komputer, mesin ketik dan sarana lainnya yang ada...”

Jika dilihat dari segi administrasi yang menekankan pada
Kesesuaian tujuan, perencanaan dan prosedur dan aturan yang
ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan maka dari tujuan yang
ditentukan dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten

Tabanan ini telah menampakkan kesesuaian yang mana dari tujuan

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menggalakkan modal dari .
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masyarakét dan swasta dan télah dilakukan oleh Bidang Perekonomian

pada‘ kantor Bappedar Kabupaten' Tabanan dengan berbagai upaya . -

menarik penanam modal domestik maupun asing.

Dilihat_dari segi Hukum / Legalitas, kebijakan investasi swasta ini

. tidak bertentangan dengan peraturan hukum / perda-perda yang berlaku

dan mendapat Iegitimas_i dari berbagai pihak. Sedangkan aspek'so_sia'l,
yaitu inpurt‘ rumusé_h kebijakén “investasi swasta t-i:d‘ak banyak ékaﬁ_ '-
menimbulkan beban sosial terhadap masyarakat. Menyangkut dukungan
masyarakat secara politis terhadap input rumusan kebijakan investasi
swasta yang akan dilaksanakaﬁ nantinya, penulis melihat dapat du'ku.ngan
dari masyarakat ini terbukti dari usulan-usulan dari Desa atau Kecamatan
yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan.

Sedangkan pada Kebijakan pertumbuha_n penduduk dilihat dari

segi ekonomi kalau pertumbuhan penduduk diupayakan sebagai

" penyedia tenaga kerja'dalam rangka menjalankan roda perekonomian

tidak dapat meningkatkan perekonomian di Kabupaten Tabanan, ini
didasarkan oleh hasil perhitungan regresi yang dilakukan penulis di mana
pertumbuhan penduduk tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
dan koefisien regresi memperiihatkan hasil dengan kenaikan 1 persen
pertumbuhan Penduduk akan meﬁgakibatkan menurunnya pertumbuhan

ekonomi sebesar "-1,885 persen. Menyangkut pertimbangan dalam
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ﬁelak_sanaan’ di lapangan setefah. dita,nyakén bada Bépak'_Kepa!a
7 Babpedal'Kabupaten Tabanan :sbb: 3 | | |
“...Kebyjakan im tidak relevan dilakukan dan akarg cukup
mengalami kesulitan - karena kebijakan ini tidak populer, karena
program pemerintah adalah untuk menekan pertumbuhan penduduk .
agar dapat dikendalikan yang selanjutnya berdampak pada
pertumbuhan ekonomi...” ‘ :
Jjika dilihat dari segi teknis  input rumusan kebijakan
' pertumbuhan penduduk ini': kurang dapat- dflal{sa'nai(a'n di '_!a;;angah-
secara teknis. Jika dilihat dari segi administraéi yang ;nel—'lekankan pada
kesesuaian tujuan, perencanaan dan proéedur dan- aturan yang
ditetabkan oleh Pemerintah Kabupaten- Tabanan maké dari tujuan yang
ditentukan dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten
Tabanan ini kurang menampakkan kesesuaian yang mana dari tujuan
meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan
pertumbuhan penduduk kuraﬁg sesuai karena prbgram pemerintah
Kabupaten Tabanan justru menekan pertumbuhan penduduk dengan
program .Keluafga Berencana.

Dilihat dari segi Hukum / Legalitas, kebijakan Pertumbuhan
Penduduk ini tidak bertentangan dengan peraturan hukum / perda-perda
yang berlaku. Sedangkan aspek sosial kebijakan Pertumbuhan Penduduk
akan menimbulkan masalah-masalah baru beban sosial dalam

masyarakat seperti kekurangan lahan pekerjaan, banyaknya

pengangguran yang akan cenderung berdampak negatif dalam kehidupan



fn‘asyarakat.. Me-rjyaﬁ(;:lkuf—dl:tk;.lﬁg_én -rﬁ;syérakat‘.se_éarafpolitis te-rhadap |
kebijakén -perfUr;tﬁbuhan pendudljk yang akan dilaksanakan nanﬁn_ya, ‘para
pengainbil kebijakan melihat kurang mendapat :dukungan dari
masyarékat. |

‘ - Pada pengeluaran pembangunan dilihat dari segi _ekonomi
,kalauj pengeluaral‘:i' _pembangunan_ diupaYakan; tidak akan _ dapat
me'_nin—gkatkéﬁ p'er_eko_nomian di ._Kabu_pétén "I;abana‘n,_ ini"didééér’kén oleh
hasil perhitungan njagresi yang dilakukan penulis di mana pengeluaran
pembang:unan tidak signifikan terha_dap pertumbuhan ekohomi,'_ dan di |
‘dapat hasil kc;eﬁsien regresi —3,85.’é yang berarti kenaikan 1 ‘persen
- pengeluaran pembangunan akan mengakibatkan perturﬁbuhan ekonomi
negatif sebesar 3,852 persen. Menyangkut pertimbangan dalam
pelaksanaan di lapangan setelah ditanyakan pada Bapak Kabag
Keuangan Kabupateh Tabanan sbb:

“.....Kebijakan pengeluaran perﬁbangunan tidak akan
mengalami kesulitan karena didukung oleh staf yang bisa diandalkan
dan didukung oleh perangkat keras seperti komputer, mesin ketik dan
sarana lainnya yang ada...

Jika dilihat dari segi administrasi yang menekankan pada
kesesuaian tujuan,.perencanaan dan prosedur, maka dalam penelitian int

pengeluaran pembangunan tidak signifikan terhadap pertumbuhan

ekonomi dari pengamatan penulis terlalu banyak alokasi dana
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.pémbéngunaﬁ. d_igunaiian"‘ unt’ﬁk membangun gedung —gedung yang
! sifatnya tidak produktif seperti balai pertemuan, rumah dinas, kantor dsb.

Dilihat dari segi Hukum / Legalitas, kebijakan péngeluaran

pembangunan ini tidak bertentangan dengan peraturan hukum / perda-
#erda yang berlaku dan mendapat legitimasi. Sedangkan aspek sosial
kebijakan pengeluaran pembangunan tidak akan menimbulkan beban
sosia! terhadap masyarakat hanya saja yang akan menimbutkan kesan
negatif jika alc;kasi dananya tidak tepat seperti pembangunan gedung-
Qedung yang sifatnya tidak produkﬁf dan sedikit sekali berdampak pada
fnasyarékat. :Menyangkut dukungan masyarakat secara politis terhadap
Input rumusan kebijakan pengeluaran pembangunan yang akan
dilaksanakan nantinya, penulis melihat dapat dukungan dari masyarakat
ini terbukti dari banyaknya usulan-usulan proyek datang dari bawah
( Desa atau Kecamatan ) yang disampaikan kepada Pemerintah
Kabupaten Tabanan.

Pada pengeluaran rutin dilihat dari segi ekonomi kalau pengeluaran
rutin diupayakan sebagai pembentukan modal yang akan di konsumsi
kan dalam rangka menjalankan roda perekonomian secara signifikan
akan dapat meningkatkan perekonomian di Kabupaten Tabanan.
Menyangkut pertimbangan dalam pelaksanaan di lapangan tidak
mengalami kesulitan karena didukung oleh staf yang bisa diandalkan dan

didukung prasarana dan sarana yang ada, Jika dilihat dari segi
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‘administrasi yang, menekankan- paéa l{ééé3uaiah' tujuan, p_ereni_:anaén
dan prosedur dan éturan- yang ditetap':ka-n .oiéh -Péme_rintah Kébupéten
Tabanan maka dari tujuan_ yang ditentukan dan u;f)aya—upaya yang
ditakukan oleh penﬂerintah Kabupaten Tabanan ini telah menampakkan
kesesuaian yang mana dari tujuan meningkatkan pertl,imbu_han ekonorﬁi
. dengan menggalakkan_ modal pemerintah yang _nantinya{ digunakan uﬁtu_k
mehgkonsumsi _bafang--dan jaéa-. yang 's'elanju'tny-a_ ,ménjadi _: efek
penggandaan dari perekonomian-sefempat. o

Dilihat dari segi ‘Hukum / Legélitas; kebijarkaln pengeluaran rutin ini
tidak berténtangan dengan p.erathran hukurﬁ !/ perda-perda yang Berlaku
dan mendapat legitimasi dari berbagai pihak.. Sedangkan dari aspek
sosialnya, yaitu input rumusan kebijakan pengeluaran rutin akan
menimbulkan kritikan-kritikan dari ma_syarakat .karena dana yang
dialokasikan pemen'htah banyak .yang tidak produktif seperti pernalanan
dinas yang tidak begitu perlu pengeluaran tunjangan-tunjangan yang

sangat besar jumlahnya. baik di kalangan eksekutif maupun ledislatif.

Menyangkut dukungan masyarakat secara politis terhadap Input rumusan

kebijakan pengeluaran rutin yang akan dilaksanakan nantinya, penulis
melihat kurang mendapat dukungan dari masyarakat ini terbukti banyak
usulan agar pengeluaran rutin dikurangi dialihkan ke pengeluaran

pembangunan .
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Pada pajak.-kaléu' peningkatan pajak diupayakan sebagai

pembentukan '-modal dalam rangka menjalankan roda perekonomian . _

akan dapat meningkatkan perekonomian di Kabupaten Tabanan, ini
didasarkan_oleh hasil perhitungan regresi yang diiakuké_m penulis di mana
didapat hasil yang memperiihatkan kenaikqn 1 persen pajak akan
mengakibatkan mening_katkan pertumbuhan' ekonomi sebesar 109_,586
‘persenv.'" Menyangkut ‘pertimban‘gan dalam pelaksén'aan di I_apahganr ’
setelah ditanyakan pada Kepala Dipenda Kabupaten Tébanan sbb: |

13

. tidak mengalami kesulitan karena didukung oleh staf yang bisa
diandalkan dan didukung oleh perangkat keras seperti komputer, mesin
ketik dan sarana lainnya yang ada...”

Dilihat dari segi administrasi yang menekankan pada kesesuaian
tujuan, perencanaan dan prosedur dan aturan yang -ditetépkan oleh

Pemerintah Kabupaten Tabanan maka dari tujuan yang ditentukan dan

upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupéten Tabanah ini

- telah menampakkan kesesuaian yang mana dari tujuan meningkatkan

pertumbuhan ekonomi dengan menggalakkan menarik - modal dari
masyarakat dan swasta melalui pajak dan salaﬁ satu bukti yang dicapai |
pemerintah adalah hampir tiap tahun target penerimaan PAD dari pajak
dapat terealisasi, yang selanjutnya digunakan sebagai modal
pembangunan di Kabupaten Tabanan .

Dilinat dari segi Hukum / Legalitas, kebijakan Peningkatan pajak ini

tidak bertentangan dengan peraturan hukum / perda-perda yang berlaku
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: danrmen&apﬁat legitimasi dari berbagai pihak. Sedangkan aspek sosial -

dari kebijakan peningkatan pajak akan menimbulkan beban soéi’a]
terhadap masyarakat karena akan mengurangi daya beli masyarakat,
sehingga dapat pula-mengurangi permintaan terhadap barang dan jasa di
Kabupaten Tabanan. Menyangkut dukungan masyarakat secara politis

terhadap Input rumusan :kebijakan peningkatan pajak yang akan

. dilaksanakan nantinya, "penulis melihat kurang akan mendapat 'dAu'kungan |

* dari masyarakat.

Pada kebijaka'n ekspor jika dilihat dari segi ekonomi akan dapat

- meningkatkan perekonomian di Kabupaten Tabanan, ini didasarkan oleh.

hasil perhitungan regresi yang dilakukan penulis di mana didapat hasil
kenaikan 1 persen ekspor akan mengakibatkan meningkatkan
pertumbuhan ekonomi sebesar 0,192 persen. Menyangkut pertimbangan
dalam pelaksanaan di lapangan sebagaimana dikatakan oleh kepala
Deperindég- Kabupaten Tabanan :

“....dalam pelaksanaan di lapangan dilihat dari segi teknis tidak
mengalami kesulitan karena didukung oleh staf yang bisa diandalkan dan
didukung oleh sarana dan prasarana lainnya yang ada, walaupun ada
sedikit kendala-kendala di pengurusan dokumen ekspor namun masih bisa
diatasi baik dari pemerintah maupun pengusaha/ eksportir...”

Dilihat dari segi administrasi yang menekankan pada kesesuaian
tujuan, perencanaan dan prosedur dan aturan yang ditetapkan oleh

Pemerintah Kabupaten Tabanan maka dari tujuan yang ditentukan dan

upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tabanan ini
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te_léh ﬁjenar;npakkén k';e_sesuai.an" yang 7mg'na d‘ari tujuah meningkatkan
peridrh‘buhan e}gonom'i dengan menggalakkan modal melalui ekspor.

Dilihat dari segi Hukum / Legalitas, yaitu kebijakan ekspor ini
tidak __berte_ntahgén dengan peraturan hukum / perda-perde; yang berlaku
dan mendapat legitimasi dari berbagai pihak. Sedangkén aspek sosial,
kebijakaﬁ. :e‘k_spor tidak akan menimbuikan beban sosial terhadap
maéyarakét. _Poﬁtis, menyangkut dUkungan masyarékat secara politis
terhadap kjebijakan ekspor yaﬁg akan dilaksanakan nantinya, penulis
melihat dapat dukungan dari masyarakat.

-Sebelurri penulis membuat alternatif model dari kajian faktor-
faktor dominan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi maka
ada baiknya kembali melihat model —model yang pemah digunakan untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang sepanjang pengetahuan
penulis, seperti dalam penelitannya Surya Atmaja menggunakan metode
alat analisis regresi berganda dengan ménggunakan data panel, variabel
yang digunakan adalah penyediaan tenaga kerja ( Labor supply growth),
investasi swasta, konsumsi pemerintah, revenue effort dan variabel |
pengeluaran pembangunan.

Dengan model Sbb:

GRW = F ( PIY, Pop,GlY, GY, RY, )

di mana ;
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- GRW adalah laju " pertumbuhan ekonomi- pada waktu tertentu -

dalam satuan persen (%)

PIY adalah rasio antara investasi swasta dengan PDRB dalam
satuan persen (%). .

Pop adalah laju pertumbuhan penduduk dalam satuan persen
(%)

GIY adalah rasio antara investasi pemérin‘ta_h déngan PDRB
dalam satuan persen (%).
PDRB dalam satuan (%).

RY adalah rasio antara penerimaan pemerintah dan pajak
terhadap PDRB dalam satuan persen (%).

Hakim -(2001) meneliti “ Peranan Investasi Swasta, Investasi

Publik dan Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi 26 Provinsi,

di Indonesia “ Dalam penelitian Hakim yaitu Pengaruh Investasi Swasta
dan Pemerintah serta Jumiah Penduduk di 26 propinsi di Indonesia dari
tahun 1988 — 1999 dengan menggunakan pertumbuhan Solow. |
Dengan Mode! sbi:
GRW = F ( PLY, Pop,GIY, )
di mana :

GRW adalah laju pertumbuhan ekonomi pada waktu tertentu
dalam satuan persen (%).

PlY adalah rasio antara investasi swasta dengan PDRB dalam
satuan persen (%).

Pop adalah laju pertumbuhan penduduk dalam satuan persen
(%).

GY adalah rasio antara pengeluaran rutln pemenntah dengan,
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GIY adalah rasio antara investasi pemermtah dengan PDRB

dalam satuan persen (%). i -

Sedangkan dalam penelitian™ -ini setelah dlanallsa secara
kuantitatif dengan menggunakan regresi berganda dan di kaji dengan
aspek kualitatif dengan menggunakan PETS Analysis yang dimodifikasi
maka dari faktor —faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan

ekonomi didapatkan suatu model alternatif yang bisa ditawarkan penulfis,

model seperti ini telah pernah dibuat oleh 'pen'ulis terdahulu namun dalam

penelitian ini variabelnya dikembangkan lagi dengan memasukkan
ekspor sebagai variabel independen , dan membuat skala prioritas dari
variabel tersebut di dalam model yang akan dibuat, model yang
ditawarkan penulis sbb :

GRW = F ( PIY***, Pop,GlY, GY, RY**, XY*)

Ket :
i = Prioritas Pertama
** = Prioritas Kedua
* = Prioritas Ketiga
= Prioritas dst.
di mana :

GRW adalah laju pertumbuhan ekonomi pada waktu tertentu
dalam satuan persen (%).

PIY adalah rasio antara investasi swasta dengan PDRB dalam
satuan persen (%).

Pop adalah laju pertumbuhan penduduk dalam satuan persen
(%).

GIY adalah rasio antara investasi pemerintah dengan PDRB
dalam satuan persen (%).
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- GY adéiah‘ rasio antara péngéluaﬁan rutin pemerintah dengan
- PDRB dalam satuan (%). )

RY adalah rasio antara penerimaan pemerintah dari pajak

terhadap PDRB dalam satuan persen (%).

| Untuk lebih jelasnya penulis akan membuat suatu tabel dari
aitern’ati\_c kebijakan pertumbuhan ekonomi vyang pernah dilakukan

sebelum‘ny‘a oleh beberapa peneliti dan alternatif kebijékan pertumbuhan

‘Ekonomi yang akan ‘ditaWarkan penulis, seperti dapat dilihat pada tabel.

438

Tabel. 4.38 |
Alternatif Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi
Alternatif Kebijakan Variabel Kebijakan
1. Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi yang 1.Investasi Swasta
diteliti oleh Hakim, AR. kurun waktu 1988 2.Investasi Publik
s/d 1999, 26 Provinsi di Indonesia : 3.Penduduk
2. Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi yang 1.Investasi Swasta

diteliti oleh Surya Atmaja, kurun waktu 2.Penduduk

1995 s/d 2000 di Kabupaten/ Kota di 3.8Sektor Publik

Provinsi Bali ' ( Pengeluaran
Pembangunan,
Pengeluaran Rutin dan
Pajak )

3. Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi yang 1.Investasi Swasta
diteliti oleh Penulis, Kurun Waktu 1990 s/d 2.Penduduk
2001 di Kabupaten Tabanan Bali 3.Pengeluaran
Pembangunan
4 Pengeluaran Rutin
5. Pajak
6. Ekspor

Sumber : Data diolah
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_ Dalam kaitannya _denéan-‘Kébijékén Publik.yénémana m‘enufUt
Tho’hés R Dy-/e, (da_\l'am Bl.-ldi- Wiﬁarno,! 1989: 2),' kebijakan publik adalah
* Whater govemménts_ choose to.do or no to do “ (apapun yang dipilih
pemerintah uﬁtuk dilékukan_ atlau_'tidak dilakukan ). Maka apapun yang
_‘dipilih pemerintah-‘ untuk dilakuhkan. atau tidak dilakukan untuk
pertumbuhan ekondmi di Ka_bup:'atc_an Tabanan, ada di dalam variabel
. ihdépe‘ndén’ pada _r;npdel-yang:telah -dibua_t penulis seperti kebijakan
fnvestasi éwasta, K_ebijakan jpertumbuhan penduduk, kebijakan
pengeluaran pembangunan, kebijakaﬁ pengeluaran rutin, kebijakan
perpajakan dan kebijékan ékspor. Kesemuanyau kebijakan-kebijakan
inilah yang akan nantinya dilakukan pemerintah dan diurut sesuai dengan
prioritas yang selanjutnya digunakan sebagai formulasi kebijakan

pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tabanan Bali.
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-~ BABV __
SIMPULAN dan SARAN
Pada bab ini diuraikan simpulan dan saran yang mérupakan hasil
rangkuman dari hasil pembahasan dan diskusi mengenai faktor-faktor yang
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi serta aiternatif rumLxsan- kebijakan

yang akan diterapkan di Kabupaten Tabanan Bali.
A. SIMPULAN

Dari hasil anralisi_s mempérlihatkan ada beBerapa_faktor dominan
membentuk periumbuhan ekonomi Kabupaten Tabanan diantaranya
Investasi swasta, pajak dan ekspor. Sedangkan faktor- faktor lain seperti,
pertumbuhan penduduk, pengeluaran pembangunan tidak signifikan
terhadap pertumbuhan ekonomi dan‘ pengeluaran rutin signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi tetapi berpengaruh negatif. Pajak mempunyai
koefisien yang palin besar diéntara variabel yang lainnya, hal ini
memperkuat bahwa kebijakan fiskal yang oleh pemerintah untuk tujuan
“ stabilisasi atau pembangunan” benar —benar efektif, maka untuk
menjebak tabungan waijib, perpajakan merupakan instrumen yang paling
bermanfaat sebagai sumber pendanaan pembangunan.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dikemukakan dalam

pembahasan ini, beberapa hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut :
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1. Pe-rah.an‘invesias.i. _swas;ta (’_:lomihan dalarﬁ pertumbuhan ekonomi , hal
tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien régresi sebesar 6,464 yang
berarti bahwa setiap peningkatan investasi swasta sebesar 1 persen
akan mengakibatkan peningkatan pertumbuhan ekonomi rata —rata
bertambah sebesar 6,464 persen.

2. Peranan pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi
-mempunyai.vhubungan yang _negatif- dan tidak signifikan 'terhadap
pertumbuhan ekonomi ini terlihat dari koefisien regresinya negatif
sebesar -1,885 dan probabilitasnya 0,535 > 0,005. |

3. Investasi perﬁerintah Kabupaten Tabanan mempunyai hublungén yang
negatif dan tidak‘ signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Tabanan. Ini disebabkan karena investasi pemerintah selama ini tidak
sepenuhnya diarahkan untuk hal-hal yang mendukung perekonomian.
Dana yang dialokasikan keproyek-proyek yang tidak produktif, hal
tersebut dapat dilihat dari probabilitasnya 0,226 > 0,005. Hal ini
menunjukkan dengan peningkatan investasi pemerintah sebesar 1
persen akan menurunkan pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar -
3,852 persen.

4. Pengeluaran kqnsumsi pemerintah menunjukkan signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi hal ini ditunjukkan oleh besarnya probabilitas
0,025 < 0,005 tetapi berpengaruh negatif terhadap perekonomian

daerah, hal ini ditunjukkan oleh koefisien regresi —2,722 yang berarti
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kel;laikén"' 1 befsen' _‘pengéluéran kopsunj’éi pemérintah akan
mehgﬁraﬁgi -pe!rtumb'l.lha'n ekonomi sebesar —2,722 persen, hal ini
diakibatkan‘ belanja rutin lebih banyak dibelanjakan di tempat lain
sehipgga effek multiflier tidak terjadi di Kabupaten Tabanan.

: . Peneriman-per_nerintah yang berasal dari pajak daerah sangat

dominan. :ini_ mencerminkan peningktan peran sektor_pub'lik dalan

- ,usAaha~méngga|i-'pendapatan sendiri, mempunyai pengaruh yang positif

_dén signiﬁkan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tabanan.
Pengaruh ini ditunjukkan -'dengan koefisiennya sebesar 109,586
perseﬁ, dengan ditingkatkaﬁnya pajak daerah, sehingga peningkatan
rasio pajak sebesar 1 persen yang dipungut dari masyarakat berarti
terjadi kenaikan pertumbuhan rata-rata sebesar 109,586 persen. Hal
ini tidak mempengaruhi kemampuan daya beli masyarakat tetapi
justeru sebagai sumber pembiayaan pembangunan yang efektif.

. Peranan ekspor tarhadap pertumb'uhan ekonomi  mempunyai
hubungan yang positif dan signifikan terhapdap pertumbuhan ekonomi
tetapi tidak terlaiu dominan, ini dilihat dari besarnya probabilitas 0,031
< 0,005 dan kefisien regresi 0,192 yang berarti kenaikan volume
ekspor 1 persen akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar
0,192 persen .

. Berdasarkan hasil analisis dari faktor-faktor yang dominan

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tabanan ada




166

tiga rgmusan-ke-bijakan'y,éné ber[u méﬁdébat prﬁorifcas p’enanganén
dart pemférintahkabﬁpaten Tabanan yaitu investasi swsata, pajak dan
ekspor,'jprioritas yang pertama pada investasi swasta karena memiliki
nilai ekonomis dan resiko paling rendah. Prioritas yang kedua adalah
pajak Wa!au memiliki n.ilai ekonomis yang tinggi tetapi memiliki resiko
_yang : tiijggi pula.‘ Séd_angkan kebijkan Ekspor mendapat prioritas
' “ketiga karena rﬁemii_iki nilai ekonormis yang kecil tetapi memiliki beban
_sosial yar}g' kebil dan | didukung 'oléh masyarakat setempat.
.Pengeluaran Rutin, Pengeluaran Pembangunan dan Pertumbﬁhan
penduduk mendabat. prioritaé keempat dst.

Dari hasil analésa secara kuantitatif dengan menggunakan regresi
berganda dan di kaji dengan aspek kualitatif dengan menggunakan
PETS Analysis yang dimodifikasi maka didapatkan suatu model yang
bisa ditawarkan penulis, model yang ditawarkan penulis sbb :

GRW = F ( PIY** Pop,GIY, GY, RY**, XY*)

Ket :
feated = Prioritas Pertama
** = Prioritas Kedua
* = Prioritas Ketiga
= Prioritas dst.
di mana ;

GRW adalah laju pertumbuhan ekonomi pada waktu tertentu
dalam satuan persen (%).

PIY adalah rasio antara investasi swasta dengan PDRB dalam
satuan persen (%).
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" Pop adalah Iaju pertumbuhan penduduk dalam satuan persen B
(%) :

GlY adalah rasio antara investasi pemerintah dengan PDRB
dalam satuan persen (%).

GY adalah rasio antara pengeluaran rutin pemerintah dengan
PDRB dalam satuan (%).

RY adalah rasio antara penerimaan pemerintah dari pajak
terhadap PDRB dalam satuan persen (%).

XY ‘adatah rasio volume Ekspor Daerah. terhadap PDRB dalam
satuan persen (%).

B. SARAN

Berdasérkan kesimpulan diatas dapat dikemukkan beberapa
saran yang 'dapat menjadi pertimbangan daerah untuk merumuskan
kebijkan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupeten Tabanan

sebagai berikut : |
1. Pc_amerintah daerah da.pat menentukan pilihan kebijakan yang
_ dapat merangsang iklim investasi karena investasi me.rupakan
faktor yang -sangat dominan terhadap pertumbuhan ekonomi,
langkah konkrit yang bisa ditempuh oleh pemerinfah yaitu dengan
menyederhariakan periinan dan keringanan pajak bagi investor.
Perhatian lainnya adalah adanya pemerataan investasi khususnya

segala sektor. Sedangkan dampak sosial dari kebijakan investasi
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_swasté -yéng akan '_'dilak'éanakan dan sekiranya dapat menimbulkan
dampak negatif akibat investasi swasta ini agar didiskusikan dan
disosialisasikan terlebih dahulu dan kalau nyata-nyata berbenturan
dengan- nilai adat istiadat setempat agar tidak dipaksakan
realisasinya.

- Pajak daerah menunjukkan pengaruh yang sangat besar dan
positif te‘rhadap pertﬁmbuhanrekonomi'Kabupate_n Tabanan. Hal ini '
periu mendapat perhatian agar dalam upaya untuk peningkatan
pendapatan daerah dari pajak daerah yang ada seiama ini tetap
‘men'iperhatikan kemampuan membayar dari .r_nasyarakét dan
berdasarkan asas manfaat serta keadilan. Menyangkut
pertimbangan dalam pelaksanaan di lapangan, walaupun tidak
mengalami  kesulitan karena didukung oleh staf yang bisa
diandalkan dan didukung oleh perangkat keras séperti komputer,
mesin ketik dan sarana lainnya yang ada, juga diperiukan
kreativitas untuk menggali sumber-sumber pendapatan baru yang
sekiranya bisa di kembangkan. Sedangkan menyangkut dukungan
masyarakat secara politis terhadap kebijakan peningkatan pajak
yang akan _dilaksanakan nantinya, penulis melihat akan kurang
mendapat dukungan dari masyarakat, maka untuk mengurangi
resiko kebijakan peningkatan pajak ini salah satu jalan yang

mungkin bisa ditempuh ialah dengan mendiskusikan dengan para
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__stakeholdér d“an_kébjj-ékah _kenai}éanipengeneﬁan pajak yanQ akan
.d'iberlakhkan'oieh pemerintah agar disosialisasikan terlebih déhulu
‘ikepada masyarakat yang ada di Kabupaten Tabanan.

. Dilihat dari segi ‘ekonomi kalau ekspor diupayakan sebagai
:pem,bentukan_ modal dalam rangka menjalankan roda
berekonomiar:i ‘akan dapat meningkatkan perekonomian di
' -K_abubaten :Iébanan -walaupun de_\mpaknya ke:cil, 'Iangkéh kongrit
yang bisa jdila'kukan pemeﬁntah seperti menyederhanakan
perifinan dokumen ekspor dan memberi informasi pasar tujuan
ekspor, ubaya ini akan berdanipak positif terhadap perturhbuhan
ekonomi Kabupaten Tabanan. Menyangkut pertimbangan dalam
pelaksanaan di lapangan walaupun tidak mengalami kesulitan
karena didukung oleh staf yang bisa diandalkan dan didukung oleh
sarana dan prasarana yang ada, namun alangkah lebih bagusnya
jika pemerintah Kabupaten Tabanan berpéran aktif atau dengan

kata lain menjemput bola kepada investor untuk memberi

pembinaan dan fasilitas kepada investor yang baru maupun yang

sudah lama.

. Rumusan ke‘bijakan yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan
resiko terendah seperti investasi swasta agar mendapat prioritas
penanganan yang utama oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan

Bali, baru diikuti oleh Kebijakan Pajak sebagai prioritas kedua,
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kebijakan ekspor pribrifas ketiga dan ke,bijakén = kébijak_én Se_'perti.
_Pengéluaran Rutin, 7Penge|uaran ',Pemb‘éngunan; Pertunﬁbuhan .

Penduduk mendapat prioritas kee‘mbat dst.
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